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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia memiliki pengaturan yang kurang
memadai dalam penggunaan artificial intelligence di arbitrase Indonesia. Praktik
arbitrase Indonesia masih ada banyak kelemahan dari keterbatasan infrastruktur
teknologi, sumber daya manusia, lambatnya proses arbitrase, dan biaya mahal.
Penggunaan Al dalam proses arbitrase dapat memberikan efesiensi waktu dan biaya
serta memprediksi putusan. Namun, adanya kekosongan hukum tentang Al
sehingga perlunya peraturan untuk memberikan manfaat dan mengatasi dampak
negatif yang akan terjadi. Diskursus penelitian ini yaitu faktor-faktor apa yang
menjadikan pengaturan penggunaan Al dalam penyelesaian sengketa arbitase di
Indonesia urgen dilakukan di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum
penggunaan Al dalam penyelesaian sengketa arbitrase Indonesia. Penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor pengaturan
penggunaan Al dalam praktik arbitrase di Indonesia penting untuk diperbaharui,
melihat Uni Eropa dan JAMS telah mengatur Al secara spesifik penggunaan Al
dalam arbitrase. Selain itu, pembaharuan pengaturan dapat memberikan manfaat
dari efisiensi waktu hingga membantu proses arbitrase. Implikasi hukum yang
terjadi yaitu bias algoritma, tidak transparansi, kebocoran data pribadi, peralihan
profesi hukum, dan kesalahan interpretasi data yang menyebabkan terjadinya
kesalahan dalam memberikan rekomendasi dan memprediksi putusan. Perlunya
pengaturan di bidang keamanan dan pelanggaran data pribadi, transparansi dan
akuntabilitas dalam pemeriksaan dokumen arbitrase, pertanggungjawaban hukum
atas penggunaan Al yang tidak tepat, dan kebutuhan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: Regulasi, Artificial Intelligence, Arbitrase.
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ABSTRACT

Arbitration dispute resolution in Indonesia has inadequate arrangements in the use
of artificial intelligence in Indonesian arbitration. Indonesia's arbitration practice
still has many weaknesses due to limited technological infrastructure, human
resources, slow arbitration processes, and high costs. The use of Al in arbitration
proceedings can provide time and cost efficiency and predict awards. However, the
existence of a legal vacuum about Al requires regulations to provide benefits and
address the negative impacts that will occur. The discourse of this research is what
factors make regulating the use of Al in arbitration dispute resolution in Indonesia
urgent to be carried out in Indonesia, and how are the legal implications of the use
of Al in the resolution of Indonesian arbitration disputes. Normative research with
a legislative approach, and a comparative approach. The results of this study
conclude that the regulatory factors for the use of Al in arbitration practice in
Indonesia are important to be updated, seeing as the European Union and JAMS
have regulated Al specifically the use of Al in arbitration. In addition, regulatory
updates can provide benefits from time efficiency to aiding the arbitration process.
The legal implications that occur are algorithm bias, lack of transparency, personal
data leakage, change of legal profession, and data interpretation errors that cause
errors in providing recommendations and predicting decisions. The need for
regulation in the areas of security and personal data breaches, transparency and
accountability in the examination of arbitration documents, legal accountability for
improper use of AI, and the need for legal reform.

Keywords: Regulation, Artificial Intelligence, Arbitration.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan mengenai kecerdasan buatan (artificial intelligence) kian
makin meningkat dalam penggunaannya di dunia dewasa saat ini, sehingga kini
merambah ke ranah bidang hukum yang salah satunya penyelesaian sengketa diluar
pengadilan secara arbitrase. Perkembangan teknologi dalam penyelesaian sengketa
di luar pengadilan secara arbitrase belum efektif dalam menyelesaikan sengketa
yang bersifat mudah dan cepat pada proses penyelesaiannya. Beberapa kendala
seperti banyak perkara sengketa yang belum terselesaikan, dan proses pada
penyelesaian sengketa secara konvensional mengalami pengerutan karena lebih
cenderung mengikuti pola dari pengadilan biasa padahal kemanfaatan dari sistem
teknologi yang berkembang sangat berpengaruh dalam menangani penyelesaian
sengketa yang cepat.!

Kecanggihan teknologi yang berkembang dapat mendukung suatu kegiatan
manusia serta kebutuhan manusia yang bersifat kompleks, hal tersebut dibantu oleh
salah satu kecanggihan teknologi yakni artificial intelligence (Al) atau kecerdasan
buatan yang merupakan suatu teknologi atau sistem yang diperuntukan untuk
menirukan kegiatan manusia serta memiliki kemampuan cara berpikir yang identik

menyerupai dengan manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan.? Umumnya,

! Faisal Riza dan Rachmad Abduh, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase
Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (20
Januari 2019): 77-86, https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171. Hlm. 79.

2 Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, “ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL



kecanggihan Al memiliki cara kerja dalam penggunaannya dengan cara
menganalisis suatu perintah yang telah di program melalui komputer dalam
jangkauan yang dekat atau skala yang luas.>

Pengapdosian teknologi Al dalam praktek hukum dapat digunakan untuk
menganalisis data dalam jumlah besar mengenai dokumen hukum dengan waktu
yang singkat, dan dapat membantu pengacara atau penegak hukum dalam
menyusun rencana dengan lebih efesien dan efektif. Lazimnya, analisis data sangat
berpengaruh untuk memprediksi hasil kasus, mengidentifikasi hukum yang
berkembang, serta memberikan wawasan yang lebih kepada pihak yang memiliki
kepentingan hukum.* Namun, kelebihan Al memiliki juga potensi kerugian yang
akan terjadi seperti pelanggaran etik yakni ketika Al tidak menjawab perintah yang
diberikan atau menjawab perintah pengguna dengan jawaban lain yang tidak sesuai
atau dinilai kurang pantas, dan risiko terjadi kebocoran data privasi para pihak ke
khalayak umum tanpa seizin para pihak yang bersangkutan sehingga data tersebut
digunakan untuk tindakan kriminal.’

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan teknologi

telah diperkenalkan dan diresmikan oleh beberapa negara maju dan negara eropa

INTELLIGENCE DI INDONESIA,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (1 Februari 2022):
307-16, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408. Hlm. 308.

3 Ajeng Dania Mada Dewi dkk., “Konstruksi Pelanggaran Dan Perlindungan Hak Cipta
Karya Visual Artificial Intelligence,” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 6 (9 Juni 2024): 234—
37, https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.522. Him. 234.

* Yoga Subekti Nugroho, “Tantangan Dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Era Digital,” IJESPG (International Journal of
Engineering, Economic, Social Politic and Government) 2, no. 1 (26 Januari 2024): 58—69,
https://doi.org/10.26638/ijespg.88. Hlm. 58-59.

5 Enni Soerjati Priowirjanto, “URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA,” Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 2 (1 April 2022): 254-72,
https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355. HIm. 259.



diantaranya yaitu Inggris, Amerika, Kanada.® Beberapa negara yang telah
memanfaatkan kecanggihan teknologi, Negara Inggris telah menggunakan Al yang
membantu di bidang bantuan hukum yang dinamakan Do Not Pay Chat telah
menyediakan 1.000 (seribu) layanan bantuan hukum dan terdapat 160.000 (seratus
enam puluh ribu) orang telah terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum.’
Meksiko juga memulai menggunakan teknologi Al untuk memutuskan perkara
administratif yang sederhana.® Selanjutnya, pada tanggal 23 April 2024 Judicial
Arbitration and Mediation Services di Amerika Serikat membuat aturan baru
mengenai penggunaan Al dalam arbitrase, aturan baru tersebut dibentuk dengan
tujuan untuk menyempurnakan serta menganalisis prosedur kasus yang melibatkan
sistem AL’ Bahwasanya, Parlemen Rusia membentuk rancangan Undang-Undang
Grishin yang membahas terkait aturan teknologi robot seperti tanggung jawab
hukum robot, prosedur penggunaan robot, serta membahas isu penggunaan robot di

pengadilan.!°

® Dian Nurul Sholihat dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “METODE ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI,” diakses 21 Desember 2024, https://core.ac.uk/reader/524644190. Hlm. 1552.

7 Febri Jaya dan Wilton Goh, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM
PADA HUKUM POSITIF INDONESIA,” SUPREMASI HUKUM 17, no. 02 (21 Juli 2021): 01-11,
https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287. Him. 3.

8 Timotius Dwipangestu dkk., “Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai
Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0,” Doktrin.: Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Dan Politik 2,no. 1 (5 Januari 2024): 314-23, https://doi.org/10.5958 1/doktrin.v2i1.2474. HIm. 317.

? “JAMS Publishes Artificial Intelligence Arbitration Rules, but Are They Fit for Purpose?
- Kluwer Arbitration Blog,” diakses 8 Januari 2025,
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/06/27/jams-publishes-artificial-intelligence-
arbitration-rules-but-are-they-fit-for-purpose/.

10 Qur’ani Dewi Kusumawardani, “HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN,” Veritas et Justitia 5, no. 1 (26 Juni 2019): 166-90,
https://doi.org/10.25123/vej.3270. HIm. 178.



Negara China (Hangzhou) yang telah menciptakan Hakim berbasis Al untuk
menangani sengketa hukum yang memiliki aspek digital misalnya permasalahan
dalam jual beli online, hak cipta, dan pengakuan liabilitas mengenai produk e-
commerce.!! Berdasarkan laman daily mail terdapat teknologi bernama LawGeex
Al yang dibuat oleh platform hukum yang berada di New York Amerika Serikat
dan Tel Eviv Israel telah mengalahkan pengacara terkenal dan terkemuka pada
suatu kompetisi dalam memahami kontrak hukum serta masalah hukum mengenai
arbitrase, kerahasian, ganti rugi. Al tersebut menganalisis dan meninjau 5 (lima)
perjanjian (Non-Disclosure Agreements) dalam waktu 4 (empat) jam dengan
tingkat akurasi 94 persen, sedangkan pengacara yang terlatih dan berpengalaman
hanya 85 persen untuk menganalisis dan memilih risiko data tersebut.!?

Sedangkan, pelaksanaan arbitrase di Indonesia saat ini dalam menghadapi
perkembangan teknologi terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: keterbatasan infrastruktur
teknologi dalam pelaksaan arbitrase di Indonesia seperti kecepatan internet
dan server yang belum memadai, dan perlindungan data para pihak yang

disimpan dengan teknologi diperlukanya keahlian khusus dan investasi

teknologi yang signifikan.

" Eka NAM Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi
Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal llmiah Kebijakan
Hukum 14, no. 3 (2 November 2020): 419-34, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-
434. Him. 420.

12 Moh Khory Alfarizi, “Studi: Al Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding
Pengacara | tempo.co,” Tempo, 27 Februari 2018, https://www.tempo.co/sains/studi-ai-lebih-akurat-
temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara-967280.



2. Sumber Daya Manusia: adanya ketimpangan pengetahuan teknologi dari
arbiter, mediator, dan pegawai badan arbitrase di Indonesia yang disebabkan
terbiasanya menggunakan arbitrase yang konvesional. Kelemahan tersebut
diperlukanya adanya pelatihan mengenai penggunaan teknologi, dan
kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan ahli teknologi guna
memperluas pengetahuan teknologi yang berkembang.

3. Keterbatasan kerangka hukum: peraturan arbitrase di Indonesia saat ini
lebih condong pada proses arbitrase konvesional, diperlukanya perubahan
untuk mendukung digitilisasi dalam proses arbitrase.'?

4. Pelaksanaan putusan arbitrase: putusan arbitrase di Indonesia dalam
pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama dan rumit dikarenakan
terdapat pihak yang tidak mematuhi putusan tersebut.

5. Biaya yang mahal: pelaksaanan proses arbitrase di Indonesia seringkali
lebih mahal daripada pengadilan negeri biasanya dikarenakan banyak aspek
dari biaya administrasi, pemeriksaan, dan arbiter.'*

Dalam proses arbitrase dengan teknologi di Indonesia yang dilakukan oleh
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau lembaga arbitrase lainya hanya
memanfaatkan email untuk pengiriman surat-surat dalam proses arbitrase tetapi

kurang adanya pemanfaatan website secara khusus untuk menyelenggarakan

13 Tessa Kusumaningsih, “TANTANGAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL OLEH BADAN ARBITRASE
PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI),” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and
Social-Political Governance 4, no. 3 (30 Desember 2024): 3357-86,
https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.612. Him. 3362-3364.

4 Tim Publikasi Hukumonline, “Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase di
Indonesia,” hukumonline.com, diakses 10 Juli 2025,
https://www.hukumonline.com/berita/a/menyikapi-tantangan-pelaksanaan-arbitrase-di-indonesia-
1t653b91a6216e3/.



arbitrase,’> maka dapat dinyatakan bahwa arbitrase di Indonesia dalam
pelaksanaanya belum memanfaat kecanggihan teknologi berbasis Al. Padahal
penggunaan Al di Indonesia pada tahun 2024 lembaga Kata Data Insight Center
mengadakan survei penggunaan Al di Indonesia yang mana 1.255 orang atau 65%
memberikan responden telah menggunakan Al untuk berbagai kebutuhan, dominasi
orang yang memberikan responden atau 81% orang menggunakan Al dalam bidang
pencarian informasi. !¢

Adapun seperti yang kita ketahui aturan tentang Al di Indonesia belum
diatur secara spesifik, khususnya dalam sektor arbitrase Indonesia masih
menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, (selanjutnya disebut dengan UU AAPS) yang
mana dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai Al dalam
arbitrase, Sebab itu, adanya kekosongan hukum terkait Al dalam bidang arbitrase
yang harus diatur dikarenakan perkembangan yang semakin pesat dalam perubahan
teknologi. Menurut penelitian Enni Soerjati Priowirjanto yang berjudul Urgensi
Pengaturan Mengenai Artiifcial Intellegence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam

Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia membahas tentang urgensi pengaturan Al

15 Sarah Meilita Indrani dan Hernawan Hadi, “KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE
SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA),” Jurnal Privat Law 5, no. 2 (1 Juli 2017):
34-42, https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386. Hlm. 35-36.

16 “Ini Jenis Layanan Al yang Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia,” diakses 18 Juni
2025, https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/679b51a605dce/ini-
jenis-layanan-ai-yang-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia.



diperlukan agar dampak negatif dari penggunaan Al seperti kebocoran data dapat
diatasi apabila adanya peraturan yang jelas.!”

Hal ini menjadi penting karena terdapat tindakan-tindakan yang diperbuat
oleh AI yang bersifat tidak etis dan berpotensi merugikan pihak pihak, namun
belum ada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur pertanggungjawaban
hukum atas perbuatan tersebut.!® Dampak dari tidak adanya peraturan yang spesifik
mengenai Al menimbulkan ketidakjelasan batas antara penggunaan yang legal dan
ilegal. Hukum seharusnya berperan dalam mengendalikan penggunaan teknologi,
mulai dari alat yang digunakan, mekanisme, hingga penggunaannya.'® Oleh sebab
permasalahan tersebut, Perlunya pengaturan penggunaan Al dalam arbitrase di
Indonesia memberi kejelasan dalam penggunaan Al yang mana memiliki banyak
manfaat dalam arbitrase, hadirnya pengaturan Al di beberapa negara yang dapat
menjadi pedoman membuat regulasi baru, dan adanya aturan unamengatasi dampak
penggunaan Al di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini tertarik untuk mengkaji
mengenai “Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam

Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia”.

7 Loc. Cit. Priowirjanto, “URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA.”

18 Faizin Sulistio dan Aizahra Daffa Salsabilla, “Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana
Yang Dilakukan Agen Otonom Artificial Intelegence,” UNES Law Review 6, no. 2 (17 Desember
2023): 547990, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1209. Him. 5483.

19 Heri Indrajat, Rahayu Subekti, dan Abdul Kadir Jaelani, “Proses Pengambilan Keputusan
Pada Pengelolaan Dan Pendistribusian Lahan Oleh Badan Bank Tanah: Sebuah Tinjauan Hukum,”
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 5,no. 1 (11 Februari 2025): 50-63. Hlm. 53.



B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apa yang menjadikan pengaturan penggunaan artificial

intelligence (Al) dalam penyelesaian sengketa arbitase di Indonesia penting

dilakukan di indonesia ?

2. Bagaimana implikasi hukum penggunaan artificial intelligence (Al) dalam

penyelesaian sengketa arbitrase Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor urgensi penganturan penggunaan

artificial intelligence (Al) dalam penyelesaian sengketa arbitrase di

Indonesia.

2. Untuk menganalisis dan memahami implikasi hukum dalam penggunaan

artificial intelligence (Al) dalam penyelesaian sengketa Arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang hendak

dicapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

serta manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pada hukum dan teknologi yang semakin
berkembang bagi akademisi, khususnya untuk menganalisis dan
memahami faktor urgensi pengaturan penggunaan artificial intelligence

(AI) dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia.



2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam
pengaturan penggunaan artificial intelligence (Al) dalam penyelesaian
sengketa arbitrase di Indonesia serta menganalisis dan memahami
penggunaan artificial intelligence (Al) dalam arbitrase yang ideal

sehingga penyelesaian sengketa arbitase di Indonesia menjadi lebih

baik.

E. Tinjauan Pustaka

Bedasarkan penelusuran literatur terkait dengan tema atau judul yang

diangkat oleh penulis dengan judul Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial

Intelligence Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia, penulis

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema atau judul

penulis guna mempertahankan originalitasi konsep penelitian ini, yakni sebagai

berikut:

1.

Penelitian oleh Moh Raka Saputra (2024) yang berjudul dengan
“Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Artificial
Intelligence di Indonesia Ditinjau Melalui Teori Hukum Progresif”.
Penelitian tersebut spesifik mengkaji mengenai penggunaan serta
kecanggihan Artificial Intelligence yang dilihat dari aspek teori hukum
progresif bahwasanya penggunaan Al di Indonesia belum diatur secara
spesifik mengenai status hukumnya serta relevansi sistem civil law di
Indonesia dengan AI, maka dari itu Raka berpendapat diperlukannya

pembentukan Undang-Undang yang progresif dan melibatkan partisipasi



masyarakat agar penggunaan dari Al dapat menguntungkan dan melindungi
kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan adaptif, inklusif, dan sesuai
keinginan masyarakat dapat membantu untuk mengelola tatangan dan
peluang perkembangan Al secara efektif.?’ Sedangkan, perbedaan
penelitian tersebut dengan penulis lakukan yakni berfokus mengkaji
mengenai urgensinya penganturan penggunaan Al dalam arbitrase di
Indonesia dikarenakan terdapat beberapa negara telah menerapkan Al dalam
Arbitrase serta menggunakan Al dalam sektor hukum. Perbedaan mencolok
dari penelitian penulis adalah, dimana pada analisis permasalahanya
bahwasanya penulis menggali mengenai faktor urgensinya pengaturan Al
dalam arbitrase dan implikasinya penggunaan Al dalam arbitrase di
Indonesia.

2. Penelitian oleh Fradana Putra Disantara (2024) yang berjudul tentang
“Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia”.
Penelitian tersebut spesifik mengkaji mengenai bentuk-bentuk pendekatan
inovatif dalam pembangunan hukum di Indonesia dikarenakan
perkembangan teknologi yang makin pesat salah satu teknologi tersebut Al
di zaman sekarang yang banyak digunakan dalam berbagai sektor.
Pengembangan penyelesaian sengketa secara arbitrase berbasis teknologi
menggunakan Al menjadi salah satu langkah inovatif dalam pembangunan

hukum di Indonesia. Kemudian, Frada membahas mengenai implementasi

20 Moh Raka Saputra dan Tri Setiady, “IMPLEMENTASI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARTIFICIAL INTELIGENCE DI INDONESIA
DITINJAU MELALUI TEORI HUKUM PROGRESIF,” Dinamika Hukum Terkini 6, no. 3 (1 Juli
2024), https://journalpedia.com/1/index.php/dht/article/view/2391.
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pendekatan inovatif dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan
utama serta peluang yang signifikan dalam menghadapi teknologi yang
berkembang saat ini.>! Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan
penulis lakukan yakni berfokus mengkaji secara spesifik mengenai faktor-
faktor urgensi pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase menggunakan
kecanggihan teknologi Al di Indonesia dan dampak dari penggunaan Al
dalam arbitrase di Indonesia.

3. Penelitian oleh Laelatus Syahna F. A, Dkk (2023) yang berjudul tentang
“Online Dispute Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce”.
Penelitian tersebut mengkaji mengenai mekanisme serta penerapan ODR di
Indonesia, model dari ODR itu sendiri terdapat berbagai macam salah satu
dengan menggunakan teknologi Al atau pengadilan elektronik. Kemudian
penelitian tersebut menyatakan bahwa solusi dari adanya sengketa di E-
Commerce lebih efektif menggunakan ODR sehingga memiliki harapan
agar BANI memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang
semakin pesat di dunia dewasa saat ini.”> Sedangkan, perbedaan penelitian
tersebut dengan penulis yang dilakukan yakni spesifik membahas tentang
penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia dengan seluruh sengketanya
menggunakan Al dikarenakan terdapat beberapa negara telah menggunakan

Al dalam ranah hukum untuk membantu memudahkan beracara hukum

2! Fradhana Putra Disantara, “Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges
in Indonesia,” Indonesian Journal of Innovation Studies 25, no. 4 (8 Agustus 2024),
https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241.

22 Laelatus Syahna F.a, Soesi Idayanti, dan Erwin Aditya Pratama, “Online Dispute
Resolution Sebagai Solusi Sengketa E-Commerce,” Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)
1, no. 3 (26 Agustus 2023): 713-36, https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i3.262.
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serta mengidentifikasi perkara dengan waktu cepat. Sebab hal tersebut
fakotr urgensi untuk mengatur teknologi Al dalam arbitrase dan melihat
implikasi dalam penggunaan Al di arbitrase.

4. Penelitian oleh Diana Setiawati, Dkk (2023) yang berjudul tentang
“Tranformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan
Penyelesaian Sengketa di Era Digital”. Penelitian tersebut mengkaji
mengenai implikasi Al dan Blockchain terhadap akses pasar dan
perlindungan konsumen di internasional sehingga diperlukan adaptasi
terhadap perkembangan teknologi yang makin pesat dengan membuat
regulasi baru untuk mempermudah penyelesaian sengketa di zaman
modern. Kemudian Diana membahasa mengenai revolusi penyelesain
sengketa di litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase dengan berbasis
teknologi seperti Al dan Blockchain dapat membawa manfaat besar seperti
meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam perdagangan
lintas batas negara.”®> Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan
penulis lakukan adalah mengkaji secara spesifik mengenai penyelesaian
sengketa arbitrase yang membutuhkan regulasi baru untuk teknologi Al agar
dimanfaatkan dalam arbitrase di Indonesia, dan melihat dampak dalam
penggunaan Al dalam arbitase.

5. Penelitian oleh Mohammad Azam Hussain, Dkk (2023) yang berjudul

tentang “The Potential Prospect of Artificial Intelligence (Al) in Arbitration

2 Diana Setiawati dkk., “Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional:
Regulasi Dan Penyelesaian Sengketa Di Era Digital,” Borobudur Law and Society Journal 2, no. 5
(28 September 2023): 220-31, https://doi.org/10.31603/10891.
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from the International, National, and Islamic Perspectives”. Penelitian
tersebut mengkaji pegunaan Al dalam arbitrase dapat mempermudah untuk
mengindetifikasi perkara, serta dapat membantu arbiter manusia untuk
membuat keputusan. Penelitian tersebut juga membahas tatangan hukum Al
dalam arbitrase, melihat perspektif islam dalam penggunaan Al di arbitrase,
dan keabsahan hukum penggunaan Al serta penujukan arbiter dalam
arbitrase.’* Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis
lakukan terdapat perbedaan yang mencolok dari rumusan masalah yang
dimana penulis mengkaji faktor urgensi pengaturan Al arbitrase di
Indonesia, dan implikasi nya penggunaan Al dalam arbitase di Indonesia.

Penelitian oleh Azael Socorro Marquez (2020) yang berjudul tentang “Can
Artificial Intelligence Be Used to Appoint Arbitrators?”. Penelitian tersebut
mengkaji tentang tahap peningkatan penggunaan Al di arbitrase dengan
penunjukan arbiter menggunakan Al yang kemungkinan saat akan
terjadinya arbiter menggunakan Al. Penelitian ini juga mendeksripsikan
beberapa macam model Al untuk membangun sistem dalam arbitrase, dan
tantangan secara umum terkait kekhawatiran dalam penggunaan AIL*
Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terdapat pada
bagian pengaturan Al dalam arbitrase serta faktor-faktor urgensi untuk

membuat regulasi baru khusus teknologi Al dalam arbitrase. Terdapat

24 Mohammad Azam Hussain dkk., “THE POTENTIAL PROSPECT OF ARTIFICIAL

INTELLIGENCE (AI) IN ARBITRATION FROM THE INTERNATIONAL, NATIONAL AND
ISLAMIC PERSPECTIVES,” Journal of International Studies 19, no. 1 (17 April 2023): 95-122,
https://doi.org/10.32890/jis2023.19.1.4.

25 Azael Socorro Marquez, “Can Atrtificial Intelligence be used to appoint arbitrators?,”

Asociacion Venezolana de Arbitraje 1 (31 Agustus 2020): 249-72.
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perbedaan yang spesifik bahwa penelitian ini belum sampai ke tahap
penunjukan arbiter oleh Al hanya sebatas melihat aspek penggunaan, dan

implikasi dalam penggunaan Al.

. Penelitian oleh Agus, Dkk (2023) yang berjudul tentang “The Use of

Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration: The
Potential and Challenges”. Penelitian ini mengkaji secara spesifik potensial
penggunaan Al dalam arbitrase dikarenakan perkembangan teknologi yang
makin pesat. Pada penggunaan Al dalam arbitase memiliki banyak
keuntungan para pihak, serta penelitian ini menjelaskan terdapat sebuah
tantangan dan risiko yang terjadi dalam penggunaan AI.?® Sedangkan,
perbedaan penelitian tersebut dengan penulis lakukan yakni pada
pembahasan faktor-faktor urgensi penganturan penggunaan Al dalam
arbitrase di Indonesia, serta perbedaan yang signifikan berada dalam

implikasi hukum penggunaan Al dalam arbitrase di Indonesia .

. Penelitian oleh Yoga Subekti Nugroho (2024) yang berjudul tentang

“Tantangan dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online Sebagai
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Era Digital”. Penelitian ini
membahas mengenai tantangan dan prospeknya pengembangan dari
penyelesaian sengketa secara online atau digital salah satunya Al dapat di
adopsi dalam hal tersebut. Arbitrase secara online sangat cocok untuk

mengatasi permasalah bisnis digital, maka dari keuntungan tersebut

The

26 agus dkk., “The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration:

Potential and Challenges,” SASI 29, no. 3 (22 September 2023): 570-78,

https://doi.org/10.47268/sasi.v2913.1393.
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penelitian ini mengkaji mendalam mengenai tantangan dan prospeknya
peralihan arbitrase yang konvesional menjadi arbitase online.?” Sedangkan,
perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yang lakukan yakni fakotr-
faktor urgensinya penganturan penggunaan Al dalam arbitrase di indonesia
dikarenakan dalam penggunaan Al di Indonesia sudah banyak digunakan
dalam masyarakat dan beberapa negara telah menerapkan Al di sektor
arbitrase, maka dibutuhkan pengaturan mengenai Al secara rinci khususnya
di sektor arbitase melihat dari segi implikasi penggunaan Al dalam arbitase
di Indonesia.

9. Penelitian oleh A’ang Yusril Musyafa (2024) yang berjudul tentang
“Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Digital”. Penelitian ini membahas
tentang perkembangan di era digital menjadikan segala aspeknya
menggunakan digital seperti bisnis digital yang telah banyak dilakukan,
maka dalam penyelesaian sengketa bisnis di era digital yang semakin
berkembang ODR menjadi salah satu langkah alternatif yang inovatif untuk
menyesuaikan dengan pekermbangan digital yang hadir, pada kecanggihan
digital salah satunya dapat menggunakan secara online atau dapat juga
menggunakan Al. Tentunya, terjadinya tantangan, melihat prospek
terjadinya ODR di Indonesia, dan harus hadirnya pengaturan yang
spesifik.?® Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yang

lakukan adalah bahwa sangat dibutuhkannya pengaturan mengenai Al

27 Nugroho, “Tantangan Dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Dalam Era Digital.”

28 Aang Yusril, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Era Digital,” Ngabari: Jurnal Studi
Islam Dan Sosial 17, no. 2 (2024): 44—63.
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10.

dalam Arbitrase di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa negara yang
sudah mengunakan Al dalam arbitrase maupun membantu permasalahan
hukum yang terjadi. Melihat dari perkembangan saat ini penggunaan Al
dalam masyarakat juga sudah semakin banyak digunakan dalam segala
sektor kehidupan seperti bisnis ataupun lainya, maka dari itu dibutuhkan
pengaturan yang rinci mengenai Al khususnya dalam arbitase di Indonesia.
Perbedaan yang mencolok dalam rumusan masalahnya bahwa penulis
mengkaji dari segi implikasi hukum, dan fakot-fakotr apa yang menjadi
urgensi pengaturan penggunaan Al dalam arbitrase Indonesia.

Penelitian oleh Riyadus Solikhin (2023) yang berjudul tentang
“Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR)
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia”.
Penelitian membahas tentang penyelesaian sengketa perdagangan
elektronik yang dilakukan secara ODR merupakan sarana yang alternatif,
akan tetapit ODR di Indonesia sudah banyak diterapkan hanya peraturan
yang rinci mengenai ODR belum dijabarkan secara jelas. Sebab itu,
penelitian ini membahas mengenai urgensinya penerapan ODR di Indonesia
dikarenakan dalam perkembangan digital perdangangan melalui elektronik
bila terjadi sengketa lebih efesien menggunakan ODR yang memiliki
banyak macam fiturnya seperti zoom, Al, dan lainya. Penelitian ini juga

melihat dari segi tantangan dan manfaat dari ODR agar dapat diterapkan
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secara efesien di Indonesia.?’ Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut
dengan penulis yang lakukan adalah penulis lebih condong untuk melihat
faktor-faktor apa yang menjadi urgensi pengaturan penggunaan Al dalam

arbitrase di Indonesia, dan melihat implikasi hukum dalam penggunaan Al

di Indonesia.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No. | Peneliti & | Judul Fokus Perbedaan
Tahun Penelitian Penelitian
1. Moh Raka | Implementasi | Penelitian raka | Penelitian
Saputra (2024) | Alternatif berfokus  pada | penulis berfokus
Penyelesaian Penggunaan Al | mengkaji
Sengketa dalam tentang  faktor
Dengan penyelesaian faktor yang
Artificial sengketa di | menjadi
Intelligence di | Indonesia urgensinya
Indonesia ditinjau dari | penganturan
Ditinjau aspek teori | penggunaan Al
Melalui Teori | hukum progresif | dalam arbitrase
Hukum di Indonesia
Progresif serta melihat

2 Riyadus Solikhin, “Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution
(ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia,” Padjadjaran Law
Review 11, no. 1 (1 Juli 2023): 6579, https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235.
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implikasi hukum

dalam
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Fradana  Putra | “Innovative Penelitian frada | Penelitian
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Approaches for

Contemporary
Challenges in
Indonesia”.
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langkah inovatif
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ini.
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pengaturan
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dalam
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serta penulis
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Laelatus Syahna

F. A, Dkk (2023)

Online Dispute
Resolution

Sebagai Solusi

Penelitian

laelatus Dkk

berfokus  pada

Penelitian
penulis berfokus

pada faktor-

Sengketa  E- | penerapan ODR | faktor apa yang
Commerce di Indonesia | menjadi urgensi
merupakan suatu | pengaturan
yang relevan | dalam
bagi sengketa E- | penggunaan Al
Commerce dalam arbitrase
disebabkan di  Indonesia.
kecanggihan dari | Hal tersebut
ODR  memiliki | penulis melihat
banyak dari segi
keuntungan implikasi hukum
dalam Al dalam
mempermudah | arbitrase di
dalam Indonesia
menyelesaikan
sengketa.
Diana Setiawati, | Tranformasi Penelitian Diana | Penelitian
Dkk (2023) Teknologi berfokus  pada | penulis berfokus

Dalam Hukum

Dagang

implikasi Al dan

Blockchain

pada

penyelesaian
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Internasional: | terhadap akses | sengketa
Regulasi  dan | pasar dan | arbitrase
Penyelesaian perlindungan membutuhkan
Sengketa di Era | konsumen di | perubahan
Digital internasional. regulasi
Sehingga dalam | khususnya
penyelesaian mengatur Al
sengketa agar digunakan
dibutuhkan dalam Arbitrase
regulasi baru | di Indonesia
untuk mengatur | dengan melihat
perkembangan implikasi
digital hukumnya.
Mohammad The Potential | Penelitian Azam | Penelitian
Azam Hussain, | Prospect of | berfokus  pada | penulis berfokus
Dkk (2023) Artificial pegunaan Al | pada faktor-
Intelligence dalam arbitrase | faktor apa yang
(AD in | dapat menjadi urgensi
Arbitration mempermudah | pengaturan Al
From The | menyelesaikan dalam arbitrase
International, sengketa arbitase | di Indonesia
National, and | dengan melihat | agar dapat
tantangan dalam | diterapkan
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Islamic

Perspectives

penggunaannya
dan melihata
perspektif secara
internasional
nasional, dan
dalam

islam

penggunaan Al

secara  efektif
dalam
penggunaannya,
dan perbedaan
yang mencolok
penulis
membahas
dan

implikasi

manfaat hukum

dalam
penggunaan Al.
Azael Socorro | Can Artificial | Penelitian Azael | Penelitian
Marquez (2020) | Intelligence Be | berfokus  pada | penulis berfokus
Used To | tahap pada faktor-
Appoint peningkatan faktor yang
Arbitrators? penggunaan Al | menjadi urgensi

di arbitrase
dengan
penunjukan
arbiter
menggunakan Al
yang

kemungkinan

pengaturan Al
dalam arbitrase
di Indonesia,
penulis  masih
dalam tahap
penggunaan Al

untuk membantu
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saat akan
terjadinya arbiter
menggunakan Al
dan terdapat
beberapa model
Al untuk

digunakan di

para profesi
hukum  bukan
menggantikan

profesi  hukum

itu sendiri.

arbitrase
Agus, Dkk | The Use of | Penelitian Agus | Penelitian
(2023) Artificial berfokus  pada | penulis berfokus
Intelligence in | spesifikasi pada pengaturan
Dispute dalam penggunaan Al
Resolution penggunaan Al | di arbitrase
Through dalam arbitrase | dengan melihat
Arbitration: dengan melihat | aspek implikasi
The Potential | potensi dan | hukum  dalam
and Challenges | tantangan dalam | arbitrase
penggunaan Al | Indonesia.
di Arbitrase
Yoga  Subekti | Tantangan dan | Penelitian Yoga | Penelitian
Nugroho (2024) | Prospek berfokus  pada | penulis berfokus
Pengembangan | tantangan  dan | pada faktor-
Arbitrase prospeknya faktor yang
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Online Sebagai | pengembangan | menjadi
Alternatif dari urgensinya
Penyelesaian penyelesaian pengaturan
Sengketa sengketa secara | dalam
Dalam Era | online atau | penggunaan Al
Digital digital salah | di arbitrase
satunya Al dapat | Indonesia
di adopsi dalam | dengan melihat
hal tersebut, dan | aspek implikasi
arbitrase secara | hukum
online relevan | penggunaan Al
dengan dalam arbitrase
penyelesaian di Indonesia.
sengketa bisnis
digital.
A’ang Yusril | Penyelesaian Penelitian Yusril | Penelitian
Musyafa (2024) | Sengketa berfokus  pada | penulis berfokus
Bisnis di Era | ODR yang | pada pembuatan
Digital merupakan pengaturan Al

langkah inovatif
dalam
penyelesaian

sengketa bisnis

dalam arbitrase
di Indonesia
disebabkan

terdapat
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era digital, dan

melihat
tantangan,
prospek,  serta
membutuhkan

pengaturan yang

beberapa negara
telah

menerapkan Al
di sektor hukum
dengan melihat

aspek implikasi

spesifik hukum.
mengenai ODR.
10. | Riyadus Perkembangan | Penelitian Penelitian
Solikhin (2023) |dan  Urgensi | Riyadus penulis berfokus
Penerapan berfokus  pada | pada faktor-
Online Dispute | ODR  menjadi | faktor apa yang

Resolution
(ODR) Dalam
Penyelesaian
Sengketa
Perdagangan
Elektronik  di

Indonesia

sarana alternatif
dan inovatif
dalam
penyelesaian
sengketa
perdagangan
elektronik di
Indonesia, maka
urgensi

penerapan

penggunaan

menjadi urgensi
pengaturan Al
dalam arbitrase
di Indonesia
disebabkan Al
semakin marak
dalam
penggunaannya
dan  beberapa
telah

negara

menerapkan Al
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ODR harus | di sektor hukum
diatur secara | dengan melihat
spesifik dengan | aspek implikasi
melihatb dan manfaat
tantangan  dan | secara hukum.

manfaat dalam

penggunaannya.

F. Landasan Teori atau Doktrin

1. Teori Hukum Pembangunan

Bedasarkan perkembangan teknologi yang semakin pesat kecanggihan
Al mulai memasuki dalam sektor arbitrase. Penggunaan AI dalam
penyelesaian sengketa arbitrase telah banyak digunakan oleh beberapa
negara seperti Al mengotomatisasi dokumen, memprediksi putusan,
membantu pengacara menganalisis dokumen, dan lainya. Sebab itu
dibutuhkan nya perubahan regulasi yang baru untuk mengatur penggunaan
Al dalam bidang hukum khususnya penyelesaian sengketa arbitrase di
Indonesia, dikarenakan penggunaan Al di Indonesia sudah makin banyak
akan tetapi regulasi mengenai Al secara spesifik belum hadir. Sehingga
urgensi penganturan untuk penggunaan Al khususnya penyelesaian
sengketa arbitrase harus segera dibuat sebagai bentuk pembangunan hukum
yang disebabkan perkembangan teknologi dan masyarakat yang makin

meningkat.
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Adapun pandangan mengenai pembangunan hukum nasional
merujuk pada pemikiran teori yang dibangun oleh Mochtar
Kusumaatmadja. Pembuatan teori tersebut mengubah serta memodifikasi
dari beberapa teori hukum salah satunya yang dibuat oleh Rescoe Pound
mengenai “law as a tool of social engineering” yang tumbuh di wilayah
Amerika Serikat. Adapun cara berpikir dari teori hukum pembangunan bila
ditelusuri secara teoritis memiliki kesamaan dengan cara berpikir dari
Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (policy aprooach) yang
menyatakan bahwa kolaborasi antara pakar hukum teoritis, akademisi
(scholar), dan praktisi (specialist in decision) amat penting untuk
menciptakan suatu kebijakan publik yang ideal bagi kemaslahatanmaka
dapat dapat disimpulkan bahwa teori hukum pembangunan mengolah cara
berpikir tersebut serta melanjuti teori dari Roscoe Pound dengan
menyesuaikan pada keadaan negara Indonesia.*°

Bedasarkan hal tersebut, cara berpikir teori hukum pembangunan
melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang berada dalam tatanan sosial
secara menyeluruh. Proses tersebut memiliki suatu tujuan yang pragmatis
yakni kolaborasi antara pakar hukum dengan praktisi hukum dapat membuat
teori yang ideal bagi publik, serta kegunaan dari lahir nya teori yang ideal
tersebut dapat terjadinya kegunaan yang praktis. Dalam teori hukum

pembangunan mengubah pengertian hukum yang sebelumnya hukum

30 Wicipto Setiadi, “PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN
SUPREMASI HUKUM,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (1
Mei 2012): 1, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1il.103. HIm. 7-8.
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menjadi alat (foo/) menjadi hukum sebagai suatu instrumen untuk
membangun masyarakat. Inti cara berpikir dari teori tersebut adalah bahwa
adanya keinginan suatu ketertiban dan keteraturan sebagai upaya
pembaharuan dan pembangunan, bahkan perubahan amat penting agar
hukum dapat mengarahkan aktivitas masyarakat ke arah yang diingikan dari
pembangunan dan pembaharuan tersebut,! seperti halnya membuat regulasi
di era disrupsi dengan kecanggihan teknologi Al yang semakin berkembang.
Adapun perubahan makna hukum yang awalnya hukum sebagai alat
menjadi hukum sebagai instrument memiliki maksud untuk membangun
masyarakat yang damai dan sejahtera, hal itu dapat digapai dengan berbagai
langkah preventif untuk menciptakan ketertiban yang merupakan inti dari
hukum yang transformatif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan
bahwa pemaknaan hukum harus dianalisis secara mendalam disebabkan
berbagai hal diantaranya, yaitu:>
a) Keberadaan dari regulasi di Indonesia dapat lebih berperan aktif dan
eksis dalam proses permbaharuan hukum
b) Munculnya paradigma dan kosekuensi dari pemaknaan hukum
sebagai “alat”, hal ini hampir sama dengan pelaksaan legisme
sebagaimana halnya telah dilaksankan pada Hindia Belanda
c) Apabila hukum meliputi aspek hukum intenasional, maka

pemaknaan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah

31 Ibid. Him. 8

32 Kriswanto Kriswanto, “Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori
Hukum Pembangunan,” Istinbath: Jurnal Hukum 19, no. 01 (26 Agustus 2022): 37-57,
https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i102.4763. Hlm. 48.
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dilaksanakan dalam sektor hukum internasional jauh sebelum teori
ini diresmikan.

Secara  fundamental konsep hukum  pembangunan ingin
mendeksripsikan  fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang
membangun, yang disebut sebagai pembangunan nasional. Sepatutnya, bagi
masyarakat yang sedang membangun hukum, tidak hanya untuk menjaga
ketertiban akan tetapi diharapkan dalam perubahan sosial dan pembangunan
yang dikehendaki dapat dilakukan dengan teratur dan tertib.**> Bahwa dapat
disadari konsep dari hukum pembangunan diartikan untuk lebih
mengembangkan atau meningkatkna fungsi hukum bagi masyarakat yang
sedang membangun. Konsep dari teori tersebut dalam mendukung
pembangunan nasional, hukum pembangunan tidak hanya menjelaskan
mengenai pengertian hukum beserta fungsinya, tetapi juga melangkah lebih
jauh hingga tahap proyeksi. Proyeksi tersebut mencakup tidak hanya
pemilihan bidang hukum yang perlu diperbarui, tetapi juga penyiapan
sumber daya manusia yang akan mengimplementasikan pembaruan
tersebut. 3

Selanjutnya, pembangunan nasional hukum memiliki fungsi sebagai
sarana pembaharuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mewujudkan
kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai instrumen

pembaharuan merupakan perencanaan besar yang didasarkan pada

33 M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan
Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (11 Maret
2019): 363-92, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392. HIm. 371-372.

3% Ibid. Hlm. 375.
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perubahan yang melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.®

Dalam hal ini, akademisi hukum dan praktisi hukum yang berada di era
kecanggihan teknologi harus turut serta untuk menciptakan kebijakan yang
ideal bagi masyarakat dikarenakan terdapat perubahan yang konvesional
kini berpindah kepada digitilisasi teknologi salah satu Al. Teori hukum
pembangunan dapat membuka kanal dialog yang luas serta dapat melihat
keadaan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat seperti banyak yang
memanfaatkan kecanggihan teknologi. Konstruksi hukum nasional dengan
basis teknologi atau Al dalam penyelesaian sengketa senantiasa diwujudkan
untuk kepentingan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi
seluruh masyarakat atau para pihak.
2. Teori Code is Law

Adapun tujuan dari penggunaan Al dalam penyelesaian sengketa
arbitrase yakni cepat, efesien, mudah dalam proses penyelesaian sengketa,
maka dari itu dikarenakan perkembangan teknologi semakin pesat salah
satunya Al yang semakin banyak digunakan di kalangan masyarakat umum
sehingga pada penyelesaian sengketa arbitrase dapat memanfaatkan
kecanggihan Al itu sendiri. Adapun pada penggunaan Al dalam arbitrase
harus adanya perubahan yakni teknologi sebagai hukum guna

mempermudah pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa arbitase serta

35 Lukmanul Hakim, “SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBIAYAAN PADA PELAKU USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM
PEMBANGUNAN,” Res Nullius Law Journal 4, no. 1 (14 Januari 2022): 32-41,
https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578. Him. 37.
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kegunaan dari teknologi sebagai hukum, sehingga Al dalam penyelesaian
sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Bedasarkan hal tersebut teori code is law hadir sebagai analisis
untuk pengaturan code dalam teknologi. Menurut teori "Code/Technology
as Law" yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig, kegiatan yang
berlangsung di internet dapat tunduk pada pengaturan melalui regulasi.
Teori ini menyatakan bahwa lingkungan digital dan internet bukanlah
entitas yang terbentuk secara alami, melainkan merupakan hasil dari
konstruksi aturan-aturan yang diterapkan. Dalam konteks ini, teori yang
dibuat oleh Lessig tidak hanya menekankan regulasi di dunia siber, tetapi
juga menganggap "code" atau arsitektur digital sebagai suatu bentuk aturan
yang secara langsung mempengaruhi tindakan kita dalam regulasi teknologi
digital. Adapun hukum yang berlaku dalam lingkungan teknologi berbeda
dengan hukum secara konvesional, dengan arti bahwa teknologi sebagai
hukum dapat mengatur suatu kegiatan serta segala konsekuensi hukum yang
ditimbulkan datang dari suatu platform teknologi. *

Selanjutnya, bahwa pemikiran Lawrence Lessig melalui teorinya
"Code", menyatakan bahwa hukum dan teknologi, bersama dengan
mekanisme pasar serta norma sosial, merupakan instrumen utama dalam
mengatur masyarakat di era Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Dalam

hal ini Lessig mengatakan bahwa ruang siber mengajarkan ancaman baru

36 Tasya Safiranita Ramli dkk., “PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN,” ACTA DIURNAL Jurnal
Ilmu Hukum Kenotariatan 5, no. 1 (31 Desember 2021): 78-94,
https://doi.org/10.23920/acta.v511.688. Hlm. 82
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terhadap kebebasan. Dengan demikian, empat kendala mengatur titik
menyedihkan ini yakni hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur/regulasi
titik ini adalah jumlah dari keempat kendala ini. Pemerintah memiliki
berbagai alat yang digunakan untuk mengatur tapi ruang siber memperluas
jangkauan itu. Sebab itu, code dalam teknologi menjadi alat lain dari
regulasi negara agar mengatur ruang siber. Kemudian peryataan tersebut
dapat diteruskan bahwa empat modalitas pengaturan yang berbeda dapat
saling berhubungan antara satu sama lain dalam hal membantu atau
merugikan. Peryataan tersebut dapat dikatakan juga bahwa keempat
modalitas berdiri secara independen, akan tetapi hukum memiliki fungsi
khusus yang dapat mempengaruhi ketiganya.’’
Ada empat modalitas yang dinyatakan oleh Lessig bahwa terdapat

uraiannya, sebagai berikut:®
a) Hukum, merupakan east coast code mengatur mengenai

suatu perbuatan dan sanksi bila peraturan tidak ditaati. Hal

tersebut berkaitan dengan penegak hukum dan legislatif

b) Norma, merupakan interpretasi yang didalamnya terdapat

suatu aturan perilaku yang harus ditaati dalam cyberspace,

37 Hetty Hassanah dan Wahyudi Wahyudi, “PENGAKUAN PUTUSAN PENYEDIA

LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN ASING,” JURNAL BINA MULIA
HUKUM 6, no. 1 (2021), http://jurnal.fth.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/240. Hlm. 41

38 Nafisah Muthmainnah, Danrivanto Budhijanto, dan Tasya Safiranita, “Analisis Yuridis

Distribusi NFT Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat 2, no. 11 (16 Maret 2023): 273243, https://doi.org/10.59141/comserva.v2il1.681.
Hlm. 2735-2736.
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seperti pemberian hukuman atau sanksi oleh suatu
komunitas

c) Pasar, merupakan peraturan pasar yang mengimplementasi
terhadap pola tertentu, seperti aturan penetapan harga,
adanya busy signal and click-wrap agreement dengan tujuan
untuk melimitasi terhadap akses cyberspace. Hal tersebut
juga dapat membantu untuk melihat peluamg dan tantangan
d) Arsitektur, merupakan west coast code berbentuk software
dan hardware yang mengelola mengenai fitur syarat
penggunaan masuk dengan tujuan agar melimitasi perilaku
dalam cyberspace, atau arsitektur di dunia nyata biasa

disebut dengan peraturan.
Dalam menyusun regulasi dunia digital atau cyberspace, Lawrence
Lessig mengemukakan konsep "Code is Law," yang menyoroti peran
konstitutif dan regulatif dari code (software dan hardware) sebagai
arsitektur digital. Code ini1 dianggap sebagai bentuk "konstitusi" internet.
Dengan demikian, hukum tidak hanya terdiri dari aturan yang dibuat oleh
lembaga berwenang, tetapi juga mencakup code atau program yang
mengatur aktivitas di internet, yang berfungsi sebagai instrumen pengaturan

dalam lingkungan digital.>

3 Aldo Putra, “HUKUM PERSAINGAN 4.0: ISSUE BIGDATA, ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DAN BLOCKCHAIN DALAM KONTEKS HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI ERA INDUSTRI EKONOMI DIGITAL,” "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum
FHUI 1, no. 3 (10 November 2021), https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/4. HIm. 1134
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Adapun Lawrence Lessig menyebutkan masalah regulasi dalam
teknologi. Keteraturan adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur
perilaku ke domain yang tepat. Dalam konteks internet, keteraturan berarti
kemampuan pemerintah untuk mengatur perilaku warga di internet.
Sehingga, jelas diperlukan regulasi tentang keamanan siber dan keamanan
yang didukung oleh perlindungan data pribadi sebagai dasar hukum dalam
upaya menciptakan kedaulatan negara di era digital dan upaya menciptakan
iklim industri digital yang bebas dari ancaman siber.*°

Menurut bukunya Lawrence Lessig yang berjudul Code and Other
Laws of Cyberspace menyatakan bahwa hukum ditunjukan untuk mengatur
penggunaan teknologi, singkatnya teknologi tidak dapat digunakan secara
maksimal tanpa adanya aturan atau hukum dikarenakan pada dasarnya
hukum lebih kuat dari teknologi. Oleh sebab itu, hubungan antara hukum
dan teknologi agar dapat bekerja maka legislator dapat membuat suatu
aturan hukum yang efektif guna menimalisir risiko dan memaksimalkan
manfaat penggunaan dari teknologi.*!

Selanjutnya, pada code is law biasanya aturan teknologi digunakan
oleh pengusaha/pekerja swasta dengan cara meninstruksikan suatu aturan

yang dimasukkan ke teknologi guna melimitasi perilaku manusia. Seiring

40 Rama Halim Nur Azmi, “Indonesian Cyber Law Formulation in The Development of

National Laws In 4.0 Era,” Lex Scientia Law Review 4, no. 1 (8 Mei 2020): 46-58,
https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109. Hlm. 53

4 Nizda Azzima Fauzianti dan Muhamad Amirulloh, “Fungsi Sertifikat Keandalan

Registrasi Bagi Donation Based Crowdfunding Berdasarkan Hukum Cyber Di Indonesia,”
COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 5 (25 September 2023): 1736—
47, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.969. Hlm. 1743.
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berjalannya waktu, code digunakan oleh pemerintah sebagai mekanisme
regulasi. Hal tersebut, terdapat banyak manfaat salah satunya dalam
mengotomatiskan hukum, memperkuat peraturan hukum, dan dapat
membuat ketentuan sebelum terjadinya fakta.*?

Saat ini, ketentuan berlandaskan code secara perlahan mulai
digunakan oleh pemerintah dan admistrasi publik yang makin bergantung
terhadap algoritma software dan hardware untuk menerapkan aturan
berbasis code yang dijalankan oleh teknologi seperti mendukung
pengambilan putusan hakim, menetapkan sanksi hukuman atau hukum
bebas bersyarat, dan terdapat perbedaan antara aturan konvensional dengan
code bahwa aturan kovensional dijalankan oleh hakim serta
diimplementasikan berlandaskan setiap kasus, sedangkan aturan code
ditulis menggunakan bahasa code yang rigid dan formal.** Pada penggunaan
Al sebaiknya dapat diatur dalam code dikarenakan teknologi Al dapat
ditanamkan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa
arbitrase, hal ini menjadi batasan bagi penggunaan Al dalam arbitrase serta
data dari para pihak terjamin akan keamanannya.

3. Teori Lex Informatica
Perkembangan teknologi Al semakin banyak penggunanya di berbagai
sektor kehidupan terutama di sektor hukum khususnya arbitrase, padaa

penggunaan Al dalam arbitrase diperlukannya pengaturan Al guna tidak

42 Samer Hassan dan Primavera De Filippi, “The Expansion of Algorithmic Governance:
From Code Is Law to Law Is Code,” Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions,
no. Special Issue 17 (31 Desember 2017): 88—-90. Him. 88.

4 Ibid. Hlm. 89.
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terjadinya suatu kerugian bagi para pihak. Adapun teori yang diciptakan
oleh Joel R. Reidenberg yang menyatakan bahwa perangkat kebijakan untuk
mengatur suatu informasi yang dilakukan oleh teknologi dan jaringan
komunikasi, seiring berkembangnya lex informatica kini cakupannya
dipersempit menjadi dokumen hukum seperti konvensi internasional, mode/
law, legal guide, standarisasi kontrak dalam melakukan hubungan hukum
online serta lex informatika dalam struktur sistemnya dapat menggunakan
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang menjadi landasan pokok dari
pertukaran informasi dalam sebuah jejaring komputer.**

Wilayah hukum dari lex informatica berada dalam jaringan itu
sendiri, pengaturan mengenai teknologi diberlakukan diseluruh jaringan
yang relevan sehingga wilayah hukum dari /ex informatica dapat melintasi
berbagai negara, wilayah tidak dapat dikenal, pilihan masalah hukum yang
dihadapi oleh suatu ketentuan hukum tertentu ketika jaringan melintasi garis
wilayah suatu teritorial atau suatu negara disebabkan lex informatica
memiliki peran dalam membuat kerangka berpikir tertentu agar terhindar
dari batasan wilayah dengan cara menentukan batas wilayah kegiatan
ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang menjadi objek
penelitiannya karena sifatnya virtual, arfisial, bordeless, papperles yang
terkandung dalam cyber law tetapi telah terjadi permasalah dalam

penerapnnya lex informatica yang mana hukum ini ingin diterapkan sebagai

4 Rahmat Dwi Putranto, TEKNOLOGI HUKUM: Paradigma Baru Hukum di Dunia
Digital, 2 ed. (Jakarta: KENCANA, 2024). Hlm. 22
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solusi cyber space (dunia saber) namun adanya batasan hukum yang bersifat
geografis konvesional serta adanya pilihan hukum sebab kedua itu tidak
dapat dipraktikan dalam cyber space yang tidak memiliki batasan wilayah.*’

Menurut Ahmad M. Ramli mengemukakan bahwa lex informatica
merupakan perkumpulan peraturan untuk mengendalikan cyber space dan
berkembang dalam space yang dibangun, tentunya telah disahkan secara
global, adanya lex informatica merupakan perkembangan dari lex
mercatoria yang diciptakan oleh ahli hukum eropa seperti Clif Schmitthof,
Goldman, Kahn, Eugen Langen, Julian Lew, dan Martin Hunter yang mana
secara sederhannya lex mercatoria merupakan suatu budaya tingkah laku
dan norma sosial dari pelaku usaha yang digunakan dalam pelaksanaan
hukum dagang di beberapa negaras serta berulang kali terjadi dimanfaatkan
saat tidak adanya aturan mengenai hal tersebut dan pada perkembangan
teknologi yang terjadi dikenal sebagai lex informatika.*®

Permasalahan perlindungan privasi data dapat mengunakan
pendekatan aturan dari lex informatica yang menyatakan bahwa hukum
yang terwujudkan bedasarkan hubungan sosial antar manusia yang terjalin
dalam teknologi informasi di dunia siber atau lazimnya dapat disebut
instansi hukum tercipta dari pelaksanaan dan tingkah laku dalam membuat
peraturan hukum dengan menggunakan teknologi informasi. Disamping itu,

pendekatan ini merupakan landasan normatif bagi perumusan kebijakan dan

4 Ibid. Hlm. 23.

46 Ignasius Sumarsono Raharjo, Lex Informatica Sebagai Sarana Harmonisasi Hukum
dalam Electronic Commerce untuk Memperlancar Transaksi ME-ASEAN, 1 ed. (Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2015). HIm. 200-201.
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regulasi dalam pengelolaan informasi pada tingkat jaringan global sebab itu
lex informatica berperan sebagai pendorong terbentuknya pengaturan
mengenai teknologi yang mendukung optimalisasi aturan publik di bidang
teknologi informasi dan komunikasi.*’ Dalam mengatasi pelaku yang
melanggar hukum dalam lex informatica dapat dilakukan secara otomatis
dari penegakkanya hinga pengeksekusiannya dalam menyelesaikan
permasalahan hukum disebabkan kebijakannya telah diatur secara khusus
guna menghindari adanya dampak buruk yang terjadi.*8
G. Definisi Operasional

1. Urgensi

Adapun urgensi berasal dari bahasa latin yang disebut dengan “urgere”
merupakan kata kerja yang memiliki maksud mendorong, sedangkan dilihat
dari bahasa inggris menjadi “urgent” menjadi kata sifat. Menurut KBBI
urgensi merupakan keadaan yang amat penting sehingga harus segera
diselesaikan, dengan demikian bila terjadi suatu masalah harus segera
diselesaikan.* Dalam penelitian ini, urgensi dengan maksud amat
pentingnya pengaturan hukum mengenai penggunaan Artificial Intelligence
arbitrase di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa negara telah

menggunakan Al dalam arbitrase.

47 Emillia Isni Maulidina, “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam

Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (25
September 2024): 14359, https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464. Hlm. 144.

4 Purna Cita Nugraha, “PEMBENTUKAN PRINSIP JURISDICTION TO PREVENT
(PRE-EMPTIVE JURISDICTION) DAN PRINSIP PERLINDUNGAN AKTIF DALAM HUKUM
SIBER,” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 1 (28 September 2018): 43—60. Hlm. 50.

4 Sovia Nur Azizah Putri, “URGENSI PENDIDIKAN KRITIS BAGI PENDIDIKAN
ISLAM,” At-Tazakki: Jurnal Kajian IImu Pendidikan Islam Dan Humaniora 4, no. 2 (23 November
2022): 149-62, https://doi.org/10.47006/attazakki.v4i2.13544. Hlm. 150.
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2. Artificial Intelligence

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) menurut The Oxford
Dictionary merupakan kecanggihan teknologi pada sistem komputer yang
dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh
kecerdasan manusia.’® Pada penelitian ini, Al dengan maksud dalam
penggunaanya di arbitrase Indonesia untuk mempermudah dalam
penyelesaian sengketa Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan cara
menganalisis peraturan perundangan yang berlaku, kaidah-kaidah hukum,
asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang sesuai dengan permasalahan
hukum yang menjadi fokus dari penelitian.’! Penelitian hukum normatif
diperuntukan untuk peraturan tertulis sehingga berkaitan dengan
kepustakaan (/ibrary) dikarenakan hal tersebut sangat dibutuhkan dalam

data yang bersifat sekunder.>

0 Evi Martaseli dan Maragita Maragita, “THE IMPACT OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ON THE ACCOUNTING PROFESSION IN THE ERA OF INDUSTRY 4.0
AND SOCIETY 5.0,” JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society) 5, no. 01 (10 Agustus
2023), https://doi.org/10.35310/jass.v5i01.1053. Hlm. 3.

51 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (1 April 2020):
20-33. Hlm. 24.

2. Muhammad Syahrum M.H S. T., PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN
HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN
SKRIPSI DAN TESIS (CV. DOTPLUS Publisher, 2022). Him. 3.
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2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini antara lain, sebagai berikut:
a. Faktor-faktor apa yang menjadi urgensi pengaturan penggunaan
Artificial Intelligence dalam penyelesaian sengketa arbitrase
Indonesia
b. Implikasi Hukum penggunaan Al dalam arbitrase Indonesia
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan
(statute approach) merupakan pendekatan yang menelisik secara terperinci
dari segi aturan hukum yang telah dibuat dan dijadikan bahasan untuk fokus
penelitian. Kedua, pendekatan perbandingan (comparative approach)
merupakan pendekatan dengan mengkaji dua atau lebih sistem hukum untuk
dibandingkan antara persamaan dan perbedaanya.’>Pendekatan ini
membandingkan dua peraturan hukum Artificial Intelligence dalam
arbitrase di dua negara yaitu Uni Eropa, dan Amerika Serikat (JAMS)
dikarenakan dua negara tersebut mengatur Al secara spesifik dari
penggunaan Al, manfaat Al, dampak Al yang akan terjadi, dan tanggung

jawab hukum.

Hlm. 92.

53 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum,” 2006.
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4. Sumber Data
Penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data
sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer, diantaranya terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan
Data Pribadi
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
5) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9
Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artificial
6) Regulation (EU) 2024/1689 Of the European Parliament and of
The Council About Artificial Intelligence Act
7) Judicial Arbitration and Mediation Services Rules Governing
Disputes Involving Artificial Intelligence Systems
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan terntang bahan
hukum primer serta memberikan informasi atau hal hal yang berkaitan

dengan isi bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang
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digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, laporan

penelitian, dan lainya dalam lingkup bahan hukum sekunder yang

berkaitan dengan penggunaan Artificial Intelligence dalam arbitrase

Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa

ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, maupun kamus hukum yang

berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai data primer dan data
sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data
dengan cara, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundangan,
literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis
teliti

b. Studi Dokumen, yaitu menelusuri dan menelaah beberapa peraturan
perundangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deksriptif-analisis. Penulis
menelaah serta mengkaji bahan-bahan hukum yang ada, menganalisa
perbandingan hukum negara yang telah menerapakan aturan Al, penyajian

hasil analisa dalam bentuk narasi yang bersifat dekskriptif dan analitis.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

A. Tinjauan Umum Hukum dan Teknologi

1. Peranan Hukum Dalam Menghadapi Teknologi

Adapun disiplin ilmu dari teknologi informasi dan hukum merupakan
keilmuan yang berbeda akan tetapi kedua keilmuan tersebut memiliki tujuan yang
sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, atau dapat dikatakan hukum
berkembang seiring berjalannya kehidupan sosial. Sedangkan, teknologi informasi
berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadikan masyarakat
lebih baik, maka dari itu kegunaan hukum dalam hal ini untuk mengatur
penggunaan teknologi informasi di lingkungan masyarakat, dan mempermudah
terhadap proses hukum secara optimal dikarenakan adanya keterbatasan manusia
terhadap mengelola dan mengumpulkan informasi yang sangat banyak.>*

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat
sehingga dapat menimbulkan dampak secara signifikan terhadap peradaban
manusia sehingga terjadinya perubahan struktur kebudayaan dan perilaku

masyarakat sebab itu hal tersebut harus direspon secara positif khususnya dalam

% Ari Dermawan, Endra Saputra, dan Jhonson Efendi Hutagalung, “PERAN
MASYARAKAT DALAM MENAATI HUKUM DAN MENDUKUNG PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM BISNIS DIGITAL,” Community Development Journal :
Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 3 (2021): 569—73, https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2542.
Hlm. 572.
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sektor hukum. Faktanya, perkembangan dari teknologi lebih cepat daripada
pengaturan hukum itu sendiri mungkin dapat dikatakan pengaturan hukum baru
dapat dibuat saat teknologi sudah banyak digunakan dalam masyarakat, sebab itu
fungsi hukum harus hadir guna tidak terjadinya kerugian dalam penggunaan
teknologi beserta penerapannya karena sesungguhnya fungsi hukum bertujuan
untuk mewujudkan adanya suatu ketertiban dalam masyarakat.>
Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh
perkembangan teknologi tentunya menimbulkan dampak yang baik dan buruk bagi
masyarakat dalam mengatasi dampak negatif yang terjadi hukum memiliki peran
untuk mencegahnya dengan cara membuat peraturan yang baru dan relevan dengan
perubahan sosial di masyarakat dikarenakan pengaruh dari adanya peraturan akan
memberikan implementasi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Beberapa
peranan hukum untuk mengatasi perubahan sosial:>°
1. Law as Social Control, yakni kegunaan dari hukum dapat mengendalikan
perilaku masyarakat agar tidak terjadinya penyimpangan di dalam
masyarakat, serta hukum sebagai kontrol sosial agar dapat efektif dalam
penggunaanya tentunya menyertakan pemerintah sebagai pemilik

kekuasaan yang sah sehingga dalam mengendalikan perilaku masyarakat

55 F. H. Edy Nugroho, “Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan
Teknologi,” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 1, no. 02 (31 Agustus 2016): 109-18,
https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1723. HIm. 112-113.

56 Bintang Ayu Soraya, Dika Arum Permatasari, dan Nurlaila Yukamujrisa, “PERAN
HUKUM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL DAN KEJAHATAN DUNIA
MAYA,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 1, no. 1 (7 April 2021): 137-54,
https://doi.org/10.20961/jolsic.v1i1.50137. HIm 142-143.
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dengan cara membuat regulasi guna membatasi dampak negarif dari

perubahan perilaku masyarakat.

2. Law as a Tool of Social Engineering, yakni hukum sebagai sarana rekayasa
sosial adalah hukum dapat dijadikan alat merubah atau mengedalikan
masyarakat menjadi lebih baik dengan tujuan terjadinya ketertiban sosial
dan kesejahteraan dalam masyarakat, dan seperti yang diketahui
bahwasanya hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan
perkembangan dari hukum modern dikarenakan relevan dengan keadaaan
masyarakat kini.

Disamping itu, apabila terjadinya keterlambatan dalam beradaptasi diantara
hukum dan masyarakat terdapat cara yang efesien untuk merespon hal tersebut
hanya dengan cara mengubah struktur peraturan yang ada atau menambahkan
peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perlengkapan
yang dibutuhkan dalam perubahan tersebut dengan metode pembentukan struktur
hukum dan penafsiran hukum guna dapat beradaptasi pada perubahan berskala kecil
yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut menjadikan hukum menjadi instrumen
untuk pembuatan regulasi yang reformatif dan progresif.”’

Seiring berjalan waktu, integrasi teknologi sistem hukum yang berlaku saat
ini berada pada proses perubahan dalam integrasi digital dalam sistem hukum
disebabkan adanya hubungan sosial antar negara-negara di dunia atau dapat

dikatakan perubahan sistem hukum saat ini banyak terjadi karena adanya

57 Raihana Raihana, Sulthon Sekar Jagat, dan Raudo Perdana, “Pengaruh Perkembangan
Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)
5, no. 2 (30 April 2023): 5628-33, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14551. Hlm. 5631.
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komunikasi antar manusia dan antar negara, hal ini seperti yang dikatakan oleh
Anthony Allot bahwa adanya sistem hukum adalah hasil dari proses komunikasi
sebab itu hukum dijadikan suatu subyek dalam bertukar pesan antar negara bagi
negara yang memiliki permasalahan yang sama, maka pada umumnya keberadaan
hukum hanya dapat dihasilkan oleh masyarakat yang memiliki kompetensi dan
kekuasaan untuk membuat suatu sistem hukum yang meliputi norma serta lembaga
yang memiliki kewenangan dalam memproses dan memfasilitasi suatu sistem

hukum.>®

2. Pembentukan Pengaturan Hukum Untuk Teknologi

Sesungguhnya hukum menjadi komponen penting untuk menanggapi
perubahan sosial di era perkembangan teknologi guna memberi jaminan terhadap
perkembangan teknologi agar sesuai dengan nilai yang tumbuh dalam masyarakat
serta guna melindungi masyarakat yang terkena dampak negatif dari perubahan
secara sosial seperti hak pekerja, hak konsumen, dan hak perempuan. Peran hukum
dalam menghadapi perubahan yang signifikan dari teknologi yakni hukum dapat
mewujudkan suatu regulasi yang sesuai dengan berkembangnya teknologi agar
bermanfaat bagi masyarakat umum, mengamankan masyarakat agar terhindar dari
efek negatif pada perkembangan teknologi, meningkatkan keadilan pada
penggunaan teknologi agar tidak terjadinya suatu kerugian, dan masyarakat dapat

memiliki akses yang setara dengan pengguna lain.>

8 H. R. Benny Riyanto, “PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0,” Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 2 (27 Agustus 2020): 161,
https://doi.org/10.3333 1/rechtsvinding.v9i2.455. Hlm. 166.

% Nur Arba Asari dkk., “Peran Hukum Dalam Menanggapi Perubahan Sosial Dan
Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0,” Mediation : Journal of Law, 11 Desember 2023, 38—44,
https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1637. Hlm 41-42.

45



Sebenarnya, perkembangan teknologi yang terjadi dapat menguntungkan
bagi pembangunan nasional untuk membuat regulasi mengenai perkembangan
teknologi dengan cara menggunakan teknologi yag cangih itu sendiri dikarenakan
dalam perancangan regulasi dapat melakukan suatu prediksi untuk kebutuhan
regulasi hukum yang akan terjadi di masa mendatang maka dalam hal ini regulator
dapat diuntungkan untuk menentukan rancangan undang-undang yang terbaik.®
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontruksi hukum mengenai
perkembangan teknologi dalam dunia digital:®!

1. Pembuatan dan Perubahan Hukum, yakni hukum harus diselaraskan dengan
kecanggihan teknologi itu sendiri dengan membuat regulasi yang dapat
menegakkan keadilan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari
dunia digital.

2. Kolaborasi Antar Bangsa, yakni kejahatan dari dunia digital dapat juga
merugikan negara lain, maka dari itu kolaborasi antar bangsa menjadi
komponen penting untuk menegakkan hukum dikarenakan kolaborasi dapat
memberi bertukar informasi dalam mengatasi pelaku dari kejahatan digital.

3. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi, yakni pemerintah memberikan
pembinaan terhadap para penegak hukum untuk mempelajari dan

memahami perkembangan teknologi serta menguasai cara mengatasi pelaku

8 Mutia Evi Kristhy dan Hendro Satrio, “ANALISIS PERAN HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0,”
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (1 Mei 2022): 244-49,
https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46877. Hlm. 247.

6! Ria Ermina Purba dkk., “Peranan Hukum Positif Dalam Mengatur Cyberspace Untuk
Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital,” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan
Humaniora 2, no. 2 (2 Mei 2024): 167-76, https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1180. Hlm. 172.
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kejahatan digital, pada pengembangan kompetensi dalam hal ini pada
praktek langsung untuk menangani kasus kejahatan digital guna memberi
pengalaman untuk dipelajari.

4. Regulasi Keamanan Data, yakni pada pembuatan regulasi keamanan data
harus meninjau aturan yang membahas tentang penggunaan dan keamanan
data pribadi dikarenakan semakin canggih teknologi saat ini banyak data
yang disimpan pada kecanggihan teknologi, hal tersebut dikhawatirkan
adanya kebocoran data yang dapat merugikan seseorang.

5. Konsistensi Dalam Menegakan Hukum, yakni dalam menegakan hukum di
bidang kejahatan digital harus adanya konsistensi atau komitmen dari
penegak hukum atau regulator untuk menghukum pelaku dari kejahatan
digital guna memberi dampak yang positif agar tidak terjadinya kejahatan
digital kembali.

6. Kerjasama Penegak Hukum Dengan Praktisi Ahli Digital, yakni kolaborasi
dari aparat hukum dengan praktisi ahli digital merupakan komponen yang
utama untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia digital, dan
kolaborasi tersebut dapat membuat regulasi yang relevan dengan dunia
digital serta mengatasi segala dampak buruk yang terjadi atas perbuatan
pelaku kejahatan digital.

Tentunya, pembuatan dan perubahan aturan yang dilakukan oleh regulator
dan aparat penegak hukum harus responsif saat masyarakat mengalami perubahan
sosial yang disebabkan oleh teknologi karena semakin responsif menanggapi

kebutuhan dari masyarakat maka peranan hukum dapat berfungsi efektif dan
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mengendalikan masyarakat lebih mudah, begitupun sebaliknya bila lambat
merespon dari perubahan maka peranan hukum untuk mengontrol masyarakat
semakin kecil kesempatanya untuk mengendalikan masyarakat.®?

Namun, adanya dampak hukum yang terjadi karena tidak responsifnya
untuk mengatasi perubahan di masyarakat yaitu terjadinya konflik kepentingan dan
politik dari para regulator sehingga sulit untuk menemukan penyelesaiannya, pada
tahapan pembentukan kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan
perkembangan teknologi berkembang pesat dikhawatirkan kebijakan yang telah
dibuat menjadi usang dilihat dari aspek teknologinya, dan hukum juga menuntut
suatu kejelasan dan keakuratan antara pokok hukum dan mekanismenya untuk
mengatasi permasalahan teknologi yang tidak mudah dalam pengerjaan dan
penyelesaianya.®’

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjadi bangsa yang bermartabat
harus mempunyai peraturan hukum yang menjunjungi keadilan dan konsisten
dalam eksekusi hukum sehingga menjadikan masyarakat taat kepada hukum yang
berlaku. Hukum yang dilakukan melalui tahapan politik hukum sebagai permulaan
stabilitas hukum dikarenakan hasil dari politik hukum menimbulkan dampak besar

64

pada struktur kehidupan masyarakat.” Bedasarkan perkembangan teknologi yang

62 Citra Metasora Wau, Marihot Janpieter Hutajulu, dan Sri Harini Dwiyatmi, “IMPLIKASI
POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI
INDONESIA,” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 3, no. 2 (15 Desember 2020): 77-98,
https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p77-98. Hlm. 93.

8 Indriati Amarini, “Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi
Terhadap Pengguna Internet,” Kosmik Hukum 18, mno. 1 (31 Januari 2018),
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340. Hlm. 73.

6 Alwi Al Hadad, “Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE; Untuk
Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0,” Khazanah Hukum 2, no. 2 (19 Agustus 2020): 65-72,
https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662. HIm. 70.
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terjadi terdapat perubahan metode kejahatan sehingga adaptasi hukum harus lebih
cepat mengatasi, maka dari itu antara pemerintah dan masyarakat diperlukan
kolaborasi untuk menemukan strategi dan penyelesaian yang efesien serta adanya
tindakan preventif, pendidikan, dan memiliki teknologi yang cegah untuk

mengatasi permasalah keamanan data yang selalu berkembang di era kecanggihan

teknologi.®®
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Arbitrase
1. Pengertian dan Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa

Sesungguhnya pengertian dari penyelesaian sengketa menurut Philip D.
Bostwick yang menyatakan bahwa APS adalah suatu rangkaian pelaksanaan dan
metode-metode hukum yang dimaksudkan untuk membuat APS menjadi jawaban
menyelesaikan sengketa para pihak yang menguntungkan, biaya ringan, cepat
penyelesaianya sengketa, mengurangi perkara sengketa di pengadilan, oleh karena
itu APS dibuat dengan keinginan para pihak yang bersengketa diluar pengadilan
sesuai dengan kesepakatan serta mekanisme yang digunakan dalam APS yakni
prosedur ajudikasi yang bersifat informal.®

Tahapan penyelesaian sengketa diawali oleh proses peradilan yang memiliki
sifat win-lose, kurang tanggap dalam penyelesaiannya, proses hukum yang cukup
memakan waktu, dan bersifat umum atau dapat diakses oleh publik. Bedasarkan

sebab itu hadirlah penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada akhirnya atau

% Viona Francesca Purba dkk., “Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap
Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital,” Indonesian
Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 3 (2 Desember 2023): 477—
85, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i3.79. Hlm. 481.

% Bambang Sutiyoso, Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Cet. 1
(Yogyakarta: Gama Media, 2008). HIm. 10.
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umumnya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative
Dispute Resolution (ADR) yang memiliki sifat tertutup atau privat, dijamin terjaga
keamanan privasi dari para pihak, menghasilkan win-win solution, serta dalam
berproses hukum terhitung cepat dan lebih efesien dari segi pengurusan
administratif hingga proses beracara hukum.®’

Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencari win-
win solution, terjaganya rahasia dari para pihak, penyelesaian sengketa cepat serta
efesien tidak membuang waktu yang lama, dan pihak yang menyelesaikan sengketa
diharuskan memiliki keahlian serta terujinya intergritas dan berperilaku netral tidak
condong salah satu pihak yang bersengketa.®® Pada umumnya penyelesaian
sengketa melalui arbitrase disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR),
konsep ADR pertama kali di perkenalkan oleh Amerika Serikat yang merupakan
jawaban atas dari ketidakpuasan terhadap proses pengadilan yang rumit,
membutuhkan waktu yang lama, dan biaya mahal, dan adanya keraguan masyarakat
terhadap hakim dalam menyelesaikan sengketa yang memerlukan keahlian
tertentu.®” Pada perkembangannya kecanggihan teknologi telah memasuki ke ranah
arbitase, terdapat beberapa negara yang telah mengizinkan penggunaan teknologi

dalam proses arbitase dan telah diatur melalui beberapa pusat arbitrase nasional.

%7 Nyoman adi Astiti dan Jefry Tarantang, “PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
MELALUI LEMBAGA ARBITRASE,” JURNAL AL-QARDH 3, no. 2 (2018): 110-22,
https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179. Him. 112.

%8 Indah Sari, “KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN
SENGKETA DI LUAR PENGADILAN,” JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 9, no. 2 (9
Oktober 2019), https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354. Hlm. 50.

% Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, “ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DAN ARBITRASE (LITERATURE REVIEW ETIKA),” Jurnal limu Manajemen
Terapan 2,no. 6 (21 Juli 2021): 744-56, https://doi.org/10.31933/jimt.v216.486. Hlm. 745.
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Lahirnya APS dipelopori oleh Warren Burger di tahun 1976 yang
merupakan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat terjadi saat konferensi di
Saint Paul, Minnesota Amerika Serika dengan sebab adanya kecemasan dari pakar
hukum mengenai munculnya dampak negatif dalam sistem peradilan yang kian
meningkat, dan American Bar Assosiation (ABA) menjalankan ide tersebut hingga
membuat badan APS di dalam ABA serta ditambahkan kurikulum sekolah hukum
dan ekonomi di Amerika Serikat, terdapat beberapa sebab terjadinya lahir APS,
diantaranya yaitu:”

1. Meringankan proses hukum di pengadilan disebabkan menumpuknya
perkara sehingga memakan waktu yg lama, beban biaya yg mahal, dan hasil
yang tidak sesuai harapan.

2. Mengoptimalkan beracara untuk menyelesaikan sengketa guna adanya
kesejahteraan dalam masyarakat.

3. Mengembangkan dan meningkatkan cakupan terhadap akses ke peradilan.

4. Menyediakan akses agar terwujudnya hasil keputusan yang tepat dan

memberi kepuasan terhadap para pihak.

2. Metode Dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu adjudikasi
dan alternatif penyelesaian sengketa, adapun adjudikasi dilakukan oleh lembaga
resmi negara seperti pengadilan yang mana metode digunakan dalam penyelesaian

sengketa diputuskan oleh pengadilan dan keputusannya bersifat final dan mengikat

70 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional: Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 10.
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untuk para pihak, sedangkan cara APS yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian

sengketa di luar lembaga peradilan  atau berselisih pendapat yang disertai

kesepakatan parah pihak untuk menggunakan prosedur tersebut, dan pada

penyelesaiannya dengan beberapa metode seperti konsultasi, negoisasi, mediasi,

konsiliasi, dan penilaian ahli.”!

Kemudian, penyelesaian sengketa memiliki macam-macam metode yang

digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa, diantaranya yaitu:’>

a)

b)

Negoisasi, yakni menyelesaikan suatu perkara dengan cara musyawarah
dengan para pihak secara terbuka yang pada umumnya negoisasi merupakan
estetika untuk menemukan titik tengah dalam perselisihan, adanya negoisasi
disebabkan para pihak tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri jadi
membutuhkan suatu kesepakatan yang baru, dan untuk menemukan titik
tengah dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak.
Mediasi, yakni tindakan preventif dalam perselisthan sengketa yang
dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak guna dapat
menemukan titik terang bagi para pihak.

Pengadilan, yakni salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk
menyelesaikan perkara berlandaskan hukum beracara dan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

" Isdian Anggraeny dkk., “Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian

Sengketa Kontrak Bisnis,” CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 3 (5 Mei
2021): 527-36, https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.731. Hlm. 529.

2 Gatot P. Soemartono (R.M.), Arbitrase dan mediasi di Indonesia (Gramedia Pustaka

Utama, 2006). Him. 2.
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d) Arbitrase, yakni proses beracara penyelesain sengketa yang dilakukan di
luar pengadilan dengan berlandaskan kesepakatan para pihak yang diadili
oleh arbiter yang ditentukan oleh para pihak dan diberikan otoritas untuk
memutuskan penyelesaian sengketa.

Metode tambahan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa seperti
konsultasi, konsiliasi, penilain ahli. Konsultasi, yaitu suatu perilaku yang dilakukan
secara personal untuk berkomukasi dengan salah satu pihak yang bersengketa
halnya seperti klien dengan pengacara guna meninjau suatu permasalahan sengketa
agar mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa, bedasarkan solusi tersebut
pihak yang berkonsultasi dapat memilih untuk mengikuti petunjuk dari konsultan
hukumnya atau menentukan solusi secara mandiri dengan menimbang saran dari
konsultan hukum.”

Kemudian, Konsiliasi yaitu upaya rekonsiliasi (perdamaian) dengan
memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk menengahi perselisihan antara para pihak
dengan melakukan pertemuan antara para pihak secara tanpa paksaan, umumnya
pthak ketiga tidak berpatisipasi secara intensif mengenai pokok permasalahan
sengketa yang terjadi jadi hanya membuat hasil dari pertemuan tersebut seperti
adanya suatu permohonan maaf, perubahan sikap salah satu pihak dari biasanya,
meninjau ulang prosedur yang sebelumnya telah dilakukan, mengganti kerugian

yang telah terjadi, dan lain-lain.”* Adapun metode penilaian ahli atau pendapat

3 Andi Ardillah Albar, “Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam
konteks hukum bisnis internasional,” Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s 1, no. 1 Januari (2019):
18-32. Hlm. 23.

7 Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (21
Desember 2018): 227-36, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104. Hlm. 234.
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bedasarkan pasal 52 UU AAPS menyatakan bahwa pihak-pihak yang berselisih
pada suatu perjanjian dapat meminta atau mengajukan permohonan pendapat dari
pihak lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase atas ikatan hukum para pihak
yang telah ada di dalam perjanjian yang mana pendapat tersebut bersifat
mengikat.”

Menurut Christoper W. Moore mengemukakan bahwa dalam menentukan
untuk memakai cara APS setidaknya dibutuhkan suatu pertimbangan yang dimana
memilih ketepatan lembaga APS agar sesuai dengan sengketa yang terjadi, maka
dibutuhkannya kajian yang mendalam untuk memudahkan pemilihan metode yang
sesuai dengan sengketa yang terjadi guna para pihak dalam menetapkan APS, hal
tersebut digunakan para pihak untuk menjamin telah memperhitungan dengan teliti
perihal sumber daya seperti pegawai, biaya, waktu, kompetensi dalam mengatasi

sengketa, dan memperkirakan prospek keuntungan yang memungkikan akan

terjadi.’®

3. Pengertian dan Sejarah Singkat Arbitrase

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara arbitrase, pengertian dari
arbitrase itu sendiri bermula dari kata arbitrare bahasa Latin, arbitrage bahasa
Belanda, arbitration bahasa Inggris, schiedpruch bahasa Jerman, dan arbitrage
bahasa Perancis yang memiliki arti kewenangan untuk menyelasaikan konflik

dengan kebijaksanaan dilakukan oleh arbiter, dalam hal ini arbiter bertugas untuk

75 Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, “Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi,”
Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom) 1, no. 1
(26 Agustus 2023): 55-64. Him. 60.

" Dr Adi Nugroho M.H S. H., Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya
(Kencana, 2017). Hlm. 35-36.
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mendamaikan para pihak dalam perselisihan sengketa maka dari itu arbiter harus
bersifat independen atau tidak memihak salah satu pihak guna menghasilkan
keputusan yang adil dan cepat sehingga para pihak mendapatkan win-win solution
dalam perselisihan yang terjadi.”’

Adapun kaitan antara arbitrase dengan kebijaksanaan berpotensi
memunculkan kesalahpahaman seakan akan arbiter atau lembaga arbitrase tidak
mempedulikan aturan hukum lagi jadi menyelesaikan suatu sengketa hanya dengan
suatu kebijaksanaan, padahal dalam pelaksaannya tetap menggunakan hukum
seperti halnya dijalankan oleh lembaga resmi pengadilan, mungkin secara
sederhanya menurut Frank Elkouri dan Edna Elkouri menyatakan bahwa arbitrase
merupakan proses penyelesaian sengketa sederhana dilakukan secara sukarela oleh
para pihak dengan dibantu arbiter yang dipilih para pihak serta dalam keputusannya
bersepakat untuk diterima secara final dan mengikat.”

Kemudian, terdapat definisi tambahan mengenai arbitrase yaitu suatu
pendelegasian sengketa secara tanpa paksaan terhadap pihak ketiga yang
independen atau mandiri sehingga tidak memihak salah satu pihak yang
bersengketa beserta sifat dari keputusannya final dan mengikat, seperti yang
diketahui pendelegasian sengketa kepada arbitrase memiliki metodenya salah
satunya penyusunan suatu compromis yakni pendelegasian sengketa kepada

arbitrase saat baru terjadinya sengketa, atau penyusunan sebuah ketentuan arbitrase

77 Muhammad Andriansyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan
Negeri,” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (1 Desember 2014), https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472.
Hlm. 332.

8 Grace Henni Tampongangoy, “ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL,” LEX ET
SOCIETATIS 3, no. 1 (13 Februari 2015), https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7081. Hlm. 161.
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yang dimasukkan dalam perjanjian sebelum terjadinya suatu sengketa, lalu dalam
penyeleksian arbiter dipilih oleh para pihak yang dianggap kompeten dan netral
dalam menyelesaikan sengketa dalam hal ini arbiter tidak harus pakar hukum tapi
bisa dengan direktur perusahaan, ahli ekonomi, dan lainya.”

Sejarah singkat dari arbitrase telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan terus
bertumbuh pada zaman Romawi hingga hadir di negara Inggris dan Belanda, pada
awal mulanya hanya dalam lingkungan internal menjadi meluas ke tahap sengketa
perdata seperti keluarga, dan hubungan industrial. Pada awal tahun 1920, negara
Eropa menyebarluaskan arbitrase ke skala global dan sekitar tahun 1923 The
Geneva Protocol Arbitration Clauses ditangani oleh Liga Bangsa-Bangsa guna
untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa diluar domestik Sebelumnya
terdapat perubahan mengenai cara menyelesaikan sengketa arbitrase pada Jay
Treaty Tahun 1794 yang dimana Inggris dan Amerika membuat kebijakan tentang
pembuatan komite gabungan yang dipimpin oleh arbiter untuk menyelesaikan
sengketa ditandainya dengan berhasilnya sengketa Alabama Claims Award tahun
1872 akibatnya prosedur dagang internasional berubah yang awalnya secara
diplomatik menjadi menggunakan norma hukum.®
Kemudian, adanya pembuatan Konvensi New York 1958 disebabkan

hadirnya The Geneva Protocol on the Arbitration Clauses 1923 dan Geneva

Convention on the Execution off Foreign Arbitral Awards 1927 bertujuan untuk

" Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Sinar Grafika, 2020). Hlm.
30.

80 Gusri Putra Dodi M.H S. H., Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia (Prenada Media,
2022). Hlm. 16-17
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mengakomodir dan membuat kebijakan mengenai pengakuan dan implementasi
dari keputusan arbitrase asing yang dilakukan oleh arbitrase internasional bagi
negara yang diluar Konvensi New York, dan kovensi tersebut dianggap sebagai
traktat internasional dikarenakan konvesi tersebut memberikan kepastian dan
optimalisasi pada putusan arbitrase internasional, walaupun terdapat kekurangan
dari konvensi tersebut akhirnya setelah perang dunia Il adanya perubahan ketentuan
yang lebih baik disebabkan adanya kesadaran masyarakat internasional dalam
membutuhkan arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa.®!

Pembentukan arbitrase memiliki filosofi yang dikemukakan oleh
Emmanuel Gaillard menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) aliran filsafat pada hukum
arbitrase, yaitu:*?

1. Mono-Localization mengemukakan bahwa arbitrase menggunakan norma
hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap berjalannya proses
penyelesaian sengketa arbitrase disebabkan arbiter dipandang seperti halnya
hakim di pengadilan, sebab itu aliran ini mempraktikan hukum acara dan
menggunakan kebijakan hukum dari negara yang diselenggarakan arbitrase.

2. Wesphalia mengemukakan bahwa capaian dari penyelesaian sengketa
arbitrase yakni keputusan arbitrase itu sendiri yang pada umumnya hukum
yang diberlakukan sesuai dengan permintaan dari para pihak negara mana

yang akan dijadikan untuk menjalankan proses hukum arbitrase serta

81 Ibid. Hlm. 18-20.
82 Sefriani, Arbitrase komersial dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia,
Cetakan pertama (Yogyakarta: UII Press, 2018). HIm. 16.
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keputusan untuk mengeksekusinya menaati kebijakan hukum yang dipilih
oleh para pihak.

3. Transnasional mengemukakan bahwa arbiter diberikan wewenang secara
bebas untuk menerapkan kebijakan hukum dari proses beracara hukum
hingga subtansial peraturan hukum pada proses arbitrase yang bersifat
transnasional dikarenakan beragamnya status kewargenagaraan para pihak,

kewargenagaraan arbiter, dan beragamnya ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara non litigasi tentunya memiliki kelebihan yaitu
rahasia suatu sengketa terlindungi dan dijamin tidak adanya kebocoran diantara
para pihak, proses dalam penyelesaian sengketa cepat secara subtansial
penyelesaian maupun dalam pengelolaan administrasi, adanya kebebasan para
pthak untuk menentukan arbirter yang kompeten untuk menyelesaikan sengketa
dengan adil, adanya kebebasan untuk menentukan hukum mana yang akan
digunakan beserta prosedur hukum hingga tempat diselenggarakannya, dan
keputusan hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter besifat mengikat
dan final sehingga tidak ada upaya hukum kembali serta dapat langsung

dieksekusi.?> Pada proses penyelesaian sengketa mencakup perdamaian dan

8 Dewi Sulistianingsih dan Mumammad Shidqon Prabowo, “PROBLEMATIK DAN
KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA,” QISTIE 12, no. 2 (1 November 2019): 166-77,
https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135. HIm. 172.
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pemusyawarahan, penyelesaian sengketa dalam proses hukumnya dilakukan secara
privat, dan biaya murah.3*

Namun, adanya kelebihan tentunya terdapat kekurangan dalam penyelesain
sengketa non litigasi yaitu tidak memiliki otoritas hukum yang mencukupi untuk
mengeksekusi yang telah diputuskan oleh non litigasi kecuali sengketa yang
diselesaikan secara arbitrase disebabkan pranata penyelesaian sengketa seperti
mediasi dan konsiliasi bersifat sukarela saat adanya keputusan akibatnya jaminan
para pihak untuk mengikuti keputusan yang telah dibuat menjadi tidak mengikat,
serta pada sengketa yang sulit dalam penyelesainya bila terdapat salah satu pihak
kurang bisa diajak kerjasama maka penyelesaian sengketa secara non litigasi
menjadi tidak efesien dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan dengan lembaga
peradilan untuk membantu penyelesaian akhirnya, dan terakhir yakni sulitnya
dijadikan rujukan hukum yang mana penyelesaian sengketa yang telah diputuskan
tidak bisa dianggap sebagai rujukan hukum terhadap sengketa yang sejenis.

Adapun beberapa macam alasan atau keuntungan para pihak menggunakan
penyelesaian sengketa secara arbitrase, diantaranya yaitu:%

a) Prosedur dianggap cepat dikarenakan prosedurnya ringan untuk dilengkapi

dan hemat biaya atau dapat dikatakan biaya lebih ringan

8 Nafisatul Muna, Muhammad Khoirul Anam, dan Kharis Fadlullah Hana, “Teknik
Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah,” Sahmiyya: Jurnal Ekonomi
dan Bisnis, 20 November 2022, 212—-20. HIm. 218.

85 Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, dan Nasrudin Nasrudin, “Perbandingan Lembaga
Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi,” Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (25
Desember 2024): 11-21, https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896. Him. 17.

8 Sri Retno Widyorini, “PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA
ARBITRASE,” JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT 4, no. 1 (11
November 2016), https://doi.org/10.56444/hdm.v4i1.361. Hlm. 62.
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b) Bersifat rahasia disebabkan proses penyelesaian sengketa arbitrase
dilakukan dalam lingkungan yang tertutup

c) Para pihak diberikan wewenang secara bebas untuk menentukan hukum
negara mana yang akan ditetapkan dalam arbitrase serta diberi wewenang
untuk menentukan arbiter yang kompeten dan netral

d) Proses beracara penyelesaian sengketa arbitrase cenderung tidak tegang bagi
para pihak dari prosedur hingga pembuktiannya

e) Penetapan keputusan dominan mensesuaikan dengan realitas yang terjadi
para pihak

f) Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, jadi tidaknya upaya hukum
kembali

g) Pada eksekusi dari penetapan arbitrase umumnya dilakukan oleh pengadilan
tanpa adanya perubahan dari pengadilan itu sendiri, jadi pengadilan tidak
memiliki wewenang untuk mengubah keputusan dari arbitrase

h) Meniadakan peluang keuntungan bagi para pihak yang mana dapat
merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, seperti yang diketahui dibalik adanya keuntungan tentunya ada
kekurangan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara arbitrase, diantaranya
yaitu:¥’

1) Efektif hanya bagi perusahaan atau para pihak yang bonafide dengan

maksud para pihak atau perusahaan memiliki komitmen dan kompetensi

87 Firda Zulfa Fahriani, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” el-Fagqih:
Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 1, no. 1 (2015). Hlm. 7.
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2)

3)

4)

untuk menaati keputusan arbitrase tanpa adanya paksaan dikarenakan
apabila tidak menaati keputusan menyebabkan waktu proses yang lama
dalam penyelesaian sengketa.

Adanya keuggulan menjadi arbiter dengan maksud pada keputusan arbitrase
yang dilakukan oleh arbiter menjadi final dan mengikat tentunya dalam
membuat keputusan bukan suatu hal yang mudah untuk memuaskan para
pihak, tentunya ada beberapa pihak yang tidak puas dengan keputusan
dalam hal ini arbiter setelah membuat keputusan tidak diperumit dengan
hasil keputusan yang ditetapkan

Tidak adanya yurisprudensi sebelumnya dengan maksud putusan arbitrase
yang telah ditetapkan tidak bisa menjadi rujukan hukum untuk penyelesaian
sengketa berikutnya.

Adanya problem putusan arbitrase asing dengan maksud terjadi hambatan
terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase disebabkan salah
satu pihak yang dinyatakan kalah adakalanya sulit untuk menaati keputusan
dan pengeksekusiannya berakibat para pihak melakukan proses hukum
lewat pengadilan, dalam hal ini arbitrase tidak mempunyai kewenangan

untuk memaksa pelaksanaan eksekusi.
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5. Prinsip-Prinsip Dalam Arbitrase

Pelaksanaan penyelesaian sengeketa secara arbitrase agar efektif dalam
penggunaannya diwujudkanlah suatu prinsip-prinsip arbitrase agar sesuai dengan
pelaksanaan arbitrase yang diingikan para pihak, diantaranya yaitu:®

a. Prinsip Autonomi, yaitu para pihak diberi k ewenangan secara bebas untuk
menetapkan arbiter yang kompeten, penggunaan peraturan hukum mana
yang digunakan agar berlaku dalam arbitrase, mekanisme penyelesaian
konflik, menentapkan lokasi arbitrase, menetapkan waktu berakhirnya
penyelesaian sengketa, dan menetapkan cakupan sengketa. Pada
penyelesaian sengeketa secara arbitrase dapat memfokuskan sengketa yang
disepakati maka arbiter diberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan
sengketa bila tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

b. Prinsip Konsensus Kedua Pihak, yaitu pelaksanaan arbitrase terjadi sesuai
kehendak para pihak, umumnya pelaksanaan arbitrase dicantumkan dalam
klausul penyelesaian melalui arbitrase yang dinyatakan dalam perjanjian
sebelum adanya sengketa, atau membuat perjanjian menggunakan arbitrase
setelah sengketa terjadi. Sebab itu, kedua pihak mempunyai wewenang atas
metode persilisihan sengketa yang terjadi sehingga menghasilkan kepuasan
diantara kedua pihak dalam menerima keputusan arbitrase

c. Prinsip Final, yaitu pada penetapan keputusan yang dilakukan oleh arbiter

memiliki sifat final dan mengikat lazimnya tidak adanya upaya hukum

8 Rini Fitriani dkk., “PERAN TEORI DAN PRINSIP ARBITRASE INTERNASIONAL
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA,” JURNAL ARBITRASE INDONESIA 1, no. 1 (7 Januari
2025): 22-35. Hlm. 26-31.
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kembali ketika telah diputuskan, tapi dapat pengeculian terhadap
permasalahan yang melanggar secara prosedur atau adanya pelanggaran
subtansi pada penetapan putusan. Keuntungan dari prinsip ini memberikan
kepastian dalam penyelesaian sengketa arbitrase, biaya murah, cepat, dan
kejelasan pada proses penyelesaian sengketa.

. Prinsip Hemat Waktu, yaitu kedua pihak dapat pihak dapat menetapkan
waktu dan prosedur yang dinamis menyebabkan penyelesaian sengketa
menjadi lebih cepat, akan tetapi proses cepat penyelesaian sengketa
tentunya memperhatikan kepuasan dan dimungkikan tidak adanya
hambatan secara hukum yang terjadi serta dapat mencegah pengaruh buruk
terhadap ikatan kedua pihak.

Prinsip Privasi atau Cofidentiality, yaitu pada proses penyelesaian sengketa
secara arbitrase memberikan jaminan kerahasiaan para pihak untuk menjaga
privasi selama proses penyelesaian sengketa diselenggarakan seperti adanya
diskusi, berkas data para pihak, berkas bukti, hingga adanya penetapan
keputusan. Sebab itu, arbitrase sangat diminati dikarenakan para pihak
merasa terjaga privasinya yang dimungkinkan berkas dari para pihak
memiliki data yang sangat rahasia, dan juga kerahasiaan ini memberikan
kemudahan dalam proses arbitrase dikarenakan para pihak dalam
menyelesaikan sengketa tidak khawatir akan kebocoran datanya.

Prinsip Ketidakberpihakan dan Non Diskriminasi, yaitu prinsip ini
memberikan wewenang kepada para pihak mempunya persamaan hak yang

sama untuk berpendapat dan memberikan berkas bukti, tentunya arbiter
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berkewajiban untuk netral terhadap para pihak. Keadilan dalam membuat
putusan dilandaskan dengan kenyataan hukum yang terjadi serta
menggunakan hukum sesuai dengan prosedur sehingga para pihak merasa
terpuaskan oleh hasil putusan arbitrase yang ditetapkan.

. Prinsip Legalitas, yaitu arbiter dalam menetapkan putusan diwajibkan
berada dalam lingkup kontruksi hukum yang sah, maksudnya meskipun
arbitrase memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum
mana yang akan digunakan tapi tetap arbiter harus mempertimbangkan
dengan melihat kebijakan hukum secara internasional atau nasional guna
arbitase tetap dalam kontrol hukum yang sesuai dengan memberikan
keadilan pada putusan arbitrase agar dapat diterima dan dieksekusi
putusannya.

. Prinsip Ketidaktergantungan dan Netral, yaitu arbiter dalam memenuhi
tugasnya diwajibkan untuk bersikap independen dan netral dengan tidak
memiliki maksud tertentu seperti mengambil keuntungan dari pihak yang
didukung atau berpihak pada salah satu pihak, disebabkan penetapan
putusan arbitrase sifatnya objektif yang sesuai dengan pendapat dari para
pihak dan dilandaskan faktual data yang dihadirkan. Mengingat bahwa
prinsip ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada arbiter tapi keseluhan
proses dari arbitrase harus berpegang teguh dengan prinsini, bila terdapat
arbiter yang tidak menaati prinsip maka para pihak dapat menggantikan
dengan arbirter yang lebih kompeten guna untuk menghasilkan putusan

arbitrase yang adil.
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Prinsip Impasialitas Lembaga Pengadilan, yaitu pada proses penyelesaikan
sengketa arbitrase pengadilan tidak memiliki wewenang untuk ikut campur
dalam proses arbitrase yang diselenggarakan kecuali adanya problem dari
segi prosedural atau problem terkait eksekusi penetapan keputusan
arbitrase. Bedasarkan hal tersebut para pihak akan terjamin proses
arbitrasenya terhindarkan dari ikut campurnya pengadilan, maka ara pihak
dapat menjalankan proses arbitrase secara cepat dan efektif disebabkan
tidak adanya gangguan dari segi prosedur dan mekanisme hukum yang
memperlabata proses penyelesaian sengketa.

Prinsip Optimasi  Prosedur, yaitu munculnya arbitrase guna
mengoptimalisasi prosedur dengan lebih cepat dibandingkan proses
pengadilan, optimasi prosedur memfasilitasi agar proses penyelesaian
sengketa arbitrase terselesaikan lebih cepat dikarenakan mempermudah
bentuk prosedur dalam proses proses arbitrase dengan hasil para pihak dapat
fokus untuk menyelesaikan perselisihan sengketa.

. Prinsip Perdamaian Konsesual Dengan Kedua Pihak, yaitu kedua pihak
diberikan wewenang secara bebas untuk menentukan proses arbitrase dari
secara prosedur arbitrase hingga subtansi hukum arbitrase dengan melihat
kesesuaian dengan kedua pihak secara rinci dikarenakan prinsip ini
bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keefektifan proses arbitase
yang diselenggarakan.

Prinsip Pelaksaan Keputusan Proses Arbitrase, yaitu pada saat keputusan

telah ditetapkan maka putusan ini memiliki kekuatan hukum untuk
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mengeksekusi bedasarkan keputusan yang ditetapkan. Hadirnya prinsip ini
membuat kedua pihak terjamin akan pelaksaan putusan arbitrase yang telah
ditetapkan serta putusannya memiliki sifat untuk mengeksekusi dan bagi
pihak yang kalah dengan sukarela untuk dieksekusi bedasarkan putusan
tanpa harus adanya proses hukum yang lain untuk menghambat pelaksaan

putusan arbitrase.

6. Arbitrase Internasional

Seiring berjalannya waktu lahirlah Arbitrase International Centre for
Settlement of Investment Disputes (selanjutnya disebut ICSID) berfungsi sebagai
lembaga yang menyelesaikan perselisihan di sektor penanaman modal dibentuk
oleh Bank Dunia Washington DC atau Umumnya disebut Konvensi Washington,
adapun maskud dari kehadiran Arbitrase ICSID yaitu pertama, sebagai tindakan
preventif dari perselisihan sengketa penanaman modal asing serta tidak adanya
kebijakan hukum untuk mengatasi permasalahan penanaman modal asing, dan
Kedua, untuk melindungi negara berkembang dari negara maju dikarenakan
dinamika penanaman modal negara maju dapat menghambat perkembangan
ekonomi dari negara berkembang.®’

Bahwasanya pada ketentuan hukum arbitrase yang ada taat kepada
kebijakan dari United Nations Commission on Internasional Trade law atau
selanjutnya disebut UNCITRAL, lembaga ini membuat UNCITRAL Arbitase Rules

yang disahkan saat Resolusi Sidang Umum PBB Tahun 1976 dengan Resoultion

8 Suleman Batubara dan Orinton Purba, ARBITRASE INTERNASIONAL, 1 ed. (Jakarta:
RAIH ASA SUKSES, 2013). Hlm. 34.
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31/98 maka pada saat yang sama UNCITRAL Arbitrase Rules menjadi salah satu
sumber hukum internasional pada sektor arbitrase, tentunya tujuan PBB dari
pembuatan lembaga tersebut guna prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa
arbitrase dapat diperkenalkan secara global dalam mengatasi perselisihan sengketa
antar bangsa khususnya mengenai aktivitas perdagangan antar negara, sebab
disetiap negara mempunyai kebijakan dan sistem hukum yang berbeda adanya
UNCITRAL Arbitrase Rules kebijakan arbitrase di dunia menjadi seragam yang
berdampak pada kolaborasi ekonomi global dapat berjalan dengan efektif.”
Sebenarnya, peraturan arbitrase yang dibentuk oleh UNCITRAL arbitration
Rules atau UNCITRAL Model Law on Internasional Commercial Arbitration tidak
mempunyai daya ikat hukum terhadap negara atau kedua pihak yang bersengketa,
akan tetapi ketentuan hukum yang dibuat oleh UNCITRAL dijadikan pedoman
negara-negara di dunia untuk mengatur penyelesaian sengketa arbitrase baik secara
formil atau materiil, sebab UNCITRAL arbitration Rules dijadikan acuan karena
subtantif hukumnya selalu berkembang mengikuti perubahan zaman agar bisa
relevan dengan konflik sengketa yang berubah, dan sasaran peraturannya

dikhususkan untuk penyelesaian konflik dagang antar negara.’!

7. Jenis-Jenis Arbitrase
Pada ketentuan-ketentuan konvensi diatas, bahwasanya terdapat jenis-jenis

penyelesaian sengketa secara arbitrase, diantaranya yaitu:*?

% Ibid. Him. 66

ol Sari, “KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN
SENGKETA DI LUAR PENGADILAN.” Hlm 58.

%2 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: HUKUM ARBITRASE, 1 ed.,
vol. 2, Hukum Bisnis, 332.645 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Him. 52-54.
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1. Arbitrase Ad hoc/ Volunteer, yaitu arbitrase yang dibuat secara khusus untuk
mengatasi perselisihan sengketa tertentu, disebabkan arbitrase ini
diselenggarakan oleh para pihak saat sengketa sudah muncul dan sifatnya
sementara waktu hingga terjadi penetapan putusan arbitrase

2. Arbitrase Institusional, yaitu praktik dari arbitrase dilakukan oleh lembaga
resmi arbitrase dan sifat permanen sesuai dengan kebijakan pasal 1 ayat
konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa arbitrase ini dibentuk
sengaja oleh lembaga atau komite untuk mengatasi perselisihan sengketa
arbitrase, pada pelaksanaan arbitrase ini sebelum munculnya sengketa
dikarenakan telah dicantumkan dalam klausul arbitrase saat terbentuknya
suatu perjanjian. Terdapat jenis arbitrase institusional yakni institusional
bersifat nasional yang ruang lingkup dan otoritas hukumnya hanya berada
pada kawasan negara yang bersangkutan seperti Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (selanjutnya disebut BANI), Institusional bersifat internasional
yang ruang lingkup dan otoritas hukumnya berada di lingkungan
internasional seperti ICSID, dan Institusional bersifat Regional yang ruang
lingkup dan otoritas hukumnya hanya pada kawasan regional seperti
Regional Centre for Arbitration yang dibentuk oleh Asia-Afrika Legal

Consultative Committe (selanjutnya disebut AAALC).

8. Lahirnya Arbitrase di Indonesia
Perkembangan penyelesaian sengketa secara arbitrase di Indonesia,
bukanlah fenomena yang baru di Indonesia dikarenakan penyelesaian sengketa

yang berada diluar pengadilan sudah umum dilakukan oleh bangsa Indonesia dan
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aktivitas tersebut tercantum di dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
(RV) tentang hukum materiil perdata khusus golongan Eropa yang termaktub pada
pasal 615 hingga pasal 651 membahas mengenai prosedur arbitrase dan kegunaan
arbitrase, akan tetapi arbitrase kala itu tidak mencuri perhatian masyarakat
Indonesia yang menyebabkan arbitrase menjadi tidak terkenal saat itu, seiring
berjalannya waktu arbitrase berkembang sebagai salah satu alat untuk
menyelesaikan sengketa dikarenakan terdapay banyak perselisihan dagang yang
terjadi pada skala nasional atau dunia global sehingga lahirlah UU AAPS di
Indonesia yang tercantum dalam Lembaran Negara No. 3872 yang berisi tentang
peraturan proses arbitrase di Indonesia.”

Namun, adanya UU AAPS disebabkan hadirnya pasal II Peraturan Peralihan
1945 yang singkatnya menyatakan bahwa lembaga negara dan peraturan yang sah
saat ini harus tetap ditaati sebelum adanya perubahan dari UUD 1945 dengan
maksud bahwa peraturan arbitrase pada zaman belanda tetap berlaku, lahirnya
peraturan peralihan saat setelah Indonesia merdeka.’* Terdapat seperangkat regulasi
yang dijadikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia
yaitu pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan legitimasi hukum dan fungsi arbitrase, UU AAPS,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar

Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal meratifikasi dari

% Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa
Bisnis Di Luar Pengadilan,” Pandecta Research Law Journal 6, no. 1 (2011),
https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327. Him. 88.

%% Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” [4IN Tulungagung
Research Collections 3, no. 2 (2017): 277-93, https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293. Hlm.
283.
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ICSID, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau
umumnya Konvensi New York 1958, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing lahir dikarenakan RV
tidak mengatur eksekusi pada keputusan arbitrase non-lokal, dan UNCITRAL
Arbitration Rules.”

Sesungguhnya UU AAPS merupakan landasan hukum untuk penyelesaian
sengketa arbitrase di Indonesia, maka UU AAPS menggantikan RV untuk mengatur
arbitrase di Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 81 UU AAPS yang menyatakan
bahwa RV, HIR, dan RBG yang mengatur arbitrase menjadi tidak berlaku saat UU
AAPS telah disahkan dan bedasarkan pasal 5 UU AAPS cakupan sengketa pada
arbitrase hanya berada di sektor perdagangan serta hak dan kebijakan hukum
merupakan wewenang dari para pihak. Seperti yang diketahui bahwa dibentuknya
BANI pada tahun 1977 yang diinisiasi oleh pelaku sektor perdagangan dan industri
Indonesia merupakan bentuk validasi terhadap pengakuan adanya arbitrase di
Indonesia, dalam hal in1 BANI memiliki ketentuan hukum sendiri untuk
melaksanakan arbitrase dan menjadi komite resmi arbitrase Indonesia.”®
Bedasarkan pernyataan diatas bahwasanya kita dapat mengetahui dan memahami

tinjaun umum dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dari lahirnya arbitrase di

%5 Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, Hukum Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah (Sinar Grafika,
2023). Him. 23-25.

% Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, 1 ed.
(Bandung: Mandar Maju, 2007). HIm. 159-160.
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dunia, proses arbitrase, jenis arbitrase hingga munculnya arbitrase di Indonesia
serta penganturan penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia.
C. Tinjauan Umum Artificial Intelligence dan Metode Pembuatan Artificial

Intelligence

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi yang kian makin pesat menimbulkan perubahan
pada tatanan hidup manusia yang mana komunikasi antar manusia pun ikut
berubah, terdapat teknologi yang sedang marak dimanfaatkan di era saat ini yaitu
Al atau umumnya disebut dengan kecerdasan buatan yang mana kecakapan Al
diatur melalui program komputer agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan manusia
seperti mengidentifikasi suara, dapat membuat sebuah konklusi, dan dapat
meninjau secara visual yang dimana penggunaan Al juga telah dipraktikan dalam
berbagai sektor bermula dari sektor medis hingga sektor hukum yang tentunya
menimbulkan pengaruh untuk menumbuhkan keoptimalan dalam segi jasa
pelayanan.”’

Definisi mengenai Al sangat beragam dari para ahli yang terkenal seperti
John McCarthy yang menyatakan bahwa Al merupakan pengetahuan dan
perancangan teknik guna menciptakan perangkat kecerdasan buatan melalui proses
komputerisasi, kemudian menurut Stuart Russel dan Peter Norvig yang menyatakan

bahwa kajian yang membahas mengenai program mesin untuk menirukan kegiatan

7 Nunuk Wahyuningtyas, Orchilia Junah Aqila Widiantari, dan Ahmad Fadhil Parihady,
“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengertian Dan Pemahaman Artificial Inteligent
(AI) Bagi Tim Penggerak PKK RT 7 Wilayah Gunung Anyar Tambak,” SWARNA: Jurnal
Pengabdian ~ Kepada  Masyarakat 3, no. 7 (30 Juli  2024): 596-603,
https://doi.org/10.55681/swarna.v3i7.1437. Hlm. 596.
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manusia dalam mengatasi segala permasalahan, lazimnya Al yakni suatu teknologi
yang dilakukan melalui proses komputerisasi untuk menirukan kegiatan manusia
serta pada penggunaannya diperlukannya Machine Learning, pengelolaan bahasa,
analisis visual melalui proses komputerisasi guna mengoptimalkan kompetensi Al
untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit.”®

Awal mulanya hadirnya Al terjadi pada Abad 20 muncul gagasan pokok Al
yang dirumuskan oleh Alan Turing dan John McCarthy dengan membuat proses
komputasional dan Al yang mana gagasan tersebut dinamai Tes Turing serta
dilakukannya uji coba terhadap mesin untuk memperhitungkan bisakah mesin
menirukan kegiatan manusia, lalu pada Konferensi Dartmouth yang dilaksanakan
sekitar tahun 1956 yang mana para ahli seperti John McCarthy, amrcin Minsky, dan
yang lainya merundingkan untuk menciptakan mesin yang mampu menyerupai
kecerdasan manusia, dan pada tahun 1950-1960 an perancangan Al yang dilakukan
oleh para ahli mulai fokus dikembangkan pada sistem yang belandaskan peraturan
dan penyelesaian masalah dengan menghasilkan aplikasi Logic Theorist dan
General Problem Solver.”

Kemudian ditahun 1970 para ahli berfokus untuk pengembangan Expert
system yang mana Al dapat membuat suatu keputusan dan menyelesaikan masalah
dalam lingkupnya dengan memasukkan data berupa pengetahuan ke dalam program

Al, lalu tahun 1980 an Al dapat melakukan penalaran seperti manusia dan diakhir

% M. Pd Dian Fitria Tanjung dan Suteki Mm, “Peran Kecerdasan Buatan (Artificial
Intelligence) Dalam Pendidikan Agama Islam,” JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam,
Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora 4 (20 Juli 2024): 21-26. Hlm. 22.

% Angga Aditya Permana dkk., “Artificial Intelligence Marketing,” Padang: Global
Eksekutif Teknologi, 2023. Hlm. 4
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tahun 1980 penelitian Al terhenti dikarenakan berkurangnya ketetarikan dari para
ahli dan kurangnya dana dalam meneliti Al. Pada awal abad 21 ketetarikan terhadap
Al menjadi meningkat dikarenakan adanya kebutuhan penyimpanan data yang
besar, dan komputerisasi makin berkembang, lalu hadirnya Machine Learning yang
merupakan metode untuk pembuatan mesin yang dapat bekerja secara independen
dengan memasukkan data yang dibutuhkan dan pada akhirnya AI semakin
berkembang pesat hingga memasuki kehidupan manusia dan menjadi alat pembantu

diberbagai sektor keilmuan seperti hukum atau kedokteran.'%

2. Jenis dan Model Penggunaan Artificial Intelligence
Secara umum, pada penggunaan Al memiliki beberapa jenis dalam sistem
penggunaannya, yaitu:'°!

1. Thinking Humanly, yakni cara kerja perangkat lunak yang memiliki nalar
yang sama seperti manusia, adapun model ini dapat bekerja seperti manusia
dengan cara yaitu suatu sistem meninjau tentang perbuatan manusia dengan
menggunakan riset dari pakar psikologi

2. Thinking Rationally, yakni cara kerja perangkat lunak yang memiliki
penalaran yang rasional tetapi model ini memiliki beberapa kesulitan seperti
sulitnya menciptakan informasi yang tidak formal lalu disederhanakan

menjadi informasi yang dapat dimengerti. Adanya divergensi dalam

100 /pid. Hlm. 5.

101 Khen Dedes, Aji Wibawa, dan Laksono Budiarto, “Sistematika Filsafat Menurut
Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Artificial Intelligence,” Jurnal Inovasi Teknologi
Dan Edukasi Teknik 1, no. 8 (25 Agustus 2021): 58491,
https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p584-591. Him. 588.
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penyelesaian masalah menggunakan perangkat lunak secara teori dan
praktiknya

3. Acting Humanly, yakni cara kerja perangkat lunak yang berbuat seperti
manusia, model ini dirancang untuk meniru perbuatan manusia dengan
melalui uji coba yang dilakukan oleh turing yaitu menguji coba perangkat
lunak dapatkah mengelabui manusia melalui media teks yang berjauhan.

4. Acting Rationally, yakni cara kerja perangkat lunak yang berprilaku rasional
yang mana model ini dibuat oleh ahli logika dan ahli perangkat lunak untuk
menciptakan penalaran logika agar sesuai tujuannya yang dapat menilai
tindakan yang diperbuat oleh sistem sudah sesuai dengan kegunaannya atau
belum.

Kemudian, dalam penggunaan Al terdapat beberapa disiplin ilmu yang
dapat diterapkan pada Al, yaitu:

a. Pengelolaan Bahasa Alami, yaitu pengetahuan mengenai komputer agar
dapat mengetahui bahasa manusia, metode ini dapat dimanfaatkan untuk
menganalisis bentuk teks dan pengendalian otomatis untuk menyelesaikan
tugasnya seperti mengelola data dan menerjemahkan bahasa. Kemudian
metode ini dapat berfungsi sebagai penyusunan dokumen secara mandiri,
menganalisa sebuah data atau dokumen yang dibutuhkan, dan penyusunan
tes uji secara mandiri mengenai pengelolaan bahasa murni

b. Penglihatan Komputer, yaitu keilmuan di sektor komputer yang terpusat
pada pengelolaan data melalui video dan gambar, penglihatan komputer

dapat berfungsi mengidentifikasi kecacatan dalam perangkat lunak melalui
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heatmap, mendeteksi keanchan melalui visualisasi data, dan pengujian
antarmuka pengguna visual yang mana metode ini dapat memvalidasi
kegunaan aplikasi tidak terjadi kecacatan.!??

c. Sistem Navigasi dan Robotika, yaitu keilmuan yang mengkaji tentang
pembuatan sebuah robot yang berguna bagi sektor industri. Robot yang
diciptakan dapat melakukan semacam perbuatan seperti komunikasi secara
mandiri sesuai jarak domainnya yang dilengkapi sistem motorik agar dapat
bergerak dan sistem sensor agar penggunaannya secara otomatis. Tentunya
agar dapat dimanfaatkan maksimal penggunaannya dibutuhkannya suatu
informasi guna dapat bergerak sesuai dengan informasi yang telah dibuat
seperti terwujudnya robot yang menavigasi, penelusuran suatu obyek,
peninjauan domain sekitar, dan lain-lain

d. Permainan Game, yaitu keilmuan game memiliki ciri khas untuk
mengendalikan obyek yang digunakan, serta pembuat game juga dapat
menentukan peraturan pada permainan game guna tidak menyimpang dalam
permainannya

e. Sistem Pakar, yaitu keilmuan yang mengkaji tentang perancangan perangkat
lunak agar dapat mengatasi suatu masalah dan memiliki penalaran guna

menyerupai perbuatan ahli pakar, jadi yang biasanya suatu masalah

102 Gede Surya Mahendra dkk., Tren Teknologi AI: Pengantar, Teori, dan Contoh
Penerapan Artificial Intelligence di Berbagai Bidang (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
Hlm. 196-197.
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diselesaikan oleh ahli pakar dapat digantikan oleh manusia yang
menggunakan teknologi.'%

Dalam pembuatan teknologi AI agar optimal dalam penggunaannya

diperlukannya metode atau konsep dasar untuk merancang Al melalui proses

komputerisasi, metode tersebut diantaranya yaitu:'%

1)

2)

Pembelajaran Mesin, yaitu komponen metode pokok yang digunakan untuk
menguji model Al pada data agar bisa mendapatkan pembelajaran dan
menciptakan proyeksi masa depan. Pembelajaran mesin berfungsi sebagai
menguji pengendalian otomatis yang bertujuan untuk menganilisa adanya
kerusakan atau tidak dalam code, pembelajaran mesin dapat mencocokan
code yang sesuai dengan model Al yang diciptakan, dan menganalisa data
memalui proses komputerisasi sehingga tujuan besarnya agar pembelajar
mesin ini dapat menganalisa suatu informasi tanpa harus dirancang sistem
lagi. Melalui penerapan algoritma machine learning, sistem komputer
melakukan analisis terhadap himpunan data historis dalam jumlah besar
untuk mendeteksi pola yang relevan, sehingga berimplikasi pada
pembentukan output berbasis kecerdasan buatan yang dapat memengaruhi
hak dan kepentingan hukum subjek data.

Deep Learning, yaitu komponen yang pokok dalam Al , dari pembelajaran

mesin untuk mempraktikan pembelajaran Al lebih kompleks biasanya

103 Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, “Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan

(Artificial Intelligence),” Umsida Press, 2021, 1-70, https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6292-
25-9. Hlm. 4-5.

104 Sehan Rifky dkk., Artificial Intelligence : Teori dan Penerapan Al di Berbagai Bidang

(PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). HIm. 51-52
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menggunakan desain sistem Neural Networks yang memiliki banyak

komponen untuk memunculkan spesifikasi dari data yang rumit dan bias.

Deep Learning  berfungsi sebagai asisten menciptakan code agar

pembentukan code dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, efesiensi

program komputer guna proses algoritma pembelajaran Al dapat dipercepat
dan efensiensi dalam penggunaan berjalan dengan baik, menganalisa
kecacatan bahwa deep learning dapat menganilis adanya kecatatan atau
tidak dalam proses pembelajaran Al

3) Sistem Syaraf atau Neural Network, yaitu menganalisis suatu data melalui
cara kerja syaraf biologis yang dimiliki manusia seperti memproses suatu
informasi melalui otaknya manusia, halnya sama yang digunakan oleh
konsep sistem saraf yang bertujuan dapat menganalisis suatu data atau
memahami suatu metode hidup seperti manusia.

Menurut John Mc Carthy tujuanya adanya kecerdasan buatan untuk
memahami kerangka berpikir dari manusia yang mana Al biasa disebut dengan
kecerdasan buatan.!®> Pada proses perkembangan Al dapat mewujudkan suatu
teknologi yang dapat memberikan bantuan terhadap manusia untuk mengatasi
bermacam macam masalah dan aktivitas manusia dalam bekerja dengan cara Al
menirukan pola pikir manusia seperti menganalisa suatu informasi dan data guna
dapat membuat suatu putusan dalam memecahkan masalah, atau sederhananya alat

untuk memberikan bantuan terhadap manusia melalui terknologi yang dapat

105 Tsabitah Zain Mumtaz, Fariha Nurul Isna, dan Machrus Abadi, “Peran Artificial
Intelligence Terhadap Optimalisasi Pembelajaran Mahasiswa Universitas Brawijaya,” Multiverse:
Open  Multidisciplinary ~ Journal 2, mno. 2 (29 Agustus 2023): 254-61,
https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1172. Hlm. 254.
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menyerupai kegiatan manusia karena Al memiliki keefesiensian dalam
penyelesaian masalah daripada dilakukan oleh manusia.!%

Adapun aplikasi Al yang banyak dimanfaatkan saat ini seperti asisten
Google, terjemahan dari Google, dan lainya namun untuk menciptakan aplikasi
yang berbasis Al dibutuhkannya sebuah data untuk dianalisis agar dapat menirukan
kegiatan manusia yang diinginkan, tentunya data yang digunakan untuk Al
dibutuhkan data yang dapat memuat banyak program dengan mempunyai
karakteristik data yang tidak sistematis atau sebutan lainya Big Data.!’” Dalam
memprogram Al digunakan Machine Learning yang merupakan entitas perangkat
lunak yang mempunyai kompetensi untuk merancang sistem Al seperti kompetensi
menganalisis data, menciptakan model Al dengan data yang dianalisis, dan
menciptakan model Al untuk menyelesaikan suatu problem dari kompetensi
tersebut terdapat beberapa referensi dalam pengaplikasian Machine Learning,
diantaranya yaitu:'%®

1. Mendeteksi Pengelabuan, biasanya diterapkan pada sektor bank untuk
pengamanan dalam menjaga nasabahnya

2. Pengaturan Jadwal, biasanya dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga atau

peseroan untuk efesiensi persediaan yang dimiliki

196 Maryani Farwati dkk., “ANALISA PENGARUH TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (AI) DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI,” JURSIMA 11, no. 1 (28 Juni
2023): 39-45, https://doi.org/10.47024/js.v11i1.563. Hlm. 41.

197 Muhammad Reza dkk., “ARTIFICAL INTELLIGENCE : IMAGE PROCESSING &
APPLICATION WITH PYTHON,” Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM
UMJ, 20 November 2022, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14323. Hlm. 2.

18 Indra Budi Trisno dan Made Agung Raharja, “WEBINAR ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DAN MACHINE LEARNING,” JURNAL PENGABDIAN MANDIRI 2, no. 11
(24 November 2023): 2307—-14. HIm. 2308.
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3. Menganalisis dengan rinci, biasanya dimanfaatkan oleh sektor medis atau
hukum untuk memudahkan menganalisa suatu penyakit atau menganalisa
putusan

4. Melaksanakan pengedalian otomatis

5. Pelayanan

6. Membuat keamanan sistem.

3. Perkembangan Artificial Intelligence Dalam Bidang Hukum
Keberadaan Al yang semakin berkembang kini meranah ke sektor hukum
karena dalam perkembanganya Al diperlukan suatu pengaturan untuk mencegah
timbulnya kekosongan hukum yang mana dapat menyebabkan kerugian bagi
masyarakat dan dapat menyebabkan kekacauan bagi negara disebabkan tidak
adanya suatu tindakan pencegahan atau solusi saat terjadinya dampak buruk dari
penggunaan AL'® Ternyata Al dan hukum adalah dua keilmuan yang berbeda tapi
dapat berkolaborasi dalam memudahkan kegiatan hukum yang menggunakan Al,
kemudian terjadinya suatu perundingan internasional yang membahas mengenai Al
dan Hukum di tahun 1987 yang menghasilkan suatu kejelasan dari korelasi Al
dengan hukum yang terbagi 2 korelasi yakni Al dapat dimaafatkan di sektor hukum
dalam masalah pelayanan administratif atau prosedural hukum, dan Al diatur oleh

hukum agar sesuai penggunaannya tidak menimbulkan kerugian.''°

109 Chiquita  Thefirsly Noerman dan Rosalia Dika  Agustanti,

“PERTANGGUNGJAWABAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 18, no.
2 (6 Desember 2023): 388—405, https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8722. Hlm. 390.

10 7pid. Hlm. 393.
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Penggunaan Al dapat memberikan dampak yang signifikan untuk
membantu penindakan hukum seperti menganalisis dokumen, mencari pelanggar
hukum, dan menganalisis suatu alat bukti dengan kompetesinya Al membantu
penindakan hukum sangat cepat dan efesien karena AI dapat mempermudah
prosedural hukum yang rumit.!'! Kecanggihan Al sangat efektif untuk
menyelesaikan suatu masalah bila terdapat kendala dalam sistem teknologi yang
dipakai tersebut terjadi kekacauan atau kendala, maka hal tersebut dapat diperbaiki
dengan sendirinya oleh sistem yang tersedia dari teknologi yang dipakai untuk
menyelesaikan masalahnya. Disamping itu, kecanggihan teknologi Al juga dapat
mengubah cara berinteraksi antara satu sama lain, dalam hal tertentu dapat juga
mengubah cara kita untuk menyelesaikan suatu perselisihan.!'?

Bahkan Al dalam menyelesaikan masalah hukum dapat lebih cepat
penyelesaiannya daripada praktisi hukum manusia maka penggunaan Al di bidang
hukum dapat menjunjung tinggi keadilan, yang mana dalam peneggakannya harus
disertai praktisi hukum yang memiliki etika moral, integritas, dan taat kepada
hukum karena suatu keadilan tidak berkaitan dengan algoritme tapi manusia yang
memiliki kesadaran secara moral, kepedulian terhadap sesama manusia, dan

penyelesaiannya berfokus pada fakta hukum yang terjadi.'"?

! Rendi Septiawan, Via Anandatia, dan Adin Gustina, “Pemanfaatan Artificial Intelligence
Dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis Dan Dampak Sosial,” Perkara : Jurnal llmu Hukum
Dan Politik 2, no. 4 (2024): 64054, https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235. Him. 641.

12 Pyjiono dan Dewi Sulistianingsih, “PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE
RESOLUTION (ODR) PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI
INDONESIA,” Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif, no. 1 (16 Februari 2023): 46—68,
https://doi.org/10.15294/hp.v1il1.105. Him 48-49.

3 Ttok Kurniawan, “Analisis Terhadap Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum
Pidana,” Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, no. 1 (18 Juli 2023): 35-44,
https://doi.org/10.61404/jimi.v1il.4. Him. 38
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4. Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Arbitrase di Berbagai Negara

Penggunaan Al dalam arbitrase mulai diterapkan oleh lembaga arbitrase di
beberapa negara, seperti Singapore International Arbitration Centre (Selanjutnya
disebut SIAC) telah mengembangkan sebuah platform digital yang menghadirkan
fitur unggulan seperti pengajuan perkara secara daring dan akses real time terhadap
proses arbitrase yang sedang berlangsung, sehingga turut mendorong modernisasi
praktik arbitrase di lingkungan SIAC.!'!* Platform SIAC Gateway dirancang untuk
menyederhanakan proses arbitrase dengan menyediakan fasilitas pengajuan
permohonan arbitrase, penyampaian dokumen secara elektronik, pengelolaan
perkara secara real time, serta pelaksanaan pembayaran secara daring, memberikan
para pihak dalam arbitrase akses terperinci terhadap dokumen dan perkembangan
perkara, dan memungkinkan arbiter untuk mengelola perkara secara langsung
melalui satu portal terpadu yang mana arbiter dapat meninjau dokumen yang
diunggah oleh para pihak dan SIAC, dalam komunikasi antara arbiter, para pihak,
dan SIAC dilakukan secara aman dengan jaminan kerahasiaan atas seluruh
informasi sensitif yang disimpan dalam platform.!!

Negara Arab Saudi yang memiliki sistem Saudi Center for Commercial
Arbitration (SSCA) yang mengatur mengenai protokol penyelesaian sengketa
secara daring (dalam jaringan) atau dilakukan secara online hal tersebut dibuat

untuk memudahkan para pithak menyelesaikan sengketa kecil secara daring (dalm

114 “STAC Symposium 2024 Part 2: Shaping the Future of Arbitration,” Kluwer Arbitration
Blog (blog), 8 Oktober 2024, https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/10/08/siac-
symposium-2024-part-2-shaping-the-future-of-arbitration/.

115 “New SIAC Gateway Offers Tech-Enabled Arbitration Process,” Pinsent Masons, 16
Juni 2025,  https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/siac-gateway-offers-tech-enabled-
arbitration-process.
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jaringan) tanpa adanya pertemuan secara langsung. Arab Saudi juga, memiliki
sebuah rencana di akhir tahun 2020 mengenai strategi kecerdasan buatan nasional
(AI) yakni menjadi Al sebagai pemimpin global dalam domain teknologi yang
dibuat.'1®

Selanjutnya, kehadiran dari Al sebagai alat bantu dalam arbitase pertama
kali diperkenalkan oleh negara china, khususnya di Komisi Arbitase Guangzuo, alat
yang digunakan cina sebagai asisten Al yang dimana kasus pertama kalinya yang
melibatkan perselisihan antara dua perusahaan swasta lokal, menurut Zhong
Xiaowen asisten Al dalam meninjau data persidangan dapat berlangsung dengan
cepat dan dapat langsung dikirimkan lewat email dengan durasi 5 menit, namun
pendapat lainya Weng Jian dari arbiter Komisi Arbitrase Guanzhou menyatakan
asisten Al memiliki kegunaan dan manfaat dalam menawarkan pra-pengadilan
terkait pengakuan identitas, pemeliharaan dokumen tertulis selama proses
persidangan, dan kasus-kasus lainnya.!!’

Lembaga ICC (International Chamber of Commerce) telah mengadopsi
teknologi Al dalam proses arbitrase melalui pengembangan alat peninjauan
dokumen berbasis Al, alat ini dirancang untuk mengelola dan mengindeks dokumen
hukum dalam jumlah besar secara efisien, serta mempermudah pencarian dokumen

yang relevan bagi arbiter dan praktisi hukum, penggunaan alat ini telah terbukti

116 Thab Amro, “The Use of a Machine Arbitrator as an Application of Artificial Intelligence
in Making Arbitral Awards,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24,n0.4S (11 Agustus
2021): 1-601. Him. 2.

17 Magdalena tagiewska, “New Technologies in International Arbitration: A Game-
Changer in Dispute Resolution?,” International Journal for the Semiotics of Law - Revue
Internationale de  Sémiotique  Juridigue 37, mno. 3 (1 Mei 2024): 851-64,
https://doi.org/10.1007/s11196-023-10070-7. Hlm. 861.
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meningkatkan efisiensi proses arbitrase serta berkontribusi pada pengurangan
biaya, disamping itu negara Inggris sebagai pelopor dalam penerapan Al dalam
arbitrase yang mana lembaga LCIA (London Court of International Arbitration)
telah mengembangkan alat analitik prediktif berbasis Al yang memanfaatkan
pembelajaran mesin untuk menganalisis yurisprudensi, pola perilaku hakim, serta
faktor relevan lainnya guna memproyeksikan kemungkinan hasil suatu perkara, alat
ini telah digunakan secara luas oleh mediator dan lembaga litigasi sebagai
dukungan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.!''8

Bahkan negara India telah melihat keuntungan penggunaan Al dalam
arbitrasenya, walaupun adopsi Al oleh lembaga-lembaga arbitrase di India masih
berada pada tahap awal, minat terhadap pemanfaatan teknologi ini terus
berkembang seiring dengan pengenalan berbagai potensi penggunaannya. Beberapa
contoh inisiatif yang telah diambil antara lain, yaitu MCIA (Mumbai Centre for
International Arbitration) telah memulai inisiatif dalam mempromosikan
penggunaan teknologi dalam proses arbitrase, seperti penyelenggaraan sidang
secara virtual dan penerimaan dokumen secara elektronik, serta lembaga arbitrase
DIAC (Mumbai Centre for International Arbitration) telah menjajaki penggunaan

alat berbasis AI untuk pengelolaan dokumen dan analisis perkara.!'!

118 Swetha Ravishankar, “THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN
ARBITRATION: PROSPECTS FOR INDIA,” IJFMR - International Journal For

Multidisciplinary Research 7, no. 2 © April 2025),
https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41005. Hlm. 6.
9 Ipid. Him. 17.
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Berbagai negara telah mengadopsi penggunaan platform berbasis Al dalam

proses mediasi guna meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Beberapa

contoh penerapan Al dalam mediasi adalah sebagai beriku

1.

t.120

Smartsettle One (Kanada): Platform ini memanfaatkan algoritma berbasis
kuantitatif guna mempermudah penyelesaian sengketa, salah satu
keberhasilan penerapannya adalah dalam kasus sengketa pembayaran jasa
di British Columbia yang dituntaskan kurang dari satu jam yang mana
sebelumnya tidak terselesaikan melalui mediasi konvensional dalam
rentang waktu bulanan.

Modria (Amerika): Alat Al ini mengkombinasikan sistem regulasi berbasis
otomatisasi dengan pemasukan data secara konvesional guna
merekomendasikan solusi atas sengketa. Umumnya dimanfaatkan dalam
penyelesaian sengketa konsumen atau sengketa e-commerce.

Rectwijzaer (Belanda): alat Al ini dirancang untuk mendukung pihak
individu untuk menuntaskan bermacam-macama perkara hukum, layaknya
perceraian, hak asuh anak, hingga sengketa ketenagakerjaan. Alat ini
menggunakan pendekatan personal yang memungkinkan penyelesaian
secara mandiri dengan keterlibatan manusia, tanpa ketergantungan pada
wawasan hukum sebelumnya.

Perkembangan teknologi Al telah memberikan dampak signifikan terhadap

praktik penyelesaian sengketa di Amerika Serikat, khususnya melalui

120 Nasya Oktavia, “Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam

Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada,” Legal Advice Journal Of Law 1, no. 2 (20
Desember 2024): 1-19, https://doi.org/10.51454/938vw17. HIm. 7.
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pemanfaatannya dalam mendukung proses manajemen perkara, riset hukum,
tahapan e-discovery, serta aspek administratif lainnya yang mana memungkinkan
kedepannya Al diproyeksikan akan memainkan peran yang semakin strategis,
termasuk sebagai instrumen berbasis teknologi untuk optimalisasi pemilihan arbiter
dan sebagai perangkat bantu dalam proses ajudikasi sengketa dalam forum
arbitrase.'?! Perlu dicatat bahwa pemanfaatan Al dalam praktik hukum di Amerika
Serikat bukan merupakan fenomena baru, mengingat berbagai perusahaan telah
mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat berbasis Al untuk
menunjang berbagai aspek pekerjaan hukum, termasuk dalam ranah litigasi
tradisional maupun arbitrase. Namun demikian, implementasi Al di masa
mendatang khususnya dalam konteks ajudikasi atas pokok perkara dalam sengketa
arbitrase diperkirakan akan memerlukan kajian normatif dan pengawasan
institusional yang lebih cermat sebelum dapat diterima dan diberlakukan secara luas
dalam praktik.'*

Disamping itu, American Arbitration Association-International Centre for
Dispute Resolution (AAA-ICDR) telah mengembangkan platform penyelesaian
sengketa alternatif yang canggih dengan berbasis teknologi bagi semua pengguna,
platform administratif ini disebut AAA Webfile. Pada situs tersebut para pihak dapat
mengajukan kasus dan mengelola kasus dari awal sampai akhir seperti dapat
meninjau dokumen kasus, meninjau keuangan, dapat menyelesaikan beberapa tugas

khusus kasus lainya, dan alat bantu bagi pengacara yang memiliki lebih dari satu

121 Jordan Bakst dkk., “Artificial Intelligence and Arbitration: A US Perspective,” Dispute
Resolution International 16 (2022): 7. Hlm. 7.
122 Ibid. Hlm 12.
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kasus untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai status beberapa kasus dengan
efesien dan cepat.'?

Dalam era kontemporer, penerapan Al dalam praktik hukum di Amerika
Serikat secara dominan diarahkan untuk menunjang kegiatan administratif serta
pengelolaan perkara, penggunaan Al dalam konteks ini meliputi proses peninjauan
dokumen, penelitian hukum, penyusunan dan analisis kontrak, analisis perkara,
serta manajemen proses hukum secara menyeluruh yang mana secara historis,
inisiatif pengembangan proyek dan perangkat lunak hukum berbasis Al telah
dimulai sejak pertengahan abad ke-20 sejak tahun 1987 International Conference
on Artificial Intelligence and Law secara rutin menjadi wadah presentasi dan
diseminasi berbagai bentuk penerapan Al dalam ranah hukum, memasuki abad ke-
21 fokus pengembangan Al dalam bidang hukum mengalami pergeseran menuju
pemanfaatan teknik machine learning, dengan tonggak penting berupa lahirnya
teknologi Predictive Coding and Technology-Assisted Review (TAR) yang
merevolusi proses peninjauan dokumen hukum melalui pendekatan otomatisasi
berbasis algoritma pembelajaran tentang Al di berbagai negara dan Al di Indonesia
dalam bidang hukum.'?*

Perkembangan Al yang telah dimafaatkan dalam bidang hukum kini telah
dimanfaatkan juga oleh Indonesia yang mana Hukum Online menciptakan
teknologi yang bernama Legal Intelligencce Assistant (LIA) yang berguna untuk

mempermudah memperoleh informasi yang berhubungan dengan hukum dan

122 Gary L Benton dan Steven K Andersen, “Technology arbitration revisited,” Dispute
Resolution Journal 74, no. 4 (2020): 1-25. Him. 21-22.
124 Ibid
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penggunaan Al di Indonesia dalam bidang hukum terjadi pada pembuatan kontrak
dengan cara membuat kontrak secara elektronik.'?> Dalam perkembangan Al yang
terjadi pesat di berbagai negara harus disertai adanya suatu pengaturan hukum
dikarenakan kompetisi Al dapat melakukan suatu kegiatan layaknya manusia
tentunya dikhawatirkan dapat membuat permasalahan hukum yang mana
penggunaannya berkaitan dengan penegakkan hukum, walaupun Al dalam
penggunaannya diatur dengan kode yang telah diberi pengetahuan dan kompetisi
untuk melakukan kegiatan manusia tetap saja dibutuhkannya pengaturan hukum
agar dalam penanganannya mudah untuk dilakukan.'?® Namun di Indonesia
pengaturan tentang Al belum diatur secara spesifik yang mana dapat menimbulkan
masalah hukum dikemudian hari bila Al disalahgunakan dalam membantu kegiatan
hukum yang melanggar peraturan hukum Indonesia maka dari itu diperlukannya

pengaturan yang spesifik mengatur Al

5. Manfaat dan Potensi Resiko Penggunaan Artificial Intelligence Dalam
Arbitrase
Adapun beberapa manfaat penggunaan Al dalam bidang hukum,
diantaranya yaitu:
a) Teknologi Al dapat mengakurasi, mendeteksi dan memperbaiki bila
terjadinya kesalahan data seperti duplikasi, kesalahan dari pengetikan, dan

kekurangan peraturan dalam dokumen hukum

125 Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin, Op Cit. Hlm. 309

126 Muhammad Rizki Kurniarullah dkk., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan
Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi,” Jurnal Ilmiah Wahana
Pendidikan 10, no. 10 (3 Juni 2024): 534-47, https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814. Hlm. 535-
536.
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b) Al dapat menerapkan aturan dan logika untuk menentukan konsistensi data
dari berbagai macam sumber guna memanajemen dokumen, dan mengelola
data, mengidentifikasi dokumen, dan menyusun bahan hukum yang umum
seperti standar dari pembelaan atau putusan arbitase (kronologi kejadian
atau sejarah prosedural).!'?’

c) Kecanggihan Al dapat meningkatkan efesiensi, aksebilitas, biaya murah,
dan cepat dalam menyelesaikan sengketa dengan adil dan efektif

d) kompetensi Al untuk mengambil keputusan perkara lebih efektif dan adil
dikarenakan kemampuan Al yang dapat menganalisa dokumen bukti,
memprediksi hasil dari perkara, meninjau dokumen untuk mencari
peraturan hukum dan perkara hukum yang terbaru.!?®

e) Penggunaan Al dapat mengoptimalkan waktu dalam pekerjaan prosedural
seperti meningkatkan kecepatan dalam mengolah berkas hukum, pencarian
peraturan, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya.

f) Al memiliki keakuratan yang optimal dalam memberikan informasi hukum
sehingga menawarkan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan kerja
manual, dan dapat diakses sepanjang waktu (24 jam) yang memungkinkan

bantuan dan peninjauan hukum berjalan tanpa terikat jam kerja.'?’

127 Joe Liu, “The Human Impact on Arbitration in the Emerging Era of Artificial
Intelligence,” Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 17, No. 1,31 Mei 2024, 116. Hlm. 97.

128 Sutri Anggita dan Tamaulina Br Sembiring, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana
Tantangan Dan Prospek Di Era Digital,” Journal of International Multidisciplinary Research 2, no.
1 (23 Januari 2024): 25671, https://doi.org/10.62504/01na3v98. Hlm. 268.

129 Feny Ulfina Murdayantin, Amelia Agustin, dan Dita Pebrianti, “Moral Dan Etika
Notaris Di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris,” Das
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 02 (13 November 2023),
https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/396. Hlm. 12-13.
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Melihat penggunaan Al dalam arbitrase yang telah dicantumkan diatas,
tentunya adanya suatu potensi resiko dalam penggunaan AI. Beberapa potensi
resiko dalam menggunakan Al yang terjadi diantaranya yaitu:'*°

1. Bias Algoritma: Algoritma Al yang mengandalkan data historis dapat
meneliti, menelusuri, serta mengungkapkan kecenderungan dan asumsi
yang tersimpan kemudian dikumpulkan menjadi data seperti gender, etnis,
atau bias sosial. Akibatnya bila pola Al yang dikumpulkan berdasarkan data
yang tidak sesuai, tidak representatif, dan tidak seimbang maka keputusan
yang dihasilkan oleh algoritma dimungkinkan menimbulkan merugikan
bagi salah satu pihak atau diskriminasi dalam pihak tertentu.

2. Tidak Transparansi: Beberapa model dari Al salah satunya mengenai pola
atau teknik dari Al yaitu Deep Learning untuk mengukur tingkat
kompleksitas dalam mengelola data, yang mana pengukuran tersebut sulit
untuk dipahami oleh manusia. Disamping itu Al memiliki keterbatasan
menjelaskan secara rinci bagaimana keputusan dibuat oleh sistem Al, hal ini
dapat menyulitkan untuk memahami alasan putusan yang telah dibuat.
Lanjut, Al juga memiliki impilkasi etis yang terjadi, terutama dalam
masalah keterbukaan dan pemahaman mengenai proses pengambilan
keputusan arbitase yang mana dapat menimbulkan kerugian para pihak.
Oleh sebab itu, Al harus menggunakan metode Deep Learning guna

memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi pola yang kompleks, dan

139 Paroli Paroli, “Implementation of Artificial Intelligence Technology in the Employee
Selection Process: Challenges and Opportunities,” Journal Arbitrase : Economy, Management and
Accounting 1, no. 01 (22 Juni 2023): 70-76. HIm. 72-72.
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diperlukan upaya untuk meningkatkan interpretabilitas dan transparansi
model AI dalam konteks pengambilan keputusan untuk memastikan
integritas dan keadilan proses arbitase.

. Privasi Data: Penggunaan Al dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase
memiliki implikasi signifikan terkait privasi data para pihak, saat arbiter
mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data pribadi para pihak
menggunakan teknologi Al. Pemasukkan data tersebut harus dilindungi dan
diperlakukan dengan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan privasi
yang berlaku. Permasalahan mengenai privasi data dapat teruraikan bila
adanya sistem keamanan data yang kuat, sebab lemahnya sistem keamanan
dapat menimbulkan kerugian para pihak.

. Ketergantungan Data Historis: Model Al sering mengandalkan data historis
untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi, tantangan signifikan
muncul ketika data historis tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhan
aktual dalam proses pengambilan keputusan dapat menyebabkan
ketidakcocokan yang menjadikan model AI kurang responsif terhadap
perubahan dinamis dalam kedaan para pihak atau saat proses pengambilan
keputusan arbitase. Sebenarnya keberhasilan model Al sangat bergantung
pada kualitas dan kuantitas data historis yang digunakan, oleh karena itu
dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa arbitase yang
mengandalkan model AI perlu terus memantau dan memperbarui data
pelatihan mereka untuk mencerminkan perubahan dalam dinamika hukum

yang terjadi. Dengan cara ini, model Al dapat lebih efektif merespons
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perubahan kondisi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan,

memastikan relevansi dan mengakurasi prediksi dalam menghadapi

perubahan dinamis tren hukum.

Selain itu, permasalahan lainya yakni ketidaktepatan informasi atau
petunjuk yang diberikan oleh AI yang menyebabkan suatu kerugian bagi parak
pihak yang ditimbulkan karena error-nya sistem Al. Bahwasanya sebelum Al
melakukan suatu analisis dan pengambilan keputusan, dilakukan terlebih dahulu
pemasukan data, fakta, dan informasi tersebut untuk dikerjakan oleh Al layaknya
kecerdasan manusia. Walaupun demikian, manusia dengan Al terdapat perbedaan
yang mendasar secara hukum, Al belum diakui sebagai subyek hukum yang dapat
melakukan perbuatan hukum, adanya kausalitas hukum, dan menjalin hubungan
hukum.'3!

Selayaknya, amat penting memberikan perhatian serius terkait perlindungan
data pribadi dalam pengembangan dan penerapan Al. Adapun langkah-langkah
yang harus ditempuh yakni mempertimbangkan mengenai pemisahan dan anomasi
data, pengaturan akses yang ketat, mengenai enkripsi yang aman, serta kebijakan
privasi yang jelas dan transparan. Adapun hal yang paling penting memerlukan
regulasi dan pemantauan terhadap Al yang efektif untuk memastikan kepatuhan

terhadap standar privasi yang relevan.'* Adapun menurut Jack M Balkin terdapat

131 Shabrina Fadiah Ghazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis
Daring di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 8 (10 Agustus 2021): 782-803,
https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104. Him. 785.

132 Siti Masrichah, “Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (Al),” Khatulistiwa:
Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora 3, no. 3 (30 September 2023): 83-101,
https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860. Hlm. 91.
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beberapa alasan Robot dan Al perlu dikaji dalam konstruksi hukum, diataranya
yaitu:!3?
a) Dapat terjadinya risiko fisik seperti rusaknya Al secara fisik dikarenakan
penggunaannya yang tidak benar.
b) Dapat terjadinya kesalahan dalam memprediksi dalam mengambil
keputusan disebabkan keadaan teknologi yang mengalami kerusakan.
c) Dapat terjadinya penggantian peran profesi oleh Al yang awalnya dilakukan
oleh manusia seperti special-purpose animals atau special- purposes human

being.

6. Artificial Intelligence Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip etika dan moralitas merupakan dasar
utama dalam menentukan keabsahan suatu tindakan, termasuk dalam penggunaan
dan pengembangan teknologi Al, teknologi tersebut berproses melalui sistem
algoritmik yang dirancang untuk memproses input secara berkelanjutan dan
mengambil keputusan secara otonom, menyerupai pola pengambilan keputusan
manusia. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak boleh menegasikan nilai-nilai
kemanusiaan (al-insaniyah) maupun mengeliminasi peran dan tanggung jawab
manusia sebagai subjek hukum yang memikul amanah (pertanggungjawaban moral

dan hukum).'3*

133 Jack M. Balkin, “The Path of Robotics Law,” California Law Review Circuit 6 (2015):
45. Hlm. 51-57

134 Endang Purwaningsih dan Irfan Islami, “ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(Al ) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM,”
Jurnal  Ilmiah Galuh Justisi 11, no. 1 (10 Maret 2023): 1-15,
https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915. Hlm. 10.
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Sebab itu, dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk implementasi Al
harus tunduk pada prinsip keadilan (al-adl), kemaslahatan umum (maslahah), dan
tanggung jawab etik yang sesuai dengan magashid syariah. Dalam konteks hukum
Islam, hal ini penting karena Al berpotensi menjadi instrumen yang, apabila tidak
diarahkan secara etis dan teologis, dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai
yang menyimpang dari prinsip ketuhanan dan tujuan penciptaan manusia
(maqashid al-syari’ah). Al-Qur’an memberikan pengakuan terhadap pentingnya
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kemajuan manusia, sebagaimana
dinyatakan dalam Surah Ar-Rahman ayat 33, yang berbunyi:

“Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru

langit dan bumi, maka tembuslah; kamu tidak akan dapat menembusnya

kecuali dengan kekuatan (ilmu dan teknologi)”.
Pengertian tersebut dapat diartikan bahwasanya penguasaan teknologi dan ilmu
pengetahuan merupakan bagian dari potensi manusia sebagai khalifah di bumi,
namun penggunaannya tetap harus dikendalikan dalam bingkai tanggung jawab
etik, hukum, dan tauhid, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai ilahiah yang
menjadi fondasi hukum Islam.'®®

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama memutuskan Al hukumnya
diperbolehkan bila hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui sesuatu seperti
agama, namun menjadikannya sebagai acuan utama ibadah dalam pengamalan
ajaran agama adalah hukumnya haram. Putusan tersebut dilandasi oleh sejumlah

pertimbangan syar i dan epistemologis yaitu validitas kebenaran yang dihasilkan

135 Ibid. Hlm. 11.
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oleh sistem AI belum dapat dijamin secara mutlak, meskipun secara teknis
kemampuan Al dapat melampaui kapasitas manusia, dan produk Al saat ini
umumnya dikembangkan oleh individu atau korporasi non-muslim, yang dalam
banyak hal mengandung potensi bias nilai dan epistemik terhadap Islam. Sebab itu,
secara syariatnya dalam pengggunaannya haru penuh kehati-hatian, selaras dengan
pernyataan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah bahwa ilmu itu bagian dari
agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian, pernyataan ini
menunjukkan bahwa validitas ilmu sangat bergantung pada integritas dan
kredibilitas sumbernya selama tidak terdapat qarinah (indikasi lain) maka
ditafsirkan sebagai ilmu agama, yang memiliki nilai spiritual, etis, dan normatif. '3

Adapun ajaran agama Islam dalam penerapan Al wajib bedasarkan nilai
moral yang hidup dalam masyarakat guna menjungjung tinggi keadilan dan sesuai
dengan prinsip islam, yaitu:'3’

1) Maslahah: penerapan Al wajib memberikan kemanfaatan kepada manusia
dikarenakan kecanggihan Al dapat memberikan kemudahan terhadap akses
ke dunia hukum, pendidikan, maupun layanan publik. Hal ini selaras dengan
prinsip ini dikarenakan dampak positif Al dapat memberikan peningkatan

kualitas dan kuantitas hidup manusia.

136 Ratih Rahma Dewi, “Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam
Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (25 September 2024): 209-23,
https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5137. Hlm. 220.

137 E. Haikcal Firdan El-Hady dan M. Fauzan Zenrif, “PANDANGAN ISLAM
TERHADAP ETIKA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI,” NUANSA: Jurnal Penelitian Illmu Sosial dan Keagamaan Islam
21, no. 2 (28 Desember 2024): 84-98, https://doi.org/10.19105/nuansa.v21i2.16613. Him. 88-89.
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2) Amanah: penerapan Al diwajibkan memiliki pertanggungjawaban secara
moral atau peraturan dikarenakan melihat dari potensi kerugiannya Al dapat
membocorkan data, tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip ini yang
mana ajaran islan selalu mengajarkanya pentingnnya tanggungjawab.

3) ‘Adl Wa Tawazun: penerapan Al diwajibkan untuk memiliki keadilan dan
keseimbangan yang mana kemanfaatan dari Al dapat dirasakan seluruh
lapisan masyarakat sehingga tidak terjadinya disparitas sosial.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, integrasi Al dalam proses
penyelesaian sengketa dapat dianalisis sebagai suatu langkah yang memberikan
manfaat nyata serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikarenakan
Maslahah Mursalah menekankan pada kemaslahatan umum, dapat diidentifikasi
dalam upaya meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa hukum melalui
pemanfaatan Al dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki
pemahaman tentang Al, kecakapan operasional yang memadai, integrasi Al dapat
menjadi sarana efektif dalam mewujudkan keadilan. Konsep Maslahah Mursalah
mensyaratkan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.'3®

Adapun keberlanjutan dan keberhasilan implementasi teknologi Al akan
sangat bergantung pada sejauh mana penerapannya tunduk dan patuh terhadap
prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, etika, dan keadilan sosial. Dalam hal
ini, penggunaan Al sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa dapat dianalisis

sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan asas Maslahah

138 Tmaro Sidqi, Siti Maymanatun Nisa, dan Hening Sukma Daini, “Development of
Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts,” Jurnal Hukum Islam 21, no.
1 (11 Juni 2023): 83—112, https://doi.org/10.28918/jhi_v21il 04. Hlm. 102.
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Mursalah. Namun demikian, sebagaimana setiap bentuk inovasi hukum, diperlukan
pengawasan dan kehati-hatian yang memadai guna memastikan bahwa penerapan
teknologi Al tetap berada dalam koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum
Islam. Dengan memperkuat fondasi hukum dan etika yang kokoh, integrasi
kecerdasan buatan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan layanan

peradilan yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan tuntutan dasar syariah.'*’

139 Ibid. Hlm. 103.
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BAB III
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DAN IMPLIKASI HUKUM DI INDONESIA
A.Urgensi Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Hukum

Arbitrase Indonesia

1. Perkembangan Awal Artificial Intelligence Dalam Arbitrase

Teknologi AI merupakan teknologi yang dirancang oleh seseorang dengan
cara memasukan data untuk diprogram agar sesuai dengan kebutuhan yang
diingikan dari penciptanya, sederhananya cara kerja dari Al dengan mempelajari
data dan informasi yang tersedia di internet yang sebelumnya dibuat oleh manusia,
untuk kemudian menghasilkan perwujudan baru Al berdasarkan data tersebut.'*’
Sebab Al dapat masuk penyelesaian sengketa arbitrase dikarenakan arbitrase
menjadi kandidat ideal untuk penyelesaian sengketa berbasis Al yang mana
arbitrase dan Al tunduk pada batasan-batasan tentang bagaimana masing-masing
beroperasi, melihat cara kinerja Al dibatasi oleh kualitas dan kuantitas data,
pelatihan serta kualitas dan ketangguhan algoritme. Untuk arbitrase konvesional
yang dilakukan oleh arbiter, kinerja dibatasi oleh ketentuan klausul arbitrase dan
hukum yang berlaku.'*!

Secara umum, batasan pada arbitrase yakni arbiter tidak memiliki

kewenangan untuk mengabaikan, mengubah, atau meniadakan hukum maupun

140 Calista Putri Tanujaya, “Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Journal of Law, Education and Business 2, no.
1 (1 April 2024): 43543, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763. Him. 438.

141 Paul Bennett Marrow, Mansi Karol, dan Steven Kuyan, “Artificial Intelligence and
Arbitration: the computer as an Arbitrator—Are we there yet?,” 2020. Hlm. 43.
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preseden yang berlaku, arbiter juga terbatas pada menilai fakta yang telah
ditentukan dan menerapkan hukum sesuai dengan kesepakatan para pihak serta
kewajiban utama arbiter adalah terhadap para pihak dan ketentuan dalam perjanjian
arbitrase, sedangkan batasan Al ditentukan oleh perancangnya dan tidak dapat
melampaui instruksi yang diberikan, kecuali jika memang diizinkan,
mekanismenya Al tunduk pada algoritma serta batasan fisik dan struktural yang
dibuat oleh manusia, arbiter memang dapat berpikir dan bernalar namun tetap
dibatasi oleh ketentuan hukum. Sebaliknya, Al tidak memiliki kemampuan berpikir
dan bernalar secara mandiri, tetapi dapat meniru peran arbiter jika dilatih sesuai
dengan batasan yang berlaku. Berbagai keterbatasan ini mendasari pandangan yang
masih perlu dikaji lebih lanjut bahwa arbitrase berpotensi menjadi wadah yang tepat
untuk penerapan Al dalam penyelesaian sengketa.'*?

Sesungguhnya integrasi Al dalam proses arbitrase merupakan bentuk
evolusi yang mengalami percepatan dalam dua dekade terakhir selaras dengan
pesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya adopsi teknologi dalam
praktik hukum, implementasi Al diawali sekitar 1990 yang mana penggunaan Al
dalam arbitrase masih sangat terbatas, inovasi awal Al dalam konteks ini umumnya
difokuskan pada otomasi aktivitas sederhana semisalnya pengelolaan data hukum
dan menganalisis perkara hukum, dalam kurun waktu ini telah terjadinya
perkembangan yang besar mengenai penerapan big data contohnya Lexis Nexis,

Westlaw, Kluwer, dan lainya.'** Pada masa itu juga, sistem pakar yang menjadi awal

192 Ibid. Hlm. 44,
143 German Dario Florez Acero, “The Use of Artificial Intelligence in Arbitration: Friends
with Benefits,” Vniversitas 74 (30 April 2025), https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj74.uaia. Him.2.
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Al modern mulai digunakan untuk membantu membuat putusan di beberapa sektor
hukum walaupun penggunaannya sangat terbatas, disamping itu pengacara dan
arbiter mulai memanfaatkan basis data komputer untuk mempermudah mencari
kebijakan hukum yang relevan, adapun bentuk awal dari teknologi ini adalah
perangkat lunak yang dikembangkan untuk menata berkas hukum sesuai
kategorinya serta memberikan rekomendasi guna mendukung arbiter dalam
mengelola data dan informasi dalam jumlah yang banyak, sementara kewenangan
pengambilan keputusan dilakukan oleh arbiter.'**

Kemudian, sekitar tahun 2000 hadirnya Online Dispute Resolution
(selanjutnya disebut ODR) merupakan perangkat yang berbasis kecerdasan buatan
pada proses arbitrase, yang mana mekanisme ini merujuk pada penyelesaian
sengketa yang dilakukan melalui interaksi dan komunikasi daring antara para pihak,
di mana prosesnya berlangsung sebagian atau seluruhnya melalui internet,
meskipun tetap melibatkan sumber daya dari dunia nyata, Pada tahap awal
kecerdasan buatan dimanfaatkan dalam proses mediasi untuk membantu para pihak
mencapai konsensus melalui pemberian rekomendasi melalui perangkat yang
berbasis algoritma sederhana, ketimbang terlibat secara langsung dalam
pengambilan keputusan yang bersifat final.'*> Seiring kemajuan digitalisasi dan big
data penggunaan kecerdasan buatan dalam arbitrase semakin berkembang,
disamping itu muncul e-discovery merupakan suatu metodologi hukum yang

dikembangkan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dalam

144 Ibid.

145 “Sistemas y tecnologia de inteligencia artificial en la resolucion de controversias. - Blog
de Derecho de los Negocios,” 21 Juni 2021, https://dernegocios.uexternado.edu.co/sistemas-y-
tecnologia-de-inteligencia-artificial-en-la-resolucion-de-controversias/.
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bentuk dokumentasi elektronik, yang secara substantif mendukung pemrosesan
data serta berperan penting dalam proses penelaahan dan analisis informasi yang

relevan dengan perkara, 46

alat itu menjadi penting bagi para praktisi hukum dalam
bidang arbitrase.

Pada tahap awal pengembangannya, perangkat kecerdasan buatan dalam
sektor hukum dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama berdasarkan
tingkat kompleksitas dan karakteristik fungsional masing-masing, diantaranya
yaitu: !4

1. Alat kecerdasan buatan dasar yang difungsikan untuk menunjang riset
hukum secara akurat dan efisien, seperti LexisNexis, DoNotPay,
ExamMatcher, dan Ross Intelligence.

2. Al digunakan sebagai sarana pemilihan individu yang tepat untuk berperan
sebagai ahli, penasihat hukum, maupun arbiter, sebagaimana ditunjukkan
oleh platform seperti Arbitrator Intelligence dan BillyBot.

3. Pemanfaatan Al juga mencakup otomatisasi prosedural, termasuk
penerjemahan, transkripsi, peringkasan alat bukti, serta penyusunan bagian
dari dokumen hukum dan putusan arbitrase, sebagaimana diterapkan dalam
Opus, Unconditional, dan Properti Contract Tools.

4. Al digunakan dalam ruang lingkup proses peradilan, termasuk penerapan

teknologi “predictive justice tools” yang mampu memproyeksikan arah dan

146 Carlos Coscollano, “LOS BENEFICIOS DEL EDISCOVERY EN LAS
INVESTIGACIONES FORENSIC,” 18 Juni 2021, https://www.bdo.es/es-es/blogs-es/coordenadas-
bdo/beneficios-del-ediscovery-en-investigaciones-forensic.

147 Aditya Singh Chauhan, “Future of Al in Arbitration: The Fine Line Between Fiction and
Reality,” Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP—[FElectronic resource]//Kluwer Arbitration
Blog/September 26 (2020).
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kemungkinan hasil putusan. Adapun ruang lingkup dan keterbatasan

penggunaan Al tiga kategori pertama telah teridentifikasi secara jelas,

bahkan dilaporkan bahwa sekitar 80% dari 10 firma hukum terkemuka telah
mengimplementasikan atau tengah melakukan uji coba terhadap solusi
berbasis kecerdasan buatan.

Perangkat Al di tingkat pertama dan kedua terbukti memberikan kontribusi
signifikan dalam praktik arbitrase sebagai contoh, platform Arbitrator Intelligence
menghasilkan laporan Al yang disusun melalui analisis data historis, termasuk
putusan arbitrase dan hasil kuesioner arbitrator intelligence untuk mengevaluasi
pola pengambilan keputusan arbiter pada berbagai tahap proses arbitrase, halnya
seperti e-discovery yang menunjukkan pengaruh signifikan dari penerapan
kecerdasan buatan dalam praktik hukum di mana perangkat berbasis predictive
coding dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan
penelaahan dokumen, dalam perkara Pyrrho Investments Ltd v. MWB Property Ltd
menggunakan predictive coding diakui untuk pertama kalinya di yurisdiksi Inggris
sebagai metode yang sah dalam proses penemuan elektronik (electronic
disclosure).'*®

Firma hukum mulai mengadopsi teknologi Al dalam pengelolaan data dan
dokumen dalam skala besar, guna meningkatkan efisiensi operasional melalui
penerapan Al, proses klasifikasi, pelabelan, dan analisis dokumen dapat dilakukan
dengan waktu yang singkat dan akurat daripada melalui pendekatan konvensional,

disamping itu teknologi machine learning turut diintegrasikan sebagai bagian dari

148 Ibid.
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sistem yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengenali pola dalam data serta
secara progresif meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi informasi yang
relevan bagi kepentingan perkara atau kajian hukum.'#’ Pada tahun 2015 hingga
saat ini pemanfaatan Al dalam mekanisme arbitrase telah mengalami
perkembangan yang substansial, khususnya melalui penerapan analitik prediktif
dan algoritma berbasis data historis yang dirancang untuk memperkirakan
kemungkinan putusan atas suatu perkara, salah satu platform yang menonjol dalam
konteks ini adalah Premonition yang memiliki kapabilitas untuk menganalisis
jutaan putusan arbitrase guna menghasilkan proyeksi objektif atas kecenderungan
hasil suatu sengketa.'>°

Selain itu, karya Chen menunjukkan bahwa menggunakan ML dan Al
secara umum dapat menghasilkan prediksi putusan yang sangat akurat sekitar 82
hingga 88% tergantung pada metode yang diterapkan pada kumpulan data, analisis
putusan semacam ini baik di tingkat internasional maupun di Amerika Serikat
didukung oleh penelitian Aletras yang dapat memprediksi hasil Pengadilan Hak
Asasi Manusia Eropa dengan akurasi 79% hanya berdasarkan analisis tekstual
semata, maka dapat dikatakan analitis putusan sekarang dapat dianggap sebagai
ilmu nyata dengan bobot yang signifikan di balik penggunaannya dalam tuntutan
hukum di seluruh dunia, bahwa hal yang sama dapat diterapkan dengan arbitrase

jika menggunakan pendekatan yang sama untuk menganalisis putusan arbitrase

149 Daniel Eduardo Ramirez dan Jaime Augusto Segura, “Machine learning para arbitraje
financiero en el mercado de renta variable colombiano,” 2022. Him. 11.

130 Ben Davies, “Arbitral Analytics: How Moneyball Based Litigation/Judicial Analytics
Can Be Used to Predict Arbitration Claims and Outcomes,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY:
Social Science Research Network, 15 Juni 2022), https://doi.org/10.2139/ssrn.3897170. Him. 8
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yang beralasan.!>!

Lebih lanjut, pada Platform Premonition juga, telah
memfasilitasi analisis terhadap lebih dari 174 juta data perkara guna memberikan
proyeksi terhadap hasil arbitrase berdasarkan pola historis dan performa pihak-
pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa.!>?

Kemudian, terdapat platform Lex Machina dibuat oleh Amerika Serikat
yang dapat menganalisis hukum dan menyediakan data akurat yang
menggabungkan pengetahuan ahli hukum dengan pembelajaran mesin untuk
memprediksi perilaku hakim, pengacara, dan pihak di pengadilan AS.!> Platform
Legal Analytics milik Lex Machina berperan dalam mendukung proses
pengambilan keputusan hukum yang strategis melalui penyediaan data analitis yang
komprehensif, guna meningkatkan peluang keberhasilan perkara serta mendukung
akuisisi klien baru didukung oleh teknologi eksklusif bernama Protégé yang
merupakan sistem tinjauan dokumen berbantuan kecerdasan buatan (Al-assisted
attorney review), platform ini mampu mengonversi dokumen hukum mentah
menjadi himpunan data terstruktur, menutup kekosongan informasi dalam arsip
pengadilan, dan menyajikan wawasan perkara yang tidak tersedia melalui sumber
konvensional lainnya.'* Penerapan Al dalam proses seleksi arbiter telah menjadi
bagian integral dalam praktik arbitrase modern. Melalui analisis terhadap ribuan

putusan arbitrase, sistem berbasis AI memungkinkan identifikasi arbiter yang

51 Ibid. Hlm. 34.

152 “Premonition : Legal Analytics | Unfair advantage in Litigation,” diakses 14 Juni 2025,
https://premonition.ai/.

153 “Lex Machina,” LexisNexis Intellectual Property Solutions (blog), diakses 15 Juni 2025,
https://www.lexisnexisip.com/solutions/patent-litigation/lex-machina/.

134 “Lex Machina Legal Analytics Software | LexisNexis,” diakses 15 Juni 2025,
https://www.lexisnexis.com/en-us/products/lex-machina.page.
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kompeten dan memberikan dasar penilaian yang lebih objektif terhadap
kecenderungan maupun rekam jejak keputusan arbiter tertentu

Lebih lanjut, hadirnya Litera yang dibuat oleh Amerika Serikat, Vhochago
melalui platrform Kira System yang merupakan teknologi berbasis kecerdasan
buatan yang mendukung efisiensi dalam peninjauan kontrak, mulai dari penyediaan
ringkasan informasi hingga analisis yang dapat diekspor untuk keperluan
pemberian nasihat hukum strategis dengan tingkat akurasi tinggi dan sistem kerja
inovatif, Kira memungkinkan tim hukum memberikan nilai tambah bagi klien
secara lebih efektif, Al yang dilatih oleh praktisi hukum ini mampu mengenali dan
mengekstraksi lebih dari 1.400 klausul serta data penting dalam lebih dari 40 bidang
hukum substantif, mengklasifikasikan dokumen, dan mengelompokkan dokumen
dengan amandemen terkait.'*> Al ini dapat membantu para arbiter dalam meninjau
kontrak, menemukan informasi yang relevan, dan memformatnya agar mudah
diakses oleh para arbiter dan profesional hukum.

Adanya platform ROSS Intelligence yang merupakan alat riset hukum
berbasis Al yang memanfaatkan pemrosesan bahasa alami untuk menelaah
yurisprudensi dan menyajikan analisis hukum yang relevan.!*® Dalam konteks
arbitrase, alat ini dapat digunakan untuk melakukan riset hukum, mengidentifikasi
yurisprudensi yang tepat, serta memberikan proyeksi atas kemungkinan hasil
penyelesaian sengketa. Namun, setiap program Al berbasis data mensyaratkan

adanya akses terhadap data sebagai prasyarat utama, model pembelajaran mesin

155 “Al Contract Review Software | Kira | Litera,” diakses 17 Juni 2025,
https://www.litera.com/products/kira.

156 «“ROSS Intelligece, About Us,” ROSS Intelligence, diakses 17 Juni 2025,
https://rossintelligence.com/about.html.
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yang berlandaskan pada pendekatan probabilistik memerlukan data dalam jumlah
besar untuk meningkatkan tingkat akurasi prediksi, akan tetapi dalam konteks
hukum kebutuhan akan volume data yang signifikan dapat menimbulkan hambatan
ganda, baik dari segi ketersediaan data maupun keterbatasan akses yang diatur oleh
ketentuan hukum terkait perlindungan data dan kerahasiaan informasi,'>’ maka data

menjadi landasan utama untuk memprediksi putusan dalam arbitrase.

2.  Peraturan Pengunaan Artificial Intelligence Dalam Arbitrase di
Berbagai Negara

Saat ini, penggunaan Al dalam arbitrase di beberapa negara sudah mulai
merumuskan aturan tentang Al untuk memastikan penggunaan Al dalam arbitrase
berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab misalnya, sejumlah negara
bagian di Amerika Serikat telah mengatur keamanan data dan privasi dalam
penggunaan teknologi blockchain dan kontrak pintar, termasuk dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.!>® Sebagai respons terhadap perkembangan penggunaan
Al dalam arbitrase beberapa organisasi internasional seperti ICCA, the
International Bar Association (selanjutnya disebut IBA), dan UNCITRAL telah
mengkaji dampak hukumnya dan menerbitkan pedoman serta rekomendasi untuk
memastikan penggunaan Al dalam arbitrase dilakukan secara bertanggung jawab

dan tetap menjunjung prinsip keadilan serta integritas proses.'>’

157 Ankit Malhoutra dan Faizan Ahmad, “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND
INTERNATIONAL ARBITRATION,” Novos Estudos Juri-dicos 27, no. 2 (15 September 2022):
258-81, https://doi.org/10.14210/nej.v27n2.p258-281. Him. 268.

158 agus dkk., “The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through
Arbitration.” Hlm. 575.

159 Ibid.
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Pada tanggal 14 juni 2024 lembaga arbitrase JAMS di Amerika Serikat telah
merancang aturan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari smart
contract, aturan ini membatasi proses e-discovery hanya pada pendapat ahli tentang
isi kode, serta membatasi bukti pada kode itu sendiri, kontrak pelengkap, dan
pernyataan saksi. Selain itu, aturan ini memberikan pedoman cara menafsirkan
smart contract yang ditulis dalam bentuk kode, dan mewajibkan arbiter
mengeluarkan putusan dalam 30 hari sejak ditunjuk.'®®

Peraturan JAMS Summary Of Revisions to JAMS Artificial Intelligence
Dispute Rules mengenai Al tercantum dalam Peraturan Nomor 1 yang menyatakan
bahwa arbitrase bersifat mengikat terhadap sengketa atau klaim yang ditangani oleh
JAMS, apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan ini, jika tidak ada
kesepakatan maka peraturan ini tetap berlaku selama sengketa atau klaim tersebut
berkaitan dengan Al kecuali jika telah ditentukan penggunaan peraturan, serta
tercantum pada Peraturan 1 (e) yang menyatakan bahwa istilah AI merujuk pada
sistem mesin yang dapat menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan
kemampuan berpikir manusia.'®!

Adapun prosedur penggunaan Al dalam aturan JAMS tercantum pada

Peraturan Nomor 16.1 (a) yang menyatakan bahwa sebagai perlindungan atas

informasi rahasia dalam sengketa Al, akan diberlakukan Perintah Perlindungan,

160 Elena Ermakova, “The Philosophical and Legal Rationale for a Systematic Analysis of
Digital Dispute Resolution Models in Modern Arbitration,” WISDOM 28, no. 4 (25 Desember 2023):
147-54, https://doi.org/10.24234/wisdom.v28i4.1037. Hlm. 151.

161 “Rules Number 1 (a) and 1 (e) Artificial Intelligence Disputes Clause and Rules | JAMS
Mediation, Arbitration, ADR Services,” diakses 17 Juni 2025, https://www.jamsadr.com/artificial-
intelligence-disputes-clause-and-rules.
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kecuali jika Para Pihak menyepakati bentuk perlindungan lainnya.!®?> Peraturan
Nomor 16.1 (b) menyatakan bahwa akses terhadap sistem Al atau materi terkait
(perangkat keras, perangkat lunak, model, dan data pelatihan) hanya diperbolehkan
bagi ahli yang ditunjuk, dan dilakukan di lingkungan aman yang ditetapkan oleh
pihak penyedia, ahli tersebut tidak boleh menyalin atau mengeluarkan informasi
dari lingkungan tersebut, apabila Para Pihak sepakat Arbiter dapat menunjuk ahli
independen untuk memeriksa sistem Al, Arbiter akan terlebih dahulu memilih ahli
dari daftar ahli pihak ketiga milik JAMS, sesuai ketersediaan dan kualifikasi,
sedangkan biaya penggunaan ahli akan dibagi rata antara Para Pihak, kecuali jika
Arbiter menetapkan pembagian yang berbeda dalam putusan akhir, pada kesaksian
ahli ini hanya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan, jika diperlukan,
dalam sidang arbitrase.!'®?

Menurut Irvine peraturan tersebut mencerminkan tren terbaru dalam
penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan mengatur peningkatan penggunaan
serta perkembangan sistem Al dan kontrak pintar. Aturan sengketa Al JAMS
dirancang untuk memperjelas prosedur dalam menangani sengketa yang melibatkan
sistem Al, aturan ini mencakup ketentuan terkait pengajuan sengketa, permintaan
arbitrase, dimulainya proses arbitrase, dan pertukaran dokumen antar pihak, bahkan
peraturan ini dapat memperluas ketentuan arbitrase domestik yang relevan dengan
penggunaan teknologi baru, dengan menerapkan aturan ini JAMS memberikan

pedoman yang jelas bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam

162 Rule Number 16.1 (a) Judicial Arbitration and Mediation Services Rules Governing
Disputes Involving Artificial Intelligence Systems

163 Rule Number 16. 1 (b), Judicial Arbitration and Mediation Services Rules Governing
Disputes Involving Artificial Intelligence Systems
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arbitrase untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Al, seperti isu
tanggung jawab, transparansi algoritma, dan pertimbangan etika, terdapat beberapa
aspek penting dalam prosedur arbitrase berdasarkan aturan ini meliputi penunjukan
dan kewenangan ketua majelis, pemberitahuan gugatan, konferensi awal, serta
pertukaran informasi antar pihak.'%

Penyesuaian utama dalam ketentuan arbitrase JAMS terletak pada prosedur
standar yang mengatur penanganan kerahasiaan serta mekanisme pemeriksaan
terhadap sistem kecerdasan buatan yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan
ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan “sistem Al dan materi terkait” meliputi
perangkat keras dan lunak, model Al, dan data pelatihan yang digunakan. Materi
tersebut tidak diperkenankan untuk diakses secara langsung oleh para pihak dalam
perkara, melainkan hanya dapat diakses oleh satu atau lebih ahli independen yang
disepakati bersama oleh para pihak atau ditunjuk secara resmi oleh Arbiter atau
Majelis Arbitrase. Ketentuan ini juga mengatur perintah perlindungan standar yang
memberikan kewenangan kepada para pihak untuk membatasi akses terhadap
informasi dagang atau data komersial yang bersifat sensitif, sehingga hanya dapat
diakses oleh kuasa hukum pihak lawan. !¢

Kemudian, Uni Eropa telah menetapkan Regulation (EU) 2024/1689 atau
yang dikenal sebagai Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (EU Artificial

Intelligence Act), yang menjadi instrumen hukum pertama dan utama dalam sistem

164 “JAMS Announces New Artificial Intelligence Disputes Clause and Rules,” 23 April
2024, https://www.jamsadr.com/news/2024/jams-announces-new-artificial-intelligence-disputes-
clause-and-rules.

165 “JAMS Unveils New Arbitration Rules for Artificial Intelligence Disputes | White &
Case LLP,” 3 Mei 2024, https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/jams-unveils-new-
arbitration-rules-artificial-intelligence-disputes.
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hukum Uni Eropa yang secara komprehensif mengatur pengembangan, penerapan,
dan penggunaan sistem kecerdasan buatan. Peraturan ini membentuk kerangka
normatif yang mengikat bagi seluruh negara anggota dalam memastikan bahwa
penggunaan teknologi Al, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa dan
arbitrase, dilaksanakan secara etis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,
dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan data, non-
diskriminasi, dan pengawasan manusia.'®® Adanya kententuan tersebut guna
memfasilitasi penggunaan Al yang aman dan tepercaya di seluruh Uni Eropa, baik
oleh sektor publik maupun swasta, aturan ini memiliki tujuan untuk melindungi
kesehatan, keselamatan, dan hak-hak dasar warga Uni Eropa.'¢’

Peraturan tersebut memiliki beberapa aspek penting yang termaktub dalam
Undang-Undang Al Uni Eropa diantara,yaitu:

1. Peraturan ini mengatur mitigasi risiko dari yang terkecil hingga terbesar,
penggunaan Al yang menimbulkan resiko besar atau tidak proporsional
dilarang dalam penggunaannya seperti perangkat deteksi prediktif,
pengenalan biometrik di area publik, dan algoritma reputasi sosial

2. Peraturan ini membatasi penggunaan Al berisiko tinggi yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan publik, hak
asasi manusia, atau kelestarian lingkungan hidup

3. Peraturan ini menetapkan standar transparansi yang wajib dipenuhi oleh

sistem kecerdasan buatan. Sebagai contoh, ChatGPT diwajibkan untuk

166 “penjelajah UU Al | UU Kecerdasan Buatan Uni Eropa,” diakses 18 Juni 2025,
https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/.

167 “Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and Of ...,” 2 Agustus 2025,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=o0j:L_202401689.
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secara eksplisit menginformasikan bahwa konten yang dihasilkan
merupakan hasil pemrosesan Al Selain itu, sistem wajib memberikan
pembedaan yang jelas antara representasi visual yang autentik dan yang
bersifat manipulatif, serta menyediakan mekanisme pencegahan terhadap
produksi dan penyebaran konten yang melanggar hukum

Setiap sistem Al wajib mengungkapkan secara transparan ringkasan data
pelatihan yang digunakan, termasuk jika data tersebut mengandung konten
yang dilindungi hak cipta. Kewajiban ini merupakan bagian dari prinsip
akuntabilitas dan keterbukaan sistem AIl. Namun demikian, ketentuan ini
tidak berlaku secara ketat terhadap sistem Al yang tergolong dalam kategori
berisiko rendah, seperti sistem penyaring spam, yang secara umum
dikecualikan dari pengawasan regulatif yang ketat

. Peraturan ini sebagian besar sistem Al berpotensi diklasifikasikan ke dalam
kategori berisiko tinggi atau bahkan dilarang menurut ketentuan hukum
yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Racheal Muldoon, seorang
praktisi hukum pada firma Maitland Chambers di London, klasifikasi
tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para
pengembang dan pemilik sistem Al, termasuk potensi dikenakannya sanksi
administratif berupa denda dalam jumlah besar apabila terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan regulatif yang ditetapkan

. Keterlibatan dalam praktik penggunaan Al yang dilarang oleh regulasi dapat
dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar €40 juta,

atau jumlah yang setara dengan hingga 7% dari total omzet tahunan.
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Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjamin
kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang mengatur penggunaan
teknologi Al secara bertanggung jawab
7. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran dalam penggunaan
kecerdasan buatan akan dilakukan secara proporsional, dengan
mempertimbangkan posisi pasar dan kapasitas ekonomi pelaku usaha.
Dalam hal ini, peraturan membuka ruang bagi pemberian mitigasi atau
pengurangan sanksi terhadap entitas usaha baru, guna mendorong inovasi
yang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku
8. Peraturan ini mewajibkan setiap negara anggota Uni Eropa untuk
membentuk sekurang-kurangnya satu otoritas pengawas yang berwenang
melakukan evaluasi dan pengujian terhadap sistem kecerdasan buatan
sebelum sistem tersebut diimplementasikan. Ketentuan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap sistem Al yang digunakan telah memenuhi
standar keamanan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Uni Eropa.'®®
Sedangkan, arbitrase Singapura atau SIAC mengajukan draf revisi
Peraturan Arbitrase edisi ketujuh yang secara eksplisit mengatur penggunaan SIAC
Gateway yakni sistem manajemen perkara berbasis virtual yang disediakan oleh
SIAC, selain itu draf tersebut menetapkan bahwa sidang prosedur dalam proses

arbitrase yang diselenggarakan secara dipercepat akan dilaksanakan melalui sarana

168 Salsa Biela Febryanti, “ANALISIS REGULASI HUKUM DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Al) DI LINGKUNGAN BISNIS,” Jurnal Res
Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 5, no. 1 (10 Januari  2025):  217-28,
https://doi.org/10.46306/1j.v511.181. Hlm. 221-222.
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virtual secara default, kecuali terdapat kesepakatan lain dari para pihak, ketentuan
ini mencerminkan pendekatan proaktif SIAC dalam mengadopsi kemajuan
teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efektivitas
dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.'®

Hal tersebut sesuai dengan Arbitration Rules of The Singapore International
Arbitration Centre (7th Edition) pada pasal 4.2 yang menyatakan bahwa setiap
komunikasi tertulis harus disampaikan menggunakan detail kontak yang telah
ditetapkan untuk keperluan arbitrase oleh para pihak atau kuasa hukumnya,
Tribunal, atau Sekretariat SIAC, atau dengan cara diunggah ke SIAC Gateway,'”
walaupun terlihat seperti penggunaan teknologi secara administratif saja, akan
tetapi mendukung efesiensi waktu yang telah dilakukan oleh SIAC dan
memanfaatkan teknologi secara efektif.

Dalam SIAC Symposium 2024, Menteri Rajah Singapura menyampaikan
bahwa kehadiran teknologi Al menyebabkan perubahan besar dalam praktik hukum
sekarang, ia menjelaskan bahwa pemerintah Singapura telah memberikan bantuan
dana kepada firma hukum untuk mengadopsi teknologi Al, seperti dalam proses e-
Discovery dan riset hukum, pada seminar tersebut juga dibahas berbagai tantangan
yang dihadapi oleh praktisi arbitrase di tengah era disrupsi, Acara ini menjadi

wadah bagi pengguna layanan SIAC dan pemangku kepentingan lainnya untuk

169 “Innovation in arbitration: The technological revolution in dispute resolution,” diakses
18 Juni 2025, https://www.ibanet.org/innovation-in-arbitration-the-technological-revolution.

170 Rule Number 4.2 Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration Centre
(7th Edition)
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berdiskusi mengenai solusi terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut melalui
mekanisme arbitrase internasional.!”!

Pada tanggal 30 April 2024, Silicon Valley Arbitration & Mediation Center
mengeluarkan panduan tentang penggunaan Al dalam arbitrase yaitu Guidelines on
the Use of Artificial Intelligence in Arbitration, panduan ini menjadi instrumen
pertama menetapkan standar internasional untuk penggunaan Al di arbitrase
internasional. SVAMC menyatakan bahwa pedoman tersebut memuat seperangkat
praktik terbaik guna mendorong penggunaan Al secara etis dan efisien dalam
arbitrase internasional, serta bertujuan untuk mengatur pemanfaatan teknologi Al
saat ini dan yang akan datang melalui pendekatan prinsipil, dengan tetap
mempertimbangkan sifat evolusioner dan perkembangan pesat teknologi tersebut,
pedoman ini juga mengedepankan pendekatan yang berfokus pada manusia dalam
pemanfaatan Al pada proses penyelesaian sengketa arbitrase, dengan maksud untuk
menjamin bahwa penerapan Al mendukung tercapainya proses penyelesaian
sengketa yang adil, efisien, dan transparan.'’

Lanjut, Selandia Baru menerbitkan Draf Pedoman Praktik Terbaik oleh
Kementerian Kehakiman Selandia Baru, pedoman ini membahas tentang
penggunaan Al Generatif dalam Pengadilan, yang bertujuan untuk membantu para

pithak dalam memahami potensi penerapan Al serta menggunakannya dalam proses

171 “SIAC Symposium 2024 Part 1: An Age of Disruption,” Kluwer Arbitration Blog (blog),
8 Oktober 2024, https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2024/10/08/siac-symposium-2024-
part-1-an-age-of-disruption/.

172 “New Frontiers: Regulating Artificial Intelligence in International Arbitration,”
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3cb82b55/new-frontiers-
regulating-artificial-intelligence-in-international-arbitration, diakses 18 Juni 2025,
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/3cb82b55/new-frontiers-
regulating-artificial-intelligence-in-international-arbitration.
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arbitrase secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang memadai,
sebagai langkah awal dalam regulasi negara terhadap penggunaan Al dalam ranah
arbitrase, pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi para pihak untuk
memanfaatkan teknologi Al secara aman, serta menyoroti pentingnya peran Al
yang semakin berkembang dalam praktik arbitrase.!’”> AAA-ICDR telah menyusun
prinsip-prinsip pendukung penggunaan Al dalam arbitrase sebagai acuan dalam
penerapan Al dalam proses penyelesaian sengketa yang menekankan nilai-nilai
penting seperti independensi, imparsialitas, kerahasiaan, kompetensi teknologi,
penggunaanAl secara benar, dan memastikan bahwa penggunaannya sejalan
dengan kepentingan klien dan integritas sistem hukum.!”*

Negara China juga memiliki seperangkat aturan mengenai Al generatif
sebagai langkah sementara untuk pengelolaan layanan penggunaan Al, walaupun
peraturan Al dalam arbitrase belum diatur secara eksplisit. Adanya peraturan
Interim Measures for the Management of Generative Al Services yang berlaku sejak
15 Agustus 2023 mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan Al generatif
seperti keakuratan, keamanan data, perlindungan hak, dan adanya mewajibkan
pencatatan algoritma yang relevan bagi mengurangi dampak dari penggunaan Al
arbitrase dalam arbitrase untuk memprediksi putusan.'’”> Berdasarkan ketentuan

tersebut pada pasal 3 Tindakan Sementara mengadopsi aturan yang berasal dari

173 Jeeri Sanjana Reddy dan Vinita Singh, “Soft Law, Hard Justice: Regulating Artificial
Intelligence in Arbitration,” Contemporary Asia Arbitration Journal (CAA Journal) 17 (2024): 191.
Him. 210.

174 Ibid. Hlm. 212.

175 China Law Translate, “Interim Measures for the Management of Generative Artificial
Intelligence Services,” China Law Translate (blog), 13 Juli 2023,
https://www.chinalawtranslate.com/generative-ai-interim/.
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Hukum Kemajuan Ilmiah dan Teknologi Tiongkok. Tindakan Sementara berusaha
untuk mendorong pembangunan platform, inovasi independen, pertukaran
internasional, dan pengembangan teknologi Al generatif di berbagai bidang, sambil
membuat Al tunduk pada pengawasan yang wajar, seperti yang dinyatakan dalam
pasal 4 dan 5 menunjukkan visi Tiongkok yang berwawasan ke depan serta ambisi
globalnya mengenai Al.

Dalam hal konsekuensi hukum, untuk menyeimbangkan perkembangan
teknologi dan kebutuhan peraturan dengan lebih baik, pasal 21 menghilangkan
tindakan ketat yang ada dalam Rancangan Tindakan seperti denda dan penghentian
layanan atas ketidakpatuhan atau pelanggaran, yang mana tidak ada ketentuan yang
efektif di bawah hukum dan peraturan administratif Tiongkok saat ini, aturan
tersebut mendorong penyedia layanan dan koreksi diri pengguna sendiri sesuai
dengan panduan yang diberikan. Jika ada penolakan untuk memperbaiki diri atau
indikasi pelanggaran serius terhadap peraturan, departemen yang kompeten akan
menangguhkan layanan yang relevan.!”®

Lanjut, hadirnya Regulations on the Management of Internet Information
Service Algorithm Recommendations tentang Pengelolaan Rekomendasi Algoritma
dalam Layanan Informasi Internet, peraturan ini membatasi penggunaan, mencegah
potensi penyalahgunaan, algoritma rekomendasi oleh penyedia layanan digital
regulasi ini juga memberikan perlindungan lebih bagi pemilik data, termasuk hak

untuk mengetahui dan mengatur data pribadi apa saja yang boleh digunakan dalam

176 TMT Newflash, “Regulatory and Legislation:China’s Interim Measures for the
Management of Generative Artificial Intelligence Services Officially Implemented,” PWC Tiang
and Patners, Agustus 2023, https://www.pwcen.com/en/tmt/interim-measures-for-generative-ai-
services-implemented-aug2023.pdf.
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algoritme, mewajibkan pengelola algoritme untuk mengikuti pedoman etika demi
menciptakan ruang digital yang sehat, menyebarkan konten yang positif, mencegah
peredaran informasi ilegal atau yang merugikan kepentingan publik, dan adanya

tanggung jawab hukum apabila melanggar ketentuan tersebut.'”’

3.  Penggunaan Artificial Intelligence Yang Berpotensi Digunakan Dalam
Arbitrase di Indonesia

Adapun penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia dalam penggunaan
teknologi masih berbasis ODR yakni arbitrase yang dilakukan secara virtual/online,
ODR ini masih tergolong dalam instrumen yang relatif baru, serta belum banyak
diketahui maupun dimanfaatkan oleh kebanyakan pemangku kepentingan bisnis,
pada pengaturan ODR di Indonesia kini belum mempunyai aturan yang eksplisit
mengatur ODR, akan tetapi manfaatnya perkembangan teknologi informasi telah
mendorong badan arbitrase di Indonesia BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal
Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI), Lembaga Arbitrase Trisakti, dan arbitrase
swasta lainnya untuk menerapkan praktik penyelesaian sengketa secara daring guna
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses arbitrase.!”® Perlu diketahui, BANI

merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

177 China Briefing, “China Passes Sweeping Recommendation Algorithm Regulations,”
China Briefing News (blog), 6 Januari 2022, https://www.china-briefing.com/news/china-passes-
sweeping-recommendation-algorithm-regulations-effect-march-1-2022/.

178 Rahmat Kurnia dan Yasarman Yasarman, “KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DAN SISTEM ARBITRASE DI MASA
DEPAN,” [IBLAM LAW REVIEW 4, mno. 3 (30 September 2024): 303-15,
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452. Him. 313.
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guna menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat dalam perkara perdagangan
hingga perusahaan yang sifatnya perdata secara nasional atau internasional.!”
Penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia saat ini belum menerapkan Al
dikarenakan masih dalam tahap awal penggunaan secara ODR, padahal banyak
manfaat penggunaan Al dalam praktik arbitrase. Bahwasanya bidang hukum
menawarkan banyak kesempatan untuk mengembangkan analitik dan
penggabungan seni komputerisasi karakteristik Hukum Model Al yang mana hal

tersebut sangat unik dan menantang dalam yang membuat platform Al, seperti: '8

1) Penafsiran hukum dalam bentuk penalaran yang berkaitan dengan kasus,
aturan, ketentuan perundang-undangan, dan asas-asas hukum.

2) Perkara hukum memiliki standar dan model penalaran serta pembenaran
yang ekstrim.

3) Pengetahuan mengenai hukum memiliki referensi dari berbagai sumber
yang khusus seperti aturan hukum, dokumentasi, ringkasan ilmiah, opini
hukum, dan kasus hukum.

4) Hukum sesungguhnya dapat di kiritik, memiliki suatu kebiasaan proses dan
pendapat tentang seberapa banyak perdebatan,

5) Jawaban hukum memiliki karateristik masing-masing dengan dipengaruhi

disiplin ilmu yang lain karena berubah seiring berjalannnya waktu.

179 Luh Putu Sudini dan Desak Gede Dwi Arini, “EKSISTENSI BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN,”
NOTARIIL  Jurnal  Kenotariatan 2, mno. 2 (18 Desember 2017): 141-48,
https://doi.org/10.22225/jn.2.2.402.141-148. Him. 142.

130 Flora P. Kalalo dan Kathleen C. Pontoh, “The Use of Artificial Intelligence (Al) in Legal
Framework for International Arbitration Practices in Indonesia,” Proceedings of the Arbitration and
Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC 2019) 472 (17 September 2020):
10, https://doi.org/10.2991/assehr.k.200917.002. HIm. 8-9.
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6) Penalaran hukum yang bervariasi, berbagai macam model structural dari
berbagai kasus, dan karakter.

Disamping itu, terdapat Platform Al yang dapat digunakan untuk mediasi
penyelesaian sengketa arbitrase seperti Chatbot Al yang bisa dimanfaatkan untuk
mengidetifikasi perilaku para pelaku sengketa, menawarkan saran mengenai
pendekatan mediasi yang cocok, adanya alat ini memberikan keuntungan untuk
menghemat biaya, serta memudahkan para pelaku sengketa meraih consensus yang
efesien.'®! Platform Chat GPT yang kini sedang banyak digunakan karena memiliki
kemampuan untuk mengelola data, merekomendasikan saran terhadap sengketa
yang terjadi, dan menyediakan informasi yang dapat disertai pencarian mengenai
peraturan hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi.!®?> Kemungkinan,
Chat GPT dengan kemampuannya dapat berguna untuk arbitrase di Indonesia
terkait memanajemen dokumen, dan memberikan rekomendasi yang efektif dalam
mediasi arbitrase.

Diskursus mengenai teknologi Al di Indonesia semakin banyak dibuat
dalam bidang hukum, seperti hadirnya platform LegalPro dari Feedloop berbasis
Al yang berasal dari Indonesia yang mana teknologi ini dapat melakukan meninjau
dokumen hukum secara otomatis, pemeriksaan kepatuhan dalam menganalis

dokumen hukum relevan dengan aturan terbaru, dan mempercepat riset hukum.'®?

181 Salwa Nur Asvia, Siti Miftahur Rohmah, dan Zahidah Nabilah, “Chatbot Al Sebagai
Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif,” Interdisciplinary Explorations
in Research Journal 2, no. 2 (1 Juni 2024): 65567, https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.525. Hlm.
666.

182 Ridho Darman, “Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan
Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing,” Tunas Agraria 7, no. 1
(5 Januari 2024): 18—46, https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.256. Hlm. 35.

183 “Feedloop Al - LegalPro,” diakses 18 Juni 2025, https:/feedloop.ai/legal-pro.
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Penggunaan alat ini dapat digunakan dalam arbitrase di Indoneisa untuk penelitian
arbitrase guna menghemat waktu dalam penyelesaian sengketa. Lanjut, adanya
platform Euraka Al yang merupakan platform berbasis Al yang kini berfokus pada
intelejen dalam skala besar untuk menganalis data, meningkatkan prediksi,
menganalis risiko, dan konversi walaupun berfokus di bidang bisnis tapi sangat
dimungkinkan teknologi yang tersedia dapat digunakan dalam arbitrase
Indonesia.'®* Platform Allex Al yang disediakan oleh Hukum Online untuk
mempercepat riset hukum dengan menggunakan Al dan memberikan solusi yang

tepat untuk permasalahan hukum.!®®

4. Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Arbitrase di
Indonesia

Adapun pengaturan terkait Al di Indonesia khususnya penggunaan Al pada
arbitrase di Indonesia belum tertulis secara jelas dan rinci tentang
pertanggungjawabanya atau dampak yang terjadi dalam penggunaanya. Sebab itu,
diperlukannya peraturan yang khusus mengenai Al guna tidak menyebabkan
permasalahan hukum dikemudian hari.!®¢ Padahal tanggapan Indonesia terhadap
kecanggihan teknologi sejak 1987 yang dipelopori oleh penelitian yang dilakukan

oleh BPPT dalam proyek sistem penerjemahan otomatis multi bahasa, proyek

184 “Bureka Al | Kecerdasan yang Dapat Ditindaklanjuti dalam Skala Besar,” diakses 18
Juni 2025, https://eureka.ai/.

185 «“ATlex - Virtual Assistant untuk Analisis Hukum Terkini,” diakses 18 Juni 2025,
https://ailex.hukumonline.com/.

186 Rahadian Nizar Akbari dan Abshoril Fithry, “MENGANALISIS PENGARUH HAK
CIPTA DALAM GANGGUAN Al PADA SEKTOR MEDIA,” Prosiding SNAPP : Sosial
Humaniora,  Pertanian, Kesehatan Dan  Teknologi 2, mno. 1 (2023): 377-83,
https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159. HIm. 381.
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Universal Networking Langguenge (UNL), proyek ASEAN-MT, dan proyek
penelitian lainya yang di danai oleh pemerintah jepang.'®’

Melihat dari penggunaanya yang masif, yang mana saat ini di Indonesia 77%
fitur dalam gadget telah banyak mengunnakan AL'®® Disamping itu, menurut data
Datareportal pada tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat 212 juta orang atau 77%
pengguna internet, 167 juta orang atau 60% pengguna media sosial, 353 juta orang
atau 128% internet aktif seperti penggunan kuota untuk internet. Melihat survei
yang dilakukan Ipsos terhadap 22.816 orang dewasa telah ditemukan sekitar 75%
responden berantusias menunggu hadirnya produk dan layanan AI, dan 78%
responden menyatakan bahwa penggunaan Al dapat memberikan banyak manfaat
daripada kerugian, yang mana dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
mendorong inovasi.'®® Bedasarkan database tersebut, peningkatan penggunaan Al
meningkat secara signifikan menyikapi fenomena tersebut diperlukannya
pengaturan yang khusus mengenai Al.

Sedangkan, pengaturan di Indonesia yang berkaitan dengan Al yaitu
Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021 salah satu pembahasannya mengenai sektor
perizinan bagi pengusaha yang menggunakan Al, UU ITE membuat aturan tentang

Al tapi dengan bahasa agen elektronik, Surat Edaran Mekominfo Nomor 9 Tahun

187 Mohamad Zachary Rusman dan Elfrida Ratnawati Gultom, “URGENSI
PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE DI INDONESIA,” Ensiklopedia of Journal 5,
no. 4 (1 Juli 2023): 401-5, https://doi.org/10.33559/e0j.v5i4.1809. Him. 381.

18 “Kementerian Komunikasi dan  Digital,” diakses 2 Juli = 2025,
https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-588-hm-kominfo-12-2023-
tentang-wamenkominfo-dorong-kolaborasi-kembangkan-eksosistem-kecerdasan-artifisial.

1% Humas, “Kerja Sama Internasional untuk Mendukung Pemanfaatan dan Pengembangan
Artificial Intelligence (Al) di Indonesia,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (blog), 10 Maret
2024, https://setkab.go.id/kerja-sama-internasional-untuk-mendukung-pemanfaatan-dan-
pengembangan-artificial-intelligence-ai-di-indonesia/.
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2023 membahas mengenai etika kecerdasan artificial, dan Panduan Al yang
bertanggung jawab dan terpecaya dalam sektor industri digital yang dibuat oleh
Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK adanya aturan tersebut guna

0 Dalam Surat Edaran

mempermudah penggunaan Al dalam sektor industri.!®
Mekominfo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang
berisikan mengenai nilai etika, pelaksanaan, dan tanggung jawab.!°! Peraturan ini
belum cukup untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat disebabkan aturan
ini hanya mengatur permukaannya saja tidak membahas pengawasanya dalam
praktiknya bagaimana disebabkan Uni Eropa yang sudah memiliki aturan Al masih
mengalami kesulitan untuk mengatur batasan Al

Selanjutnya, peraturan mengenai Al kini masih mengacu pada UU ITE
disebabkan adanya kemiripan antara Al dengan Agen Elektronik, hal ini didukung
oleh Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan bahwa Agen Elekronik adalah
komponen dari Sistem Elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melakukan
tindakan terhadap Informasi Elektronik tertentu atas kendali manusia.'®®> Melihat

istilah “otomatis” dalam konteks sistem elektronik merujuk pada kemampuan

perangkat untuk melakukan fungsi atau tindakan tertentu secara mandiri tanpa

190 M. Irfan Dwi Putra, “Regulasi Al di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih
spesifik,” The Conversation, 11 Februari 2024, http://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-
belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827. Diakses pada 15 mei 2025.

91 “JDIH Kemkomdigi - Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9
Tahun 2023,” diakses 18 Juni 2025,
https://jdih.komdigi.go.id/produk hukum/view/id/883/t/surat+edaran+menteri+komunikasi+dan+i
nformatika+nomor+9+tahun+2023.

192 “Pakar Keamanan Siber Kritisi Pedoman Etika Al Kominfo | tempo.co,” diakses 18 Juni
2025, https://www.tempo.co/politik/pakar-keamanan-siber-kritisi-pedoman-etika-ai-kominfo-
104869.

193 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
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intervensi langsung dari manusia. Selanjutnya, Al dimaknai sebagai suatu sistem
pengolahan berbasis komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia,
termasuk dalam hal menganalisis data, menyusun penalaran, serta mengambil
keputusan secara independen sebagaimana dilakukan oleh subjek manusia.'*
Peraturan UU ITE yang relevan apabila terjadinya penyimpangan
penggunaan Al dapat dilindungi oleh pasal 27 UU ITE yang menyatakan bahwa
setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan atau membuka
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
mengandung muatan melanggar kesusilaan kepada publik dapat dikenai sanksi.'*’
Pada Pasal 27B UU ITE menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa izin menyebarkan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan
hukum, dengan cara memaksa orang lain melalui ancaman kekerasan, dapat dikenai
sanksi pidana.'”® Pada pasal 28 angka 1 dan 3 mengatur mengenai kerugian yang
disebabkan oleh teknologi informasi, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang
yang dengan sengaja menyebarkan atau mengirimkan informasi elektronik atau

dokumen elektronik yang berisi kebohongan atau informasi menyesatkan, sehingga

merugikan konsumen secara materiil dalam transaksi elektronik, dan memuat berita

194 Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman, “URGENSI PENGATURAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTFICIAL
INTELIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA,” Jurnal Hukum
Respublica 24, no. 01 (5 Desember 2024), https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23327. Hlm.
6.

195 Pasal 27 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

19 Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

122



bohong yang menyebabkan kericuhan di masyarakat dapat dikenai sanksi
hukum. '’

Adapun mengenai perbuatan yang mengakses sistem elektronik tanpa izin
dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 30 UU ITE yang menyatakan
bahwa siapa pun yang sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem
elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, memiliki tujuan untuk
memperoleh dokumen elektronik, dan menjebol sistem pengamanan dapat dikenai
sanksi hukum.!”® Pasal tersebut dapat relevan apabila Al yang secara otomatis
mengakses data tanpa izin dapat dikenai ketentuan tersebut. Pada pasal 32 UU ITE
mengatur mengenai memanupulasi sistem dapat relevan dengan Al jika Al
digunakan untuk merusak, mengubah, atau mengganggu data atau sistem secara
melawan hukum, pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan perubahan, penambahan,
pengurangan, pengiriman, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau
penyembunyian terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik
orang lain atau milik publik, pemindahan kepada sistem elektronik milik orang lain,
dan data yang bersifat rahasia bocor ke publik dianggap melakukan pelanggaran
hukum.'”

Selain itu, peraturan mengenai kerugian yang diakibatkan tindakan

melawan hukum dengan sistem elektronik terantum pada pasal 36 UU ITE yang

197 Pasal 28 Angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

198 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

199 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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mentakan bahwa setiap orang yang sengaja melawan hukum hingga terjadinya
kerugian terhadap orang lain dapat dikenai sanksi,’”® hal ini relevan, apabila
penggunaan Al yang menyebabkan kerugian materiil dapat
dipertanggungjawabkan. secara ringkas, pada pasal 40 UU ITE memberikan
wewenang kepada pemerintahan untuk mengawasi, dan melakukan tindakan
preventif dalam perbuatan penyalahgunaan teknologi informasi,?’! hal ini dapat
relevan dengan teknologi Al yang memungkinkan kedepannya dapat disalah
gunakan.

Melihat peraturan mengenai teknologi Al yang dicocokan dengan peraturan
diatas, kini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan
Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), yang mana UU PDP memiliki relevansi
terkait penggunaan Al dikarenakan sebagian besar teknologi Al menggunakan data
yang berjumlah besar termasuk data pribadi yang digunakan untuk bahan pelatihan
Al Pasal 10 UU PDP menyatakan bahwa setiap subjek data pribadi berhak menolak
keputusan yang diambil semata-mata berdasarkan proses otomatis, termasuk

pemrofilan,®®

apabila keputusan tersebut menimbulkan dampak hukum atau
pengaruh signifikan terhadap dirinya, hal ini dapat relevan jika Al dalam proses
data terjadinya kesalahan pemasukkan data.

Kemudian, Pasal 32 ayat (1) UU PDP memberikan kewajiban untuk

pengendali data dan prosesor data, hal ini relevan dengan Al yang dapat digunakan

200 pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

201 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
202 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
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untuk mengelola data pribadi, pasal tersebut menyatakan bahwa Pengendali Data
Pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data atas data pribadinya yang
diproses, termasuk riwayat pemrosesannya, selama masa penyimpanan data
tersebut.??> Selain itu, pada pasal 33 menyatakan bahwa pengendali data pribadi
dapat menolak permintaan perubahan data pribadi oleh subjek data apabila
perubahan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum atau mengganggu
integritas proses pemrosesan data seperti terjadinya kebocoran data,
membahayakan keamanan bagi subjek data pribadi.?**

Seperti yang diketahui, pada pasal 34 UU PDP menyatakan bahwa
pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data
pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap
subjek data pribadi seperti pengambilan keputusan otomatis, penggunaan teknologi
baru, dan lainya yang dapat membayakan subyek data pribadi.’*> ketentuan ini
merupakan tindakan preventif yang mana dapat dicocokan dengan Al yang
memiliki kemampuan pengambilan keputusan secara otomatis. Lanjut, pada pasal
35 UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga dan
menjamin keamanan data yang diproses, dengan menyusun dan menerapkan
langkah teknis serta operasional untuk mencegah pemrosesan yang melanggar

hukum, serta menetapkan tingkat keamanan berdasarkan jenis dan risiko data yang

203 Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data
Pribadi

204 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
205 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
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diproses,?® ketentuan ini memberikan perlindungan bagi subjek data pribadi agar
keamanan datanya terjamin dalam teknologi Al.

Adapun larangan dalam penggunaan data pribadi tercantum pada pasal 65
UU PDP menyatakan Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh,
mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan Data Pribadi milik orang lain
untuk keuntungan pribadi atau pihak lain jika dapat merugikan pemilik data
tersebut,’”’ ketentuan ini menjadikan jaminan bagi penggunaan Al yang
disalahgunakan dalam proses hukum yang terjadi. Walaupun UU PDP dapat
dijadikan dasar hukum yang bagus untuk penggunaan Al, namun UU ini belum
secara tegas mengatur isu-isu khusus terkait Al layaknya mengotomisasi untuk
mengambil sebuah putusan, pemrofilan, dan perhitungan algoritma kekosongan
aturan spesifik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum yang dapat
memperlambat efektivitas pengaturan hukum serta pelaksaannya.?’® Umumnya,
teknologi Al dalam perlaksanaan kerap kali memerlukan pengiriman data pribadi
keluar negeri, namun peraturannya belum secara khusus memanajemen pengiriman
data dalam konteks penggunaan Al 2%

Beberapa pasal dalam UU AAPS yang cocok penggunaan Al pada arbitrase
Indonesia yakni pada pasal 1 angka 10 UU AAPS yang menyatakan bahwa APS
merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dilakukan

berdasarkan kesepakatan para pihak dengan berbagai macam metode, maka dalam

206 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

207 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

208 Loso Judijanto dkk., “Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap
Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia,” Sanskara Hukum dan HAM 3, no. 02
(31 Desember 2024): 68—76, https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.498. HIm. 73.

29 Ibid.
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hal ini bila kesepakatan para pihak menyetujui penggunaan Al dalam proses
arbitrase dimungkinkan dapat terjadi penggunaan Al dalam menyelesaikan
sengketa’!®, Lanjut, pada pasal 5 ayat (1) UU AAPS menyatakan bahwa arbitrase
hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang mana hak sepenuhnya
berada di bawah kendali para pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang
berlaku.?!! Dalam ketentuan tersebut, apabila para pihak bersepakat secara tertulis
penggunaan Al, maka hal tersebut sah secara hukum dan dapat menerapkan prinsip
otonomi kontraktual. Menurut Mulyadi, otonomi kontraktual memberikan hak
kepada para pihak untuk menyusun dan membuat perjanjian sesuai kesepakatan
mereka, selama kewajiban yang disepakati tidak bertentangan dengan hukum atau
hal-hal yang menyimpang.>'?

Dalam menetapkan beracara dapat ditentukan para pihak yang hal ini
didukung oleh pasal 31 ayat 1 UU AAPS yang menyatakan bahwa para pihak yang
terikat secara tertulis dapat menentapkan tata cara arbitrase yang akan digunakan
dalam penyelesaian sengketa dengan syarat tidak menyimpang dari aturan UU
AAPS, ketentuan ini dapat mendukung penggunaan Al dalam beracara arbitrase
dengan persetujuan para pihak yang bersengketa.’!® Lanjut, pada pasal 36 UU

AAPS menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara tertulis

210 pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

211 Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

212 Mohammad Zamroni, “Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam
Perspektif Historis,” Perspektif Hukum, 20 November 2019, 284-306,
https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.113. Hlm. 289.

213 Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
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ataupun lisan jika disetuji oleh para pihak,>'* maka dalam ketentuan ini AI dapat
digunakan untuk mendukung analisis hukum dan faktual, tanpa mengurangi
finalitas dan kekuatan hukum dari putusan yang tetap ditandatangani oleh manusia
sebagai arbiter.

Bedasarkan pernyataan diatas, bahwasanya dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penggunaan Al
dalam sektor hukum khususnya arbitrase di Indonesia yang masih ditahap
pelaksaanaan secara ODR, meskipun terdapat SEMA Mekominfo terkait etika Al
masih kurang untuk mengatasi perkembangan Al yang semakin pesat
perkembangannya dari segi prosedur, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap
Al. Melihat itu seperti, regulasi dan inovasi yang mana regulasi disusun untuk
menyesuaikan dengan dinamika kegiatan masyarakat, sementara inovasi hadir
untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kehidupan yang lebih baik, oleh karena
itu regulasi berperan dalam mengawasi perkembangan inovasi, termasuk
penggunaan data yang banyak digunakan, sementara inovasi bisa mendorong
efektivitas penerapan hukum, khususnya dalam mengolah data dalam jumlah

besar.?!?

214 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

215 Nur Muharrikatiddiniyah dan Elfrida Ratnawati, “Pentingnya Perlindungan Hukum Dan
Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan,” As-Syar’i: Jurnal
Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 1 (2024): 621-35, https://doi.org/10.47467/as.v611.5423.
Hlm. 625.
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Regulator dapat mengadopsi beberapa peraturan Al dari berbagai negara

diantaranya yaitu:

1.

5.

Uni Eropa yang mengatur Al Act Uni Eropa yang secara eksplisit mengatur
kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko. Regulasi ini menunjukkan
pendekatan proaktif Eropa dalam menjamin integrasi teknologi dengan
tetap menjaga nilai-nilai demokratis, hak asasi manusia, dan perlindungan
para pihak dalam lingkungan digital.

Arbitrase Amerika Serikat JAMS telah mengembangkan pendekatan dan
pedoman khusus untuk menangani sengketa yang melibatkan teknologi Al,
baik sebagai objek sengketa maupun sebagai alat yang digunakan dalam
proses arbitrase atau mediasi. JAMS menangani kasus seperti Hak kekayaan
intelektual (IP) terhadap algoritma atau data, kerusakan atau tanggung
jawab akibat penggunaan Al, transparansi sistem Al dan interpretabilitas,

kerahasiaan dan kepemilikan atas data pelatihan atau model Al.

Manfaat Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Arbitrase di
Indonesia

Dalam penggunaan Al di sektor hukum telah banyak digunakan oleh negara

Amerika dan Uni Eropa yang dimanfaatkan untuk membantu para penegak hukum

atau pengacara, Al memiliki kemampuan guna memudahkan pekerjaan penegak

hukum untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan yang pada umumnya hal

tersebut dilakukan oleh praktisi hukum dengan cara manual, kemampuan Al juga

dapat menganalisis perkara-pekara hukum, dan mengolah perkara hukum seperti

129



perjanjian kontrak.?!'® Disamping itu, penggunaan Al dalam penyelesaian sengketa
arbitase dengan kecanggihanya dapat menganalisis data, dan memprediksi putusan
dengan akurat yang mana arbiter diberikan kemudahan untuk mengidentifikasi pola
perilaku dan cara berpikir manusia yang kompleks sehingga dapat mencegah
adanya tantangan baru di masa yang akan datang.?!’

Penggunaan sistem AI memerlukan pembelajaran pola melalui data
sehingga dapat teruji kemampuannya dikarenakan Al yang teruji kompetensinya
dapat meminimalkan resiko dari perilaku bias manusiawi dan menyediakan hasil
perkara hukum yang lebih objektif, tentunya tetap adanya kekhawatiran dari sistem
dari segi etika hukum, transparasi, dan proses pengambilan maka dari itu dalam
penggunaan Al harus dilatih dengan benar.?!® Dengan kompetensi Al ini,
penggunaan Al dalam arbitrase memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dapat
menimbulkan respon positif dari para pihak, peningkatan kualitas keadilan, dan
kepuasan para pihak.

Kemampuan dari teknologi Al dibuat untuk membantu arbiter menjalankan
tugasnya, terdapat 3 (tiga) tujuan utama tambahan yang luas bagi arbiter yaitu:?!’

1. Alat Bantu Untuk Manajemen Kerja: Al telah dikembangkan menjadi

asisten perencanaan cerdas yang dirancang untuk berinteraksi dengan para

216 Paulus Wisnu Yudoprakoso, “KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)
SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA
MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA,” Simposium Hukum Indonesia 1,
no. 1 (12 Juni 2019): 450-61. Hlm. 454.

27 Setiawati dkk., “Transformasi Teknologi Dalam Hukum Dagang Internasional.” Hlm.
225.

218 Ibid.

29 Said Gulyamov dan Mokhinur Bakhramova, “DIGITALIZATION OF
INTERNATIONAL ARBITRATION AND DISPUTE RESOLUTION BY ARTIFICIAL
INTELLIGENCE,” World Bulletin of Management and Law 9 (25 April 2022): 79-85. Hlm. 80-82.
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pihak melalui email dan memanfaatkan pembelajaran mesin. Sistem ini
membantu agen virtual dalam menjadwalkan pertemuan secara efisien,
dengan memperhitungkan waktu, lokasi, dan pihak yang tepat untuk
menyampaikan informasi. Selain itu, sistem penjadwalan ini terhubung
langsung dengan kalender pengguna dan dapat secara otomatis
mengidentifikasi waktu yang sesuai berdasarkan isi email, termasuk
menentukan jadwal, peserta, dan tempat pertemuan secara optimal.

Sejalan dengan itu, sistem ini dapat diperbarui dengan integrasi
teknologi lain dan mendukung kolaborasi melalui jaringan perencanaan
yang terhubung ke berbagai kalender. Penggunaan asisten cerdas
memungkinkan terbentuknya sistem perencanaan terintegrasi yang
berpotensi melibatkan lembaga arbitrase dalam kerangka arbitrase
institusional. Asisten ini dapat membantu menentukan lokasi pertemuan
yang tepat serta mengidentifikasi tanggal yang memungkinkan untuk
pengajuan oleh arbiter atau para pihak, dengan mempertimbangkan beban
kerja masing-masing hal yang krusial dalam pengelolaan setiap perkara.

. Alat Bantu Untuk Menganalisisa Data dan Fakta: Sistem Al dalam
pengelolaan dokumen hukum dan meninjau data menerapakan sistem NLP
dan Optical Character Recognition (OCR) yang dapat menghasilkan
pengumpulan data lebih akurat, dan penggunaan transkripsi melalui Al
menjadi lebih baik. Mengingat, permasalahan sistem di arbitrase
konvesional menjadi semakin kompleks seperti arbiter yang kesulitan dlam

meninjau dokumen hukum yang terlalu banyak menjadikan beban kerja bagi
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arbiter itu sendiri. Pemanfaatan Al sangat mendukung bagi arbiter guna

mempermudah pekerjaan dan efesiensi waktu bagi para pihak,

kemungkinan kinerja arbiter dalam tugasnya semakin meningkat
disebabkan dapat memanfaatkan Al dalam arbitrase seperti aplikasi untuk
layanan konsultasi dan penasihat hukum diantaranya yaitu E-Brevia, ROSS,

Everlaw, dan DISCO.

3. Alat Bantu Untuk Pengambilan Keputusan: Aplikasi yang disebutkan
sebelumnya berperan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh
arbiter. Dengan menganalisis data yang tersedia, aplikasi ini membantu
arbiter membuat keputusan yang lebih tepat dan objektif. Selain itu,
penggunaan aplikasi tersebut meningkatkan legitimasi putusan yang
diambil, karena didasarkan pada alat bantu analisis data prediktif dan data
keputusan.

Penggunaan Al dalam pembuatan berkas hukum juga membuka kesempatan
besar bagi sistem hukum di Indonesia khususnya arbitrase yang mana kecanggihan
Al dapat menghemat waktu dan biaya, memperluas akses terhadap layanan hukum,
dan mendorong inovasi pada sektor praktik hukum, terdapat beberapa kategori Al
dapat menjadi motor penggerak perubahan di bidang hukum Indonesia, yaitu:**°
a) Pengoptimalan Praktik Hukum dan Biaya: Berdasarkan laporan Deloitte,

penerapan Al dalam kegiatan hukum berpotensi mempercepat proses

pembuatan berkas hukum dengan akurasi 60% dan menekan biaya

220 Atiyah Atiyah dkk., “Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang
Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia,” Indonesian Journal of Islamic
Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, mno. 2 (18 Mei 2025): 1283-99,
https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1113. Hlm. 1292-1293.
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b)

d)

prosedural mencapai 30%. pengoptimalan tersebut memberikan peluang
bagi praktisi hukum untuk mengalokasikan tenaga kerja pada kegiatan
hukum yang bersifat substantif dan bernilai strategis, termasuk dalam
menganalisis yuridis dan penyuluhan hukum.

Penguatan Inklusivitas Sistem Peradilan: Pemanfaatan AI dalam sektor
hukum berpotensi memperluas akses masyarakat dalam bantuan hukum dan
pelayanan hukum terutama di wilayah pelosok atau kurangnya infrastruktur
bantuan hukum, dengan cara menggunakan sistem -elektronik yang
mengadalkan internet atau daring yang mana subjek hukum bisa
mendapatkan berkas hukum tanpa memerlukan interaksi fisik ditempat
dengan advokat.

Kerjasama Sektor Pendidikan dan Hukum: Pemanfaatan Al dalam bidang
hukum membuka ruang kerja sama strategis antara institusi pendidikan
tinggi hukum dan pelaku industri teknologi. Perguruan tinggi layaknya
Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada telah merancang
pembelajaran hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi,
termasuk pengenalan terhadap inovasi legal technology dan kecerdasan
buatan. Sinergi tersebut merupakan langkah sistemik dalam mencetak
sumber daya manusia hukum yang memiliki kompetensi digital serta
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sistem hukum modern berbasis
teknologi.

Berkembangnya Ekosistem Teknologi: Untuk menghadapi tantangan

perkembangan ekosistem digital dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah
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dan swasta guna memperkuat sistem teknologi di Indonesia karena dalam
perkembangan ekosistem ini dibutuhkannya pendanaan besar agar
pembangunan teknologi dibuat dengan baik terutama di wilayah yang
pelosok, dan perlunya regulasi mengatur untuk kepastian hukum dan
pengoptimalan pembangunan ekosistem teknologi.

e) Memajukan Sistem Pembelajaran dan Pembekalan Keahlian AI: Dalam
penggunaan Al di sektor hukum dibutuhkannya pembelajaran dari segi
kurikulum dan pembekalan keahlian AI guna mengembangkan Al yang

bermanfaat dan tidak terjadinya suatu kerugian yang besar.

6. Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999

Penerapan Al dalam arbitrase di Indonesia apabila dilaksanakan dapat

didukung oleh beberapa pasal dalam UU AAPS, diantaranya yaitu:

1) Pasal 4 ayat (3) UU AAPS yang menyatakan bahwa arbitrase dapat
dilaksanakan dokumen dan sarana komunikasi lainya yang disepakati
para pihak, hal ini dapat dijadikan dasar hukum dalam penggunaan Al
di arbitrase selama disepakati oleh para pihak.

2) Pasal 9 UU AAPS menyatakan bahwa perjanjian arbitrase dilakukan
secara tertulis dan memuat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan
sengketa di arbitrase, ketentuan ini memberi kesempatan bagi para pihak
untuk memasukkan kesepakatan penggunaan Al atau teknologi digital

tertentu sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sebab melihat
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kemanfaatan dari Al yang dapat mengoptimalkan waktu dengan cepat
dan biaya murah.??!

3) Pasal 20 UU AAPS yang menyatakan bahwa apabila arbiter tidak
memberi keputusan dalam waktu yang telah ditentukan maka arbiter
dapat dikenai sanksi, melihat ketentuan ini keunggulan Al salah satunya
dapat memprediksi putusan dengan kemampuan tersebut, arbiter dapat
menggunakan Al dalam praktik arbitrase guna memberikan kepastian
bagi para pihak.???

4) Pasal 46 UU AAPS yang menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa
dilanjutkan bila tidak adanya perdamaian antara para pihak,???
Ketentuan ini dapat memberikan peluang terhadap Al untuk digunakan
pada praktik arbitrase dikarenakan keunggulan AI dapat memberikan
rekomendasi perdamaian yang cocok untuk para pihak. Bedasarkan hal
tersebut, penggunaan Al memiliki kegunaan serta manfaat dalam
penyelesaian sengketa arbitase yang menjadi pokoknya efesiensi proses
arbitase, penyelesaian sengketa menjadi cepat dan biaya hemat, serta
dalam pengambilan keputusan terdapat dasar yang objektif untuk
pertanggung jawaban bagi arbiter maupun para pihak yang terkait dalam

proses dan keputusan yang telah dibuat.

221 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

222 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

223 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
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Bedasarkan peraturan dan kemanfaatan terkait penggunaan Al dalam
arbitrase di Indonesia dibutuhkannya pengaturan hukum yang baru agar tidak
terjadinya kekosongan hukum, dan penggunaan Al dalam arbitrase dapat banyak
membantu proses arbitrase di Indonesia. Hal tersebut, sejalan dengan teori hukum
pembangunan yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai cerminan
normatif sekaligus konkretisasi yuridis atas nilai-nilai sosial yang berkembang dan
hidup dalam struktur masyarakat, yang mana hukum dijadikan sebagai sarana
pembaruan sosial, khususnya dalam masyarakat yang tengah mengalami
percepatan pembangunan dan perubahan struktural.’>* Tentunya, adanya
pengaturan hukum dapat mendorong transformasi masyarakat ke arah yang lebih
progresif, melalui pembentukan norma yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan
ketertiban, dalam dinamika masyarakat Indonesia yang tengah mengalami
perubahan hukum dituntut untuk berperan aktif sebagai instrumen normatif yang
mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan dan agenda
perubahan sosial.?%

Sedangkan, menurut teori Lex Informatica sebagai kerangka normatif yang
adaptif, Lex Informatica mampu mengakomodasi kebijakan pengelolaan informasi
dalam rangka menunjang penggunaan Al dalam arbitrase di Indonesia, sekaligus
mengurangi potensi konflik hukum dan ketidakpastian yang inheren dalam tataran
praktik, melihat Lex Informatica menjadi paradigma regulatif berbasis teknologi

telah memberikan solusi mutakhir atas tantangan yang dihadapi sistem hukum

224 Nor Fadillah, “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam
Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN),” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1
(24 Agustus 2022): 45-65, https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559. Hlm. 53.

225 Ibid. 54.
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positif, terutama dalam aspek pengaturan teknologi Al, pengendalian distribusi, dan
penyalahgunaan data pribadi.??°

Hukum memiliki kapasitas untuk membentuk pendekatan regulatif terhadap
aktivitas dan perilaku masyarakat, strategi pengaturan yang secara tidak langsung
memberikan stimulus terhadap pembentukan norma dalam kerangka Lex
Informatica misalnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan
larangan atau kewajiban tertentu, seperti pelarangan membocorkan data pribadi
atau penggunaan Al yang merugikan para pihak, aturan mengenai perilaku tersebut
dapat menjadi fondasi bagi Lex Informatica dalam memastikan kesesuaian dengan
praktik dan standar normatif yang berlaku. Dengan demikian, norma-norma teknis
yang dihasilkan dari pendekatan ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum di ruang digital.?*’

B. Implikasi Hukum Artificial Intelligence Dalam Penyelesaian Sengekata

Arbitrase

1. Kelemahan Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Bidang Hukum
Ada beberapa kelemahan dalam penggunaan Al di sektor hukum, diantaranya
yaitu:
1) Transparansi: teknologi Al dalam prosesnya menerapkan sistem Black Box

yang mana sistem ini saat proses pembuatan keputusan tidak dapat diketahui

226 Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli, “Tinjauan Yuridis
Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN,” Jurnal Indonesia Sosial
Sains 2, no. 8 (2021): 1239-58, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.382. HIm. 1248.

227 Ibid.
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2)

3)

4)

5)

alasanya dasar mengambil putusan tersebut, sistem ini dapat
menyebabkannya keraguan dalam masyarakat untuk menggunakan Al.
Bias Algoritmik dan Diskriminasi: algoritma Al agar kemampuanya dapat
berkembang dibutuhkan pemasukkan data, hal ini berpotensi menujukkan
keberpihakan sehingga terjadi suatu diskriminasi oleh golongan tertentu
seperti teknologi pengenalan wajah sering kali lebih efektif digunakan untuk
orang yang berkulit putih dibandingkan yang berkulit hitam.

Privasi dan Keamanan Data: penerapan Al dalam membantu sektor hukum
diperlukannya pemasukkan data yang mana dapat terjadinya kebocoran
privasi data secara personal yang berakibat menimbulkan kerugian. Dalam
peraturan di Indonesia hadirnya UU PDP pada praktiknya UU ini masih
memiliki banyak kesulitan.

Akuntabilitas: penggunaan Al dalam praktiknya tidak diketahui secara jelas
mengenai pertanggungjawaban apabila dampak kerugian terjadi pada para
pihak. 2?8

Ketidaktepan Putusan: kekeliruan ini perlu diperiksa secara menyeluruh
yang mana membutuhkan suatu transparasi pada tahap tertentu seperti yang
diketahui bahwa pengambilan putusan yang diproses oleh Al dapat diatur
penggunaannya, sehingga permasalahan tersebut melanggar prinsip

keadilan. %°

Jurnal

228 Nabila Nabila, “Hukum Dan Etika Penggunaan Al Di Era 4.0,” Politika Progresif:
Hukum, Politik Dan Humaniora 2, mno. 2 (28 Mei 2025): 184-92,

https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1746. Him. 188.

229 Emiliya Febriyani, Elza Syarief, dan Triana Dewi Seroja, “Pemanfaatan Artificial

Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan
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2. Implikasi Hukum Pengunaan Artificial Intelligence Dalam Arbitrase di
Indonesia

Adapun implikasi hukum yang dapat terjadi seperti pedelegasian
pengambilan keputusan oleh Al yang mana dampak yang terjadi mengenai
pertanggung jawaban atas keputusan yang telah diserahkan AI tidak diketahui,
peraturan hukum yang ada belum cukup melindungi bagi pihak yang mengalami
kerugian, dan meningkatnya tindakan kejahatan teknologi yang semakin sulit
dibuktikan.*® Dampak buruk yang dapat terjadi mengenai data pribadi yang mana
Al dalam penggunaannya memerlukan data untuk dikelola yang memungkinkan
kebocoran data pribadi dapat dijadikan alat untuk tindak kejahatan guna
memperoleh keuntungan pribadi, sebab itu masyarakat perlu mengetahui dampak
dari penggunaan Al yang berlebihan.?*!

Kemudian, implikasi hukum mengenai para pihak saat memasukkan data
penting ke dalam teknologi Al yang berproses pada penyelesaian sengketa arbitase
diantaranya, diantaranya yaitu:

a) Keamanan dan Pelanggaran Data: Adapun sistem Al sangat sensitif dan
rentan terhadap terjadinya peretasan atau akses yang bersifat ilegal.
bedasarkan hal tersebut, bila terjadi suatu insiden peretasan dapat
menyebakan dampak bagi para pihak yang signifikan, khususnya yang

menjadi perhatian dalam sengketa komersial yang harus melibatkan

Hukum?,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 13, no. 4 (2 Januari
2025): 877, https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i104.p10. Hlm. 888-889.

230 Budi Raharjo, “TEORI ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN (Al),” Penerbit
Yayasan Prima Agus Teknik, 7 Desember 2023, 1-135. Hlm. 29.

21 Ibid. Hlm. 65.
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informasi hak milik. Dalam arbitase memiliki prinsip menjaga kerahasiaan
para pihak dalam penggunaan Al yang menimbulkan kekhawatiran, seperti
dimana data para pihak disimpan, siapa yang memiliki akses masuk
kedalam data, dan tenggat waktu dari data yang disimpan berapa lama.
Bahkan walaupun adanya pengawasan yang ketat tingkat dari kebocoran,
potensinya diretas, dan penyebaran yang secara tidak sengaja akan tetap
ada.

b) Kesalahan Memasukan Data: Penggunaan Al bila tidak diuji dan dilatih
dengan benar dapat menimbulkan salah mengartikan atau menafsirkan data
sensitif berakibat analisis atau keputusan yang timbul menjadi tidak sesuai
atau merugikan. Ketidakakuratan dari salah penafsiran data penting sangat
berpengaruh dalam keputusan arbitrase.

¢) Implikasi Jangka Panjang: Penggunaan Al data para pihak di enkripsi dan
dirahasiakan, akan tetapi terdapat ketidakpastian dalam menjamin
keamananya yang dapat terjadi menghilangkan anonimitas atau
membocorkan data. Sebab hal itu, dalam penggunaan Al harus
memperhatikan dari segi keamanan yang kuat, terdapat protokol
penanganan data yang jelas, dan berkolaborasi dengan lembaga pihak ketiga
yang dipercaya dapat mengurangi resiko dari implikasi yang terjadi’*?

Sesungguhnya, adanya keterbatasan dalam penggunaan Al terutama

ketidakjelasan dan kompleksitas teknologinya, alasan di balik ketidakjelasan model

22 Piotr Wilinski dan Maciej Durbas, “International Commercial Arbitration and
Technology - An Authors’ Interview with Generative Artificial Intelligence,” SSRN Scholarly Paper
(Rochester, NY, 22 Agustus 2023), https://doi.org/10.2139/ssrn.4586473. Hlm. 57.
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ini adalah karena kebanyakan orang tidak memiliki keahlian teknis untuk
memahami alasan di balik keputusan model Al, banyak kasus sistem tersebut
dilindungi oleh kerahasiaan perdagangan, disamping itu transparansi dalam model
Al menunjukkan ketersediaan untuk mendapatkan informasi yang jelas, namun
perolehan hasil tersebut tidak dijelaskan bagaimana atau mengapa klasifikasi
tertentu diperoleh dari data yang diinput.?*3

Selanjutnya, timbul masalah lainya yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi
dokumen yakni Al dalam kemampuannya memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi dokumen atau teks yang dihasilkan, tetapi dalam sistem
tersebut tidak sepenuhnya akurat dalam meneliti suatu dokumen, penting untuk di
ingat bahwa masalah tersebut terjadi karena adanya pihak yang menyalahgunakan
kecanggihan Al untuk membuat bukti dokumenter, foto, atau video palsu apabila
hal itu terjadi di arbitase internasional harus membawa bukti digital yang disertai
dengan mengandalkan pernyataan dari keaslian penasihat atau pendapat ahli untuk
memvalidasi bahwa dokumen atau bukti digital telah diperiksa dan asli dalam
proses persidangan arbitase.?*

Fenomena tersebut mengakibatkan adanya penentuan subjek hukum yang
bertanggung jawab atas penggunaan Al, peraturan Uni Eropa terkait Al
menitikberatkan terhadap prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penerapan

teknologi tersebut, peraturan hukum Uni Eropa mengatur tentang apabila adanya

233 Azael Socorro Mérquez, “Can Artificial Intelligence Be Used to Appoint Arbitrators?,”
AVANI 1 (2020): 249. Hlm. 269.

234 «Artificial Intelligence in Arbitration: Evidentiary Issues and Prospects,” diakses 12 Juli
2024, https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-evidence-in-international-
arbitration/2nd-edition/article/artificial-intelligence-in-arbitration-evidentiary-issues-and-
prospects.
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kesalahan dalam penggunaan Al maka para pihak dapat mengajukan tuntutan ganti
rugi, badan arbitrase dan penyedia teknologi dapat dimintai pertanggungjawaban
atas kejadian tersebut. Suatu peraturan hukum yang terstruktur dan komprehensif
tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para
pihak, melainkan juga sebagai pedoman normatif bagi penyelenggara arbitrase
dalam upaya mitigasi risiko dan pemenuhan prinsip kehati-hatian (due diligence).
Di samping itu, hambatan teknis yang melekat dalam penggunaan kecerdasan
buatan perlu diidentifikasi dan diselesaikan secara proporsional guna menjamin
efektivitas dan kepastian hukum dalam implementasinya.?

Pengembangan sistem Al dalam arbitrase harus diarahkan tidak hanya pada
peningkatan akurasi, tetapi juga pada pemenuhan prinsip transparansi sebagai
bagian dari akuntabilitas hukum. Pengguna Al harus memiliki pemahaman yang
memadai terhadap dasar pertimbangan yang digunakan oleh teknologi tersebut.
perumusan peraturan hukum yang rinci, disertai dengan pengembangan teknologi
yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, menjadi hal yang esensial
untuk mengatasi permasalahan tanggung jawab hukum dan akuntabilitas dalam
penerapan Al untuk tujuan penyelesaian sengketa arbitrase yang sesuai dengan para
pihak. Dalam konteks ini, kerjasama antara regulator, perancang teknologi, dan

badan arbitrase di Indonesia dibutuhkan agar mewujudkan ekosistem hukum yang

235 Evan Sastria dkk., “Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan
Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligent) Dalam Penegakan Diagnosis Pasien Di Rumah Sakit,”
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online) 3, no. 1 (12 Oktober 2024): 735-43,
https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3640. Him. 740-741.
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menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, serta kepastian hukum dalam
pemanfaatan Al secara berkelanjutan.?3

Perlu diketahui, penggunaan Al dalam sektor hukum dapat menimbulkan
perpindahan profesi hukum yang awalnya dilakukan oleh manusia dapat digantikan
oleh Al sebab keuntungan dari menggunakan AI dalam sektor hukum dapat
mengurangi biaya tenaga kerja, tapi disisi lain dapat membuka kesempatan besar
untuk profesi hukum yang lebih kreatif dan progresif.*” Bahkan, penggunaan Al
dalam sektor hukum khususnya arbitrase dapat menggantikan profesi hakim, hal ini
selaras dengan pendapat Hendra Hutabarat yang menyatakan bahwa negara yang
menggunakan sistem common law memiliki peluang untuk Al menggantikan hakim
dikarenakan negara dengan sistem tersebut dalam menghukum penjahat
menerapkan sistem juri untuk menentukan benar atau salahnya, jadi hakim hanya
dijadikan validitas untuk memberi hukuman dengan metode tersebut Al mungkin
dapat digunakan untuk memberi pertimbangan hukum kepada penjahat.?*8

Implikasi regulatif atas penggunaan Al dalam proses arbitrase mencakup
pengaruh signifikan terhadap proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, serta
dinamika hubungan hukum antara arbiter dan para pihak. Dalam konteks ini, sistem
Al diposisikan sebagai instrumen pendukung keputusan yang membantu arbiter

dalam menetapkan putusan maupun merekomendasikan putusan. Namun demikian,

236 Ibid.

7 Ayuni Nilam Cahya, M. Amir Maksum, dan Tubagus Akbar Satria Primadana,
“Transformasi Budaya Hukum Dalam Era Digital ( Implikasi Penggunaan Al Dalam Perkembangan
Hukum Di Indonesia ),” IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora §, no. 2 (1 Juli
2024): 361-73. Hlm. 369.

238 Ekinia Karolin Sebayang, Mahmud Mulyadi, dan Mohammad Ekaputra, “Potensi
Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di
Indonesia,” Locus Journal of Academic Literature Review 3, no. 4 (29 April 2024): 317-28,
https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311. Him. 324.
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pemanfaatan teknologi ini menimbulkan konsekuensi yuridis terkait dengan
tanggung jawab profesional arbiter, terutama apabila keputusan arbitrase diambil
berdasarkan rekomendasi Al. Sebab itu, konstruksi hukum yang mengatur
penggunaan Al dalam praktik arbitrase harus memastikan bahwa teknologi tersebut
tidak menggantikan peran dan tanggung jawab utama tenaga medis, melainkan
tetap berada dalam koridor etika profesi hukum, dan perlindungan terhadap hak-
hak para pihak.?*’

Selanjutnya, implikasi pengaturan penggunaan Al dalam praktik arbitrase
mencakup pertanggungjawaban hukum arbiter atas keputusan arbitrase yang
diambil berdasarkan informasi atau rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem Al.
Dalam perspektif regulasi, hubungan hukum antara arbiter dan para pihak turut
mengalami pergeseran seiring dengan integrasi Al ke dalam proses arbitrase. Para
pihak tetap memiliki hak fundamental untuk memperoleh informasi yang
transparan mengenai cara data pribadi mereka dikumpulkan, diproses, dan
digunakan oleh sistem Al, serta hak untuk memberikan persetujuan secara sadar
dan eksplisit atas keterlibatan teknologi tersebut dalam proses arbitrase maupun
penetapan putusan.’*

Bedasarkan hal tersebut, praktisi hukum dituntut untuk meningkatkan
kompetensi tambahan serta memperdalam pengetahuan terhadap cara kerja

teknologi berbasis Al, guna memastikan pemanfaatannya secara optimal dalam

239 Ni Nyoman Putri Purnama Santhi dan Ni Wayan Eka Damayanti, “Implikasi Hukum
Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Diagnosis Dan Pengobatan Penyakit Dalam
Sistem Kesehatan,” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (29 Juni 2024): 17355—
64, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12625. Him. 9.

2401bid.
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penyelenggaraan bantuan hukum yang adaptif sesuai dengan dinamika
perkembangan masyarakat dan tuntutan transformasi digital. Praktisi hukum wajib
mempersiapkan diri untuk menjalin kerjasama lintas disiplin dengan para ahli dan
spesialis di berbagai bidang keilmuan, serta mengambil peran strategis sebagai
fasilitator dalam pengelolaan kegiatan kompleks yang berlangsung di dalam
ekosistem digital yang bersifat dinamis dan terus berkembang, demi tercapainya
tata kelola hukum yang responsif dan integratif. Sebab itu, kurikulum pendidikan
hukum harus ditingkatkan dengan mempelajari teknologi hukum dan Fakultas
Hukum perlu melakukan peninjauan dan reformulasi terhadap struktur
pembelajaran untuk menjamin kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan era
digital secara kompeten dan profesional.?*!

Selain itu, kecanggihan Al dapat berguna untuk pembuatan kontrak
dikarenakan sistem Al yang memiliki kemampuan untuk menelaah suatu kata yang
salah dan mampu mengubah kedalam bahasa hukum yang baik, lebih dari itu
akurasi yang dilakukan Al dapat lebih baik dari cara konvesional hal ini memberi
implikasi hukum yang baik di sektor hukum.?*? Sebab itu, adanya implikasi yang
buruk bagi profesi hukum dikarenakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan
oleh Al lebih baik dan cepat dari pada manusia, hal ini menandakan dapat terjadinya

peralihan profesi hukum, maka dari itu diperlukannya regulasi untuk melindungi

241 Moch Marsa Taufiqurrohman, “OTOMATISASI DAN KECERDASAN BUATAN
PADA PROFESTI HUKUM: KERANGKA TEORITIS DAN NARASI IDEAL DI MASA DEPAN,”
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 13, no. 2 (31 Agustus 2024),
https://doi.org/10.3333 1/rechtsvinding.v13i2.1735. Hlm. 232.

242 Lu Sudirman dkk., “IMPLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP
PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS,” ADIL: Jurnal
Hukum 14, no. 2 (22 Desember 2023): 112-38, https://doi.org/10.33476/ajl.v14i2.3650. 119-120.
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hak-hak pekerjaan yang dimungkinkan dapat beralih ke Al selaras dengan

pernyataan dari Samuel A. Pangerapan mengatakan bahwasanya dalam penggunaan

Al dapat meniru negara lain yan telah memiliki peraturan yang jelas.**

Bedasarkan implikasi hukum penggunaan Al yang terjadi dalam arbitrase

Indonesia terdapat beberapa pasal dalam UU AAPS yang perlu direvisi guna

menangani implikasi hukum yang terjadi, diantaranya yaitu:

1.

Pasal 1 angka 1 dan 10 UU AAPS: pasal ini menjelaskan bahwa arbitrase
dibuat secara tertulis dengan kesepakatan para pihak dari penunjukan
arbiternya hingga proses beracara arbitrase. Ketentuan ini menandakan
penggunaan Al dapat dilaksanakan dalam praktik arbitrase di Indonesia
untuk memberi rekomendasi, mengelola dokumen, dan dimungkikan dapat
memprediksi putusan namun keputusan tetap dilakukan oleh arbiter
dikarenakan Al bukan subjek hukum. Ketentuan ini perlu diubah
menjadikan Al sebagai alat bantu dalam proses arbitrase untuk
memudahkan para pihak, namun dalam penggunaannya tetap diberikan
batasan seperti Al hanya dapat menjadi alat bantu bukan sebagai pembuat
putusan.

Pasal 4 UU AAPS: Pasal ini membahas tentang kebebasan para pihak
menentukan forum komunikasi dalam arbitrase, pasal ini membuka ruang
bagi para pihak untuk menyepakati penggunaan Al dalam proses arbitrase
sepanjang tertuang dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan ini tentunya harus

diubah apabila proses komunikasi dibantu Al, maka harus Al yang

243 Ibid.
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digunakan dalam proses arbitrase sudah teruji akan kualitasnya dalam
membantu proses komunikasi arbitrase, dan pemilihan teknologi Al harus
ditentukan mana saja yang diperbolehkan untuk proses komunikasi
arbitrase.

. Pasal 18 UU AAPS: pasal ini menjelaskan bahwa arbiter memberitahukan
mengenai aspek-aspek yang akan mempengaruhi putusannya. Ketentuan
ini, memberikan hak kepada arbiter agar terhindar dari kendala yang dapat
menggangu independensinya. Ketentuan ini perlu direvisi apabila Al
digunakan dalam arbitrase, jadi penggunaan hanya sebatas untuk
memberikan rekomendasi putusan atau sebagai alat bantu untuk arbiter
manusia, disertai adanya pengawasan khusus agar tidak melanggar prinsip
due process, dan putusan akhir tetap pada arbiter manusia.

. Pasal 27 UU AAPS: pasal ini menjelaskan tentang proses beracara harus
bersifat tertutup dalam hal ini apabila para pihak menentukan proses
beracara menggunakan Al maka penggunaan Al harus menjamin
kerahasiaan data dan selaras dengan prinsip kerahasiaan arbitrase, terutama
teknologi Al yang memiliki kemampuan otomatisasi guna tidak
menimbulkan dampak buruk yang terjadi.

. Pasal 31 ayat 1 UU AAPS: pasal ini membahas tentang kebebasan para
pihak untuk menentukan proses beracara arbitrase, yang mana ketentuan ini
menandakan Al dapat digunakan para proses arbitrase seperti peninjaun
dokumen hukum, dan penerjemahan otomatis. Ketentuan ini perlu adanya

regulasi tambahan bahwa teknologi Al harus teruji terlebih dahulu dalam
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membantu proses arbitrase, hal ini jadi membatasi teknologi Al yang sudah
teruji.

. Pasal 36 UU AAPS: pasal ini menjelaskan tentang pemeriksaan sengketa
dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, dan pemeriksaan secara
lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh
arbiter. Ketentuan ini perlu direvisi apabila Al digunakan untuk
mengidentifikasi dokumen harus disertai pengawasan manusia atau ahli
khusus agar tidak terjadinya kekeliruan dalam meneliti dokumen, dan
menghindari pihak yang menyalahgunakan teknologi Al.

. Pasal 70 UU AAPS: pasal ini menjelaskan tentang putusan arbitrase dapat
dibatalkan apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,
setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah
putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang
disembunyikan oleh pihak lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Ketentuan ini perlu direvisi apabila Al digunakan dalam proses arbitrase
dikarenakan implikasi dari Al dalam membuat putusan adanya
ketidakjelasan alasan rekomendasi putusan dibuat, jadi Al diwajibkan
transparansi dalam membuat putusan. Apabila AI menghasilkan putusan
tanpa transparansi, dan diketahui mengandung bias, error, atau manipulasi
algoritmik, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tipu muslihat atau
kekeliruan prosedural. Penggunaan Al harus diberikan pengawasan manusia

agar tidak berpotensi menggugurkan putusan arbitrase.

148



Dalam menghadapi implikasi hukum terkait data para pihak dapat

dilengkapi dengan UU PDP halnya sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pasal 5-9 UU PDP: pasal ini menjelaskan hak subjek data pribadi yang
memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas,
memperbaiki, hingga penghapusan data yang dilakukan oleh pengendali
data. Dalam hal ini pemilik data memiliki hak untuk mengakses,
memperbaiki, dan meminta penghapusan data yang diproses melalui sistem
Al

Pasal 10 ayat (1) UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang subjek data pribadi
memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan
keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, yang
menimbulkan dampak signifikan terhadap subjek data pribadi. Ketentuan
ini menjadi memberikan hak kepada para pihak untuk melakukan keberatan
atas proses otomatisasi yang dilakukan Al.

Pasal 12 ayat (1) UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang subjek data pribadi
memiliki hak untuk menggugat atau menerima ganti rugi atas pelanggaran
data pribadi miliknya. Ketentuan ini memberikan perlindungan data para
pihak atas kebocoran data yang dilakukan oleh Al.

Pasal 21 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang pemrosesan Data Pribadi
yang dilakukan oleh pengendali data pribadi yang mewajibkan untuk
memberikan informasi tentang legalitas dari pemrosesan Data Pribadi,
tujuannya, hak subjek data pribadi, dan perubahan informasi harus diketahui

subjek data pribadi. Ketentuan ini relevan dengan penggunaan Al yang
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g)

mana harus diketahui kemampuan dan legalitasnya sehingga adanya
transparansi dan tidak menimbulkan kerugian para pihak.

Pasal 22 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang persetujuan pemrosesan
data harus bedasarkan kesepakatan secara tertulis atau terekam. Ketentuan
ini mewajibkan para pihak untuk membuat perjanjian dalam penggunaan Al
sehingga tidak terjadinya disinformasi.

Pasal 34 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang Pengendali Data Pribadi
wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek
Data Pribadi seperti pengambilan keputusan secara otomatis, pemasukkan
data dalam skala besar, penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data
Pribadi, dan penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi.
Ketentuan ini mewajibkan kepada pemilik teknologi AI melakukan
pengujian kompetensi terlebih dahulu guna Al tidak menimbulkan kerugian
bagi para pihak.

Pasal 35 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang Pengendali Data Pribadi
wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang
diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis
operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data
Pribadi yang bertentangan, dan penentuan tingkat keamanan Data Pribadi
dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus

dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Ketentuan ini sebenarnya
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h)

)

memberikan kewajiban terhadap entitas Al untuk menjamin keamanan data
agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi para pihak.

Pasal 36 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang kewajiban pengendali data
untuk menjaga kerahasian subjek data pribadi. Ketentuan ini mewajibkan
kepada entintas Al untuk menjaga kerahasian privasi data para pihak.

Pasal 37 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang pengendali data untuk
memberikan pengawasan terhadap pemerosesan data. Ketentuan ini
mewajibkan entitas Al memberikan pengawasan saat pemasukkan data para
pihak agar tidak terjadinya interpretasi data para pihak.

Pasal 43 UU PDP: pasal ini menjelaskan tentang pengendali data wajib
melakukan penghapusan data pada saat tujuan pemerosesan data telah
tercapai, permintaan dari pemilik data, atau data diperoleh dari cara
melawan hukum. Ketentuan ini memberikan perlindungan data para pihak
agar tidak terjadinya kebocoran data setelah tujuannya tercapai.

Sesungguhnya, dalam menyikapi implikasi hukum yang terjadi harus

dilakukanya pembentukan peraturan hukum yang spesifik tentang Al yang memuat
pengertian, perlindungan, pengawasan, dan etika. Adapun peraturan Al yang
spesifik telah diterapkan oleh Uni Eropa yang mana mengatur resiko penggunaan
Al dari yang terkecil hingga terbesar, dan mengatur batasan penggunaan Al,
peraturan ini dapat diadopsi Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan
pemerintah dan masyarakat Indonesia, keuntungan memiliki peraturan tentang Al

memberikan dampak signifikan seperti terlindunginya hak-hak pribadi maupun
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golongan, pendoman penggunaan Al menjadi jelas untuk pengguna ataupun
pembuat A 24

Disamping harus adanya peraturan, tentunya SDM bagi penggunaan Al
harus ditingkatkan kualitasnya seperti adanya pelatihan bagi pegawai pemerintahan
atau pemangku kepetingan guna memberikan pengetahuan, pengalaman, dan
memanajemen resiko yang dilakukan Al. Dihadirkanya mekanisme pemeriksaan
dan pengawasan secara berkala guna penggunaan Al dapat dievaluasi secara aktif
dan mengurangi resiko atau dampak negatif dari penggunaan AI sehingga
pemerintah menciptakan lingkungan yan berbasis Al yang baik sesuai aturan dan
etika.?®

Bedasarkan implikasi hukum diatas, teknologi Al harus diatur secara rinci
mengenai fungsi dan kegunaanya dikarenakan ketidakjelasan aturan penggunaaan
Al dapat menimbulkan kerugian para pihak. Hal ini selaras dengan teori Code is
Law yang mana kode merupakan arsitektur dari internet atau teknologi Al, kode
ini dapat membatasi tindakan individu melalui cara-cara teknologi, Implementasi
arsitektural pada platform AI bergantung pada pilihan-pilihan spesifik dari para
perancang platform, yang bertujuan untuk mendorong atau mencegah jenis-jenis
tindakan tertentu, dapat dikatakan bahwa setiap artefak teknologi dapat dirancang

secara cermat dengan muatan aturan untuk mencegah perilaku tertentu.?4°

244 Muh Faisal, “Regulasi Dan Tantangan Hukum Penggunaan Al Di Sektor Publik Dalam
Risiko, Akuntabilitas, Dan Kebijakan Strategis,” CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian
Ilmiah 2, no. 1 (21 Januari 2025): 109-16, https://doi.org/10.62335/n1prjk86. Hlm. 113-114.

25 Ibid.

246 Primavera De Filippi dan Samer Hassan, “Blockchain Technology as a Regulatory
Technology: From Code is Law to Law is Code” (arXiv, 8 Januari 2018),
https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.02507. Hlm. 4-5.
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Faktanya, artefak teknologi kerap kali digunakan kembali dengan cara yang
berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan yang berubah. Oleh karena itu,
implikasi dari suatu teknologi tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa
memperhitungkan konteks sosial dan historis di mana teknologi tersebut beroperasi.
Pada akhirnya, bukan desain teknologinya semata, melainkan cara teknologi
tersebut diadopsi dan digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang akan
menentukan dampak sosial dan peraturannya.’*’ menurut teori code is law
menyatakan bahwa pemahaman kolektif terhadap mekanisme kerja kode sebagai
instrumen pengatur teknologi, kode membentuk fondasi utama dalam interaksi
masyarakat dengan dunia digital, berbeda dengan manusia kode tidak memiliki
kemampuan untuk mempertimbangkan secara bijaksana, sehingga struktur tata
kelola berbasis otomatisasi berpotensi mengubah hakikat hukum dalam ruang
siber.?*8

Kode memiliki kapasitas untuk menanamkan bahkan menggantikan nilai-
nilai konstitusional yang melekat dalam tradisi hukum kita, upaya untuk menjaga
agar nilai-nilai tersebut tidak tereliminasi hanya dapat dilakukan melalui kesadaran
dan pemahaman kritis terhadap entitas utama yang kini menjadi regulator ruang
digital yakni kode itu sendiri. Disamping itu, kode bersifat dinamis dan dapat
dimodifikasi, maka secara normatif, kode memiliki potensi untuk diatur secara
efektif atau dapat dikatakan bahwa kode merupakan instrumen regulatif yang dapat

diarahkan dan dibentuk melalui intervensi hukum untuk menjamin keseimbangan

247 Ibid.
248 “Client Alert:,” diakses 30 Juni 2025, https://www.quinnemanuel.com/the-
firm/publications/code-is-law/.

153



antara kebebasan dan keamanan dalam ruang digital.>** Adanya kode tersebut agar
pemanfaatan penggunaan Al dapat maksimal digunakan dalam proses arbitrase di
Indonesia.

Sedangkan, menurut teori Lex Informatica hadir sebagai suatu konsepsi
hukum yang menekankan urgensi pembentukan kerangka normatif baru guna
menjawab tantangan khas serta kompleksitas hukum yang ditimbulkan oleh
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini melintasi berbagai
bidang hukum seperti hukum privasi, perlindungan data pribadi, keamanan siber,
perdagangan elektronik, hak digital, serta pengaturan transaksi elektronik. Lex
Informatica bertujuan untuk merumuskan norma hukum, asas, dan ketentuan
regulatif yang menjadi pedoman dalam penggunaan, pengelolaan akses, serta
perlindungan atas informasi dan teknologi digital secara adil, aman, dan

akuntabel.?*’

29 Ibid.

250 Ferdinand Lisaldy, Ismail, dan Dewi Iryani, “Lex Al sebagai Tata Kelola Kecerdasan
Buatan Sui Generis di Indonesia,” Technology and Economics Law Journal 3, no. 1 (11 Februari
2024), https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.n01.1051. Hlm. 437.
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A.

BAB 1V
PENUTUP
Kesimpulan

Adapun penulis setelah mendeksripsikan uraian perumusan masalah yaitu

faktor-faktor penyebab yang menjadikan pengaturan penggunaan artificial

intelligence (Al) dalam penyelesaian sengketa arbitase di Indonesia urgent

dilakukan di indonesia, dan implikasi hukum penggunaan Al dalam penyelesaian

sengketa arbitrase Indonesia, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Faktor-faktor penyebab pengaturan penggunaan Al dalam arbitrase di
Indonesia menjadi penting, yaitu: Pertama, faktor ugensi pengaturan Al
melihat dari pengaturan penggunaan Al dalam arbitrase di berbagai negara
seperti Uni Eropa dan Arbitrase Amerikat Serikat (JAMS) dapat
memberikan kepastian hukum, melindungi kerahasiaan para pihak,
kejelasan  mekanisme  pemeriksaan  terhadap  objek  sengketa,
mengklasifikasi mitigasi risiko dari yang terkecil hingga terbesar,
membatasi penggunaan Al berisiko tinggi, menetapkan standar transparansi
yang wajib dipenuhi oleh sistem Al dengan mengungkapkan secara
transparan ringkasan data pelatihan yang digunakan, penggunaan Al
menjadi etis dan efisien, adanya tanggung jawab hukum akibat penggunaan
Al, memberikan sanksi berupa denda yang besar, dan adanya pengawasan
terhadap sistem Al untuk mengevaluasi dan pengujian sebelum sistem

tersebut diitmplementasikan. Kedua, penggunaan Al dalam praktik arbitrase

155



di Indonesia dapat mengefesiensi proses arbitrase, penyelesaian sengketa
menjadi cepat dan biaya murah, Al mampu menganalis dokumen hukum,
memberikan rekomendasi solusi untuk para pihak secara akurat, dan dapat
digunakan untuk memprediksi putusan arbitrase.

Penggunaan Al dalam arbitrase memiliki beberapa kelemahan seperti bias
algoritma, tidak transparansi, kebocoran data pribadi, peralihan profesi
hukum, dan kesalahan interpretasi data yang menyebabkan terjadinya
kesalahan dalam memberikan rekomendasi dan memprediksi putusan. Hal
ini menimbulkan implikasi hukum yang mana diperlukannya pengaturan di
bidang keamanan dan pelanggaran data pribadi, transparansi dan
akuntabilitas dalam pemeriksaan dokumen arbitrase, pertanggungjawaban
hukum atas penggunaan Al yang keliru, dan kebutuhan pembaharuan
hukum.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan setelah menganalisis

dan memahami tentang Urgensi Pengaturan Penggunaan Al Dalam Arbitrase Di

Indonesia dan Manfaat Hukum serta Implikasi Hukum Penggunaan Al Dalam

Arbitrase di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1.

Perlunya pembuatan regulasi baru tentang Al untuk mengatasi risiko yang
akan terjadi dan memberikan manfaat penggunaan Al dalam arbitrase di
Indonesia. Regulator dan ahli bidang teknologi Al berkolaborasi untuk
membuat aturan baru yang responsif disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia
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2. Perlunya arbiter dan majelis arbitrase memahami dan mempelajari
teknologi Al, pengembangan dan pembinaan kompetensi bagi praktisi

arbitrase di Indonesia untuk mengatasi implikasi hukum yang terjadi.
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